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BUPATI HALSTAHERA BARAT
-raTr rrT rrltJ5lllJ1rrJl,

KATA PENGANTAR

BUPATI HALMAHEM BARAT

JAMES UANG, S.Pd., M.M

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang
Maha Esa 1,ang telah meiimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya,
sehingga Laporan Kiner3a (LKj) Pemerintah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Semoga laporan yang disampaikan ini dapat diterima dan
dipahami serta memaknai sebagai perubahan dan peningkatan
kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam memperbaiki
capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Tersusunnya Laporan Kinerja tLKj) Pemerintah Kabupaten
I-ialmahei a Bara'r- tidak terlepas ,jari koordinasi ,jan sinki onisasi
yang baik antara Satuan Keria Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bersama Tim Penvusun dan
pihak terkait lainnya.

Berbagai dinamika sosiai, ekonomi dan reguiasi nasionai yang
LrerkemLrang lE'u di pusat dan daerah semakin memberi penguatan
otonomisasi dan peran pemerintah di Daerah. Hai ini menuntut
kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan
transparan. Oleh karena itu, telah menjadi ke'uvajiban kami untuk
mempertanggungj awabkan keberhasilan cian kegagalan Program dan
Kegiatan dari setiap sasaran dan indikator yang diamanatkan oleh
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2A26, yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kakrupaten Halmahera Barat Nomor : 6
?ahun 2A21 serta ditetapkannya pada tanggal 04 November 2021
sebagai dokumen perencanaan 5 tahun dalam rangka mencapai Visi
dan Misi organisasi secara terukur, melalui Laporan Kinerja Instansi
Damarintai-r !:end .]isrrorr- canora nprinrla oal-raaoi araanal- .l--ij LrrtLrrrrLqlr .1 
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pelaksanaan terhad,ap implementasi Peraturan Presiden Republik
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Indonesia Nomor 29 tahun 2Al4 tentang Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penva,jian Laporan Kineqja {LKj) Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat ini didasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2A14 tentang Petunjuk Teknis Pedanjian Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di
dalamn;va memuat pernvataan Visi, N{isi, Sasaran serta indikator
Kinerja yang selanjutn-ya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja

.vang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan
tujuan dalam mendukung tercapain5ra Visi dan Misi Organisasi )ang
ditetapkan. Untuk Menjabarkan Pelaksanaan Dokumen tersebut
yang termaktub dalam Dokumen RPJMD maka ditetapkannya
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 202l-2026 dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023
yang kemudian direpresentasikan dalam Perjanjian Kinerja {PK)
Bupaii l{almahera Barat Tahunan sebagai iarget dan sasarai-r

tercapaian tujuan dari visi dan misi Bupati Halamahera Barat di
tahun 2025.

Laporan Kinerja iLKj) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2025 ini diharapkan tidak sebatas sajian data dan analisis
capaian kinerjanya tapi menjadi bahan evaluasi kinerja organisasi
yang sesuai dengan Visi, Misi, Sasaran, Frogram dan Kebijakan yang
telah ditetapkan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik,
bersih dan berwibawa {Good Gouernance and Clean Gouerment} di
lingk ringan Pemei:intah l(abupaten l{almahera Barat.

Demikian Laporan Kinerja (LKJ) ini dibuat, untuk diketahui
dan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Halmahera
Barat ke depan menjadi lebih baik dalam menjalankan amanat Nan&'a

Cita Pemerin'r-ah Repubiik Indonesia.

I^.il^1., ):7 l\I ^-^+ ,)n )r:.Udtl(Jiu. 4r rvlcillL zvLU

-u1lfir-\l,

&aporun fiftmtaltilitaa g{tn@ Xwta*ui 9wotit*sfr. fralrqalsc
thhufrpn. Sarnr g afriln 2 02 5

u.Atre, s.Pd.MM



PIiNIEIIIN'TAH IiAI}T.iP,\T}II{ I{AI-}I,.\}II]R:{ I]AR.\T I"{POR.l.li AKTN'I"\BII,ITAS LIT,iEILIA PEh'{ERIN'II\}I TAH{iN 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya pemerintah yang haik merupakan prasyarat setiap Unit
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Dalam rangka itu
diperlukan media informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kemasyarakatan yang dapat berlangsung secara berdaya guna dan

berhasil guna.

Kebijaksanaan Pembangunan Admini*rasi Publik merupakan solusi

terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan secara rasional harus

berpedoman pada paradigma baru organisasi pembelajaran, pembangunan

ekonomi. pembangunan politilg pembangunan sosial budaya, pembangunan

hukum dan pemerintahan yang baik Good €otemanee.
Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan capaian kinerja Dinas,

Badan dan Kantor dalam satuan unit kerja Organisasi Perangkat Daerah

masing-masing" Hasil pengukuran kinerja yang didasarkan indikator input
(masukan), output (keluaran) dan Outcome {hasil) menunjukan keberhasilan
dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan analisis capaian kinerja dengan menggunakan hasil

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran bahwa

beberapa program / kegiatan tahun 2025 menunjukan kinerja sebagai berikut :

1. Secara umum Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada

Tahun Anggaran 2A25 baill ini dapat terlihat dari sebagian besar sasaran
yang dicapai dengan tingkat indikator capaian kinerja dapat terealisasi

sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja Bupati Halmahera Barat dengan

demikian dapat dikatakan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan

selama tahun 2A25 oleh instansi di lingkup Pemerintah Daerah dapat
berjalan sesuai rencana stratejik dan ini diharapkan dapat lebih baik lagi

ditahun-tahun mendatang.
2. Dari analisa indikator capaian kinerja dapat terealisasi bukan berafti

pelaksanaan program kegiatannya tidak mengalami kendala, hambatan dan

tantangan, ini terlihat sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan

kadang tidak dapat berjalan, disamping itu juga masih terdapat kendala
pada besaran dana/anggaran dan kondisi geografis daerah.

3. Sebagai penerapan Good goveff?ance dewasa ini telah diimplementasi

dengan pertanggungjawaban yang akuntabel, maka diharapkan terciptanya
suatu pemerintahan yang baik dalam bentuk penyampaian Laporan atas

Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
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LATAR BELAI(ANG

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 dinyatakan bahwa

azas - azas Umum Penyeienggaraan Negara, meiiputi : Azas Kepastian Hukum,

Azas Tertib Penyelenggaraarl Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas

Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas

Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjau..abkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedauiatan tertinggi negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk

pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pen5relenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koiusi dan Nepotisme, telah

diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun L999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, vang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2OL4 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2A14 tentang Sisteni

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {SAKIP) dan Peraturan Mentei

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahua

'2A14 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, trahwa Bupati I Waiikote

menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan

menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasionai/Kepala Badan Perencanaan Pembanglunan Nasional, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi, dan Menteri l)alam

Negeri paling lambat 3 (Uga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan

demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun

anggaran tersebut menjadi rnedia pertanggungjawaban.

Juga sebagai perrn'ujudan ke',vajiban instansi pemerintah untuk

mempcrtanggung;awabkan ki:berhasilan atau kegagalan pelaksanaan prografil

dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka

mencapai misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran atau target

kineq'a yang telah ditetapkan. Seiain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat

penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Gaod Gauernartce atau dalam



B.

perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai merlia pertanggungjawaban kepada
publik.

Tiga pilar Good Gouemance antara lain Transparansi, Akuntabilitas dan
Partisipasi masyarakat rian stakehotders, tiga pilar ini merupakan spirit _yang

harus dimiliki dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan stakeholclers

terkait guna menjamin bertragai program yang direncanakan benar-benar

berjalan seperti yang ditetapkan dan dilaporkan terhadap ketrerhasilan maupu.r:

kegagaian yang teq'adi.

GA]VIBARAS UMUM I{ABUPATEN HALMA}IERA BARAT

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Hahnahera Barat adalah salah satu kabupaten _yarrg secara

administrasi wilayah merupakan salah satu katrupaten di Provinsi Maluku
lJtara. Kabr:paten Halrnahera Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten

Maluku Utara. Pemekaran dimaksud telah ditetapkan dengan Llnctang-

Undang Nomor 1 Tahun 2003. Secara Astronomis Kabupaten F{almahera

Barat berada pada 00 48'lintang utara sampai 10 48' lintang utara, serta

l'27A 16'00" bujur timur sampai l27A 16'01" bujur timur. Luas Kabupaten

Halmahera Barat tercatat 2.239,L14 km2 dan jumlaii pulau sebanyak 165.

Luas laut 7.124,45 km2 dan iuas daratan 2.238,33 km2 dengan luas wiia1..ai:

terbesar adalah Kecamatan l,oloda seluas 300,66 km2, sedangkan ya*g

terkecil adalah Kecamatan itru 1A9,82 km2.Ibu Kota Kabupaten Hah:raher"a

Barat terietak di Jaiiolo.

Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari 9 Kecamatan yaitu Kecarlarail
Jailolo, Kecamatan Jailoio Selatan, Kecamatan Sahu, Kecamatan Sahl
Timur, Kecamatan ibu, Kecamatan ibu Selatan, Kecamatan Tabar:-r.

Kecamatan Inloda dan Kecamatan Loloda Tengah. Pada saat- pemekaran.

Kabupaten Hairnahera Barat memiliki 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan

Jai1olo, Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan Sahu, Kecamatan lbr-r dan

Kecamatan Loloda. Seiring perjalanan waktu dan pertumbuhan penduduk,

aspirasi masyarakat serta rentang kendali pemerintahan ,vang terlalu jauh,
r,raka,Demcrintah I(abupaien Halrnahcra Bai-at mei:erbitkan,Dc.ratili-an

Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemekaran Kecamatan Jaiiolo. Tid.ak

trerselang lama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menerbitkan

kembali Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan 3

itiga) kecamatan baru, yaitu Kecamatan Sahu Timur, Kecamatan Ibu Utara

iii,



dan Kecamatan itru Selatan, sehingga sejak saat- it-u Kabupaten Halmahera

Barat terdiri dari 8 (delapan) kecamatan. Berdasarkan Permendagri Nomor

137 Tahun 2077, Kecannatan Jailolo Timur masuk wilayah Pemerintahan

Halrnahera Utara ialu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 60 Tahun 2A79 Kecamatan Jailolo Timur kembali masuk ke

dalam wilaSrah Kabupaten Halmahera Barat, kemudian dengan Peraturar:

Daerah Nomor 2 Tahun 2OZA dilakukan pemekaran wilayah Kecamatan

Loloda menjadi Kecamatan Loloda dan Kecamatan Loloda Tengah denga:r

kode wilayah 820110, yang terletak di L22 pulau tanpa penghuni dan'2 {dua}

pulau berpenghuni yaitu Pulau Haimahera dan Pulau Nusa Kahatola.

Kecamatan Loloda Tengah dalam hai database wiia3'ah meialui Badan Pusat

Statistik masih dilakukan pencatatan bersama dengan Kecamatan Loloda.

Luas wilayah dan jumlah desa di 9 {sembilan) Kecamatan di Kabupaten

Halmahera Barat, dapat dilihat setragaimana data yang tersaji pada tatrle di

bau.ah ini.

Tabel : I.1
Luas Wrilagah Per Kecamatart

Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025

No

1 Jailolo 226.40 34

2 Jailolo Selatan 22
aJ o ^ 1--_Jaltu t.1.1, 60 IY

4 Sahu Timur 27 t.04 18

5 Ibu 109.82 17

6 Ibu Selatan -168.33 16

7 'r^L^-.-I Ar rat lI 224.64 L6

B T.olnde 17

9 Loloda Tengah 10

Jumlah 2.239,114 t73

Suiltberdata: Kctb, Halbar Dalan Angka, Tahun 2025

Nama Kecamatan Luas Wilayah
1tlm2\

Jumlah
r}*'sgr



Diagram I- 1. Presentase Luas Wila-vah Menurut Kecama_tan
Di Kabupaten Halmahera Barat
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Sumber Dakt: Kab. Halbar Dalqm Angkct, Tohun 2O25

Untuk memberikan i;ifoi-masi mengenai letak dan posisi letak geog,-a-{is

Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat sebagaimana peta pada gambar di
bawah ini.
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Sumber Data: Eappeda Kab. IIalbar, Tahuiz 2C25

Wilayah Kabupaten Halmahera Barat terletak pada ketinggian antara
0 - 2.000-meter diatas perrnukaan air laut {dpl). Sebagaimana data }.ang
tersaji dalam Tabel I.'2, berdasarkan ketinggiannya, RTRW Kai:upaten

F{alirralrera Earat Zfii2-2A32 mengeiornpukkan wiiayair Ka'oupaien

Halmahera Barat menjarli 2 {dua), yaitu daerah dengan ketinggian di barn.ah

750-meter dpl dan daerah dengan ketinggian diantara 750^ 2.000-meter dp1.

Tabe1I.2
I-,uas Wrtal:ah {Ha) Menlrnrt Ketinggian

di Kabupaten Halmahera Barat

Wt;dW#;milW
i.*il1 ,:,t-i,',, :: I :ri.i,

-i .r:1",., rei.rl,i1 r; 1 r_.\ t tll''1.-'

ir.rir:.:
i i 1:r,. : i I i i...

\.tl::: i:ii:il

l!.r:
.;.; I f.i.\ .i .'t {".4!lirr.t \;,,1',,,'.

I ,:...

\ i5 tt;'t
il l.',1,,.i.; i t:r::.rlr

! I lr I lrr:.rhr,r':r I|:r r-:rt fI5.5t-i.{, - rt< ) I

Sumber: RTRW Kabupatert Halmahera Barctt 2012-2A32

Dari tabei, dapat dilihat bahwa sebagian besar u{layah dal"ata*

Kabupaten Halmahera Barat berada pada ketinggian di bawah 750 mdpl

yaitu seluas 215.513,6 Ha atu 96 persen dari luas rvila3zah daratan secara

keseluruhan. Wilayah dengan ketinggian di atas 750 mdpl sebagian besar

terdapat pada Kecarnatan Ibu yaitu seluas 4.316,6 atau 54,3 persen dari luas

wilayah dengan ketinggian 750 - 2.000 mdpl. Sementara berdasarkan hasil
penelitian Kementerian Pekerjaan Umr-lm dan Perumahan Rakvat (PUPRJ

yang dituangkan daiam Dokumen Rencana Induk Pengembangan

Infrastrukiur rDUPR di Pulau Papua dan l(cpulauan l"'laluku, dikctahui bahri'a

sebagian besar wiiavah Kabupaten Halmahera Barat berada pada kemiringan

lereng 0-8'7" dan B-167". Gambaran selengkapnya setragaimana tersaji pada

table berikut.

Xn

rlrlr.t



Kemirirgan
Lereng

o-8% 8-l5o/" 16-24o/" 24-32o/o 3l-4Oo/o >4Oo/o Total

Luas (Ha) 67.243,8 53.054,9 38.92s,2 21..668,2 1n )77 ) 9.223,4 2O2.350,6

Persentase
T !rno iol^iluao I ul

33,21 26,22 19,24 LQ,7 | 6,07 +,56 1OO,OO

Sumber: Buku Data dan Analisis RTRW Kab. Ha-lbar 2Al2-2A32

TabelI.3
Kemiringan Lereng dan Luasnya di Kabupaten Halmahera Barat

Kabupaten Hahnahera Barat memiliki 173 desa, dimana 89 atau

5i,44 persen riiantaran-va adaiah Desa di wilayah pesisir. Wilayah <iengan

proporsi desa pesisir terbesar adalah Kecamatan Jailolo Selatan dan lbu

Seiatan. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabei i.4
Desa Pesisir darl Desa Bukan Pesisir

Di Kabupaten Halmahera Barat

Surruber: BPS, Kalrupcrten Halmahercr Barci Drtlctrn Angka 2O25

Di Kabupaten Halmahera Barat terdapat 4 (empat) gunung berapi

!'ang hingga kini masih aktil'. Gunung-gunung yang membentang sepaniang

daratan Halmahera Barat ini, yaitu Gunung Jailolo di Kecamatan Jailolo i975

No Kecamatan Jumlah
Desa

Desa Pesisir Desa Bukar Pesisir

Jumlah Presentase Jumlah Preseatase

1 Jailolo 34 2t L2,14 13
' rJ I

2 JailoloSeiatan 26 16 9,23 10 5,78

J Sahu i9 10 5,78 I crzv

4 Sahu Tircur iB r8 10,40

5 Ibu tt 5 2,89 I2 6,94

6 ibu Selatan 16 t4 8,09 2 1,16

7 Tabaru 76 16 O??

B Lnioda LI 14 8,09 J 1,73

I Loloda Tengah 10 I 5,20 i 0,58

Halmahera Barat 173 89 sL,44 a4 48,56



mdpl), Grinung Onu di Kecamatan Sahu {1.075mdp1}. Gunung Gamkonora di

Kecamatan Ibu Selatan (1.525 mdpl), Gunung Ibu di Kecamatan Tabaru

{1.02s mdpl).

Peta topografi wilayah Kabupaten Halmahera Barat sehagaimana

tersaji dalam gambar berikut.

Gambar I.2. Peta ?opografi lllilayah Kabupaten Halmahera Barat

Sumber: RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2A32

Forrnasi geologi Pulau Halmahera berdasarkan pada peta geologi

lembar ternate terbagi dalam tiga mandala (bagian utama) yaitu Mandala

Halmahera Timur, Hafunahera barat termasuk Pulau Morotai, dan Busur

Kepulauan Gunung Api Kuarter yang meliputi pulau-pulau kecil di bagian

barat Pulau Halmahera. Mandala Halmahera Barat meliputi bagian Utara

dan lengan Selatan Halmahera. Morfologi mandala berupa perbukitan yang

tersusun atas Batuan Setiimen, paria Batu gamping 'Derumur Neogen dan
m^rFnlnai lzoraf Aan A; haharana farah^+ tazXanni'-n.{nl^-i 1.^-^-.--^^rrrur rvivSr Rar oL uarr ur uL uur alra LUrrrya( a\ r uqP,qLrfrvravav{ia Aqo4r -} urri;



merupakan cerminan batuan gunung api fJerumur oligosen. Mandala busur

kepulauan gunung api kuarter meliputi pulau-pulau kecil di sebelah barat

pulau Halmahera. Deretan pulau ini membentuk suatu busur kepulauan

gunung api kuarter. Sebagian pulaunya mempunyai kerucut gunung-gunung

api .-vang masih aktil-.

Kt-r ndisi fisir;io gi Kairupaie n Haimahera Barat cuk up'uerv aria si, 
-1, 
akni

pada bagian timur dilalui oleh jaiur Gunung Api l{uarter -}/ang terdiri clari

barisan gunung api aktif dan non aktif dengan bentuk dan struktur yan.g

sangat khas. Luas daerah bukit/pegunungan di Halmahera Barat aelalah

138.4qq.5 Ha atau sekitar 61,98 "/, dafi luas wila_vah. Pada bagian timur -yang

berLratasan dengan Kabupaten Halmahera Utara hingga pesisir Pantai Jaiioio

dilalui Gunung Api Kuarter sehingga wilayah ini mempunyai pegunungarl

-vang rapat dengan beberapa gunung api yang masih aktif. Di semenanjung

pantai bagian barat Szaitu pada Kecamatan Ibu dan Sahu merupakan daerah

pegunungan dengan lereng yang curam t>4O 
oiol.

Struktur geologi wilayah Halmahera Barat merupakan bantuan jenis

tertuayang berupa Batu-batuan Gunung Api Oligo Miose, Batuan Sedimen

yang berumur Miosen sampal Poiiosem dengan karakter Sedimen Tufaan.

Struktur geologi wi1a3-ah Haknahera Barat umumnva terbentuk pada Ja,uran

Pratersier hingga Kwarter. Irormasi Geologi Jaman Pratersier terdiri dari

batuan Kristal, Phylit, Batu Sabah, Serpih Liat, Batu Liat. Batu Gamping,

dan Eroptip. Seda.ngkan forrnasi jaman Kwarter terdiri dari Alluvium, Pasir

Lumpur, Krikil, dan Koral. Berdasarkan jenis batuannya maka struktur

batuan yang ada sebagian besar tersusun atas batuan sedimen dan vulkanik

dengan struktur lipatan berupa sentuhan (contact) dan patahan (faulti.

Jenis batuan sedimen terdapat di Kecamatan l,oioda Selatan, Ibu,

Ibu Utsra, Ibu Selatan, Sahu, Sahu Timur, dan Jailolo. Sedangkan jenis

Batuan Vulkanik terdapat di Kecamatan Jaiiolo Selatan.

Adapun karakteristik tanah di Kabupaten Halmahera Barat

menunjukan sifat-sifatyang berbeda muiai dari Kecamatan Jailoio Selatan di

bagian selatan hingga Kecamatan l,oloda Selatan di bagian utara Halmahera

Barat yang dipengaruhi oleh proses-proses geologi dan iklim. Menurut jenis

meciianya <ian proses geoiogi yang mempengaruhinya, jenis tanah pada

i;li:l:r:,.rr:::!:i

rir: iiri:t:i



Kabrtpaten Halmahera Rarat, terdiri dari .ienis Tanah Alluvial, i,atosol,

Regosol, dan Podsolik Merah Kuning. Sebaran dari masing-masing jenis

tanah di daerah Kabupaten Halmahera Barat antara lain:

1) Jenis Tanah Alluvialter dapat pada Kecamatan Jailolo Selatan dan Jailolo
Timur;

)\ I^^:,- 'n^*^L- I ^r,,^^l +..*.l .,.^,,{ *^l^ l1^^^.^^t,'^ T,..il^t^ Q^l^r^* I^:!^1^LJ U( lilS t (tlt-tl1 La-tLuJUr ifrLfirf pirf t l.rartuirt I\L( (tlltdt-ctll LJa-ttlut(J }JCIalLclii, UciUuiU

Timur, .iailolo dan Loloda Selatan;
3i Jenis Tanah Regosol terdapat pada kecamatan Jailolo, Sahu, Sahu

Timur, Ibu, Ibu Utara, Ibu Selatan, dan Loloda Selatan; dan
4) Jenis Tanah Podsolik Merah Kuning terdapat pada Kecamatan Loloda

Seiaian.

Sedangkan lV1enurut Taxonomy USDA tahun 1998, tanah dirn'ilayah
Kabupaten Halrnahera Barat dapat dikelompokan sebagai berikut:
a. Kelompok A: D-vstrudepts, Eutrudepts, Hapludalfs, Hapludcxs,

Eutrudoxs.
Kelornpck B: I)ystrudepts, Eutt'udepts, HapludaHs, Hapludoxs,
Eutr udoxs, Udipsaments.
Kelompok C: Hapludalfs, I-Iapiudults, Dystrudepts, Er-itrudepts.
Hap1udolls.

d. Kelompok D: Hapludults, Hapludalis, Dvstrudepts, Eutruciepts.
Hapludands, Udorthents.

e. Kelompok E: Hapludalfs, Hapludults, I)ystrudepts, Eutrudepts.
Hapludo1ls.

L Keiompok F: Sulfaquents, Sulfihemists, Sulfaquents.

Adapun Peta geologi rnilayah Kabupaten Halmahera Barat

sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

b.

C.

Gambar I.3. Peta Geologi Wilayah Kabupaten Halmahera Barat



Sumber: RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2052

Kondisi hidrologi Kabupaten Haimahera Barat terdiri dari sungai,

danau dan air permukaan tanah. Sumber air selain berasal dari ciasar tanah
dan per-mukaan tanah juga berasal dari danau, sungai dan ka1i, seperti
Sungai Ake Diri, Ake Lamo, Ake Todor,r,ongi, Ake Sidangoli, Ake Nyinyiwit, Ake

Sasur, Ake ?acici, Ake Ngibut, Ake Tahafo, Ake Duono dan Ake

Tafangu.Nama-nama sungai-sungaiyang besar yang melalui beLrerapa

kecarriatan di Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat pada tabel dibawah
ini.

/fl1raufl l.i)
Pan di Halmahera Barat

lllo Illama Sungai Lokasi
lKecamatanl

Panjang (m|

1 Ake Diri Jailolo 8. i20
,2 Ake Lamo iailoio 6.5q7
3 Ake Todowongi Jaiiolo 9.765
Aa Ake Sidangoli Jailolo Selatan 3.806
J Ake Nyinyiwit Jailolo Timur 9.547
6 Alzc Saqrrr Sahu ? 444

7 Ake Tacici Sahu 2.i76
B Ake Ngibut Sahu Timur 3.460
I Ake Tahafo Ibu 5.691
10 Ake Duono Tabaru 5.O19
11 Ake Tafangu Ibu Selatan 7.791

Sumber: Kabupaten Halntahera BarcLt Dalam Angkct 2A24

Lokasi dan

Di Kabupaten Halmahera Barat terdapat 4 (empat) danaLr, yaitu

Danau Rano -yang ierietak di Kecamaiar: Sairu, Danau Gamkorrora rii
Kecamatan Ibu, serta Danau Duono dan Danau Todoke di Kecarnatan

Tabaru.

Air tanah adalah air-yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan

di bawah permukaan tanah. Air tersebut bergerak di dalam ruang antar
butir-butir tanah danmeresap ke dalam tanah iaiu bergabung membentuk

lapisan di dalam tanah yang disebut akuifer. Berdasarkan data Balai Wilayah

Sungai (BWS) Provinsi Maluku Utara daiam Dokumen Pola Pengelolaan

Sumbcr Da-va Air'Wiiayair Surrgai Hairrahera Utara (temrasuk Haimaircra
Ba-ra-t), L)aerah sekitar -Iailolo, Susupr-r, Itru rlan Gorn di Pr-rla-r-r Halma-hera

merupakan daerah paling prospektif kandungan air tanahnya, mengingat

daerah tersebut merupakan kragian kaki gunung Strato, dimana aliran air



tanah yang berasal dari puncak dan t-uhuh gunlrng api ter-tahan oleh batuan

padu yang berumur lebih tua.

Akuiferter penting didaerah gunung Strato adalah lava basai

berstruktur versikuler dantufa, tercatat munculnya beberapa mata air dari

akuifer tersebut dengan debit dapat mencapai lebih dari 100 1/dt. Akuifer di

daerair perbukitanbergeiombang umurlrlya merlpurlyai produktiiitas renclair

dan setempat berarti, airtanah clengan jumlah terbatas masih dapat

diperoleh di lembah-lembah. Kelompok batuan vulkanik tak teruraikan dapat

diharapkan bertindak sebagai sebagai akuiier prcduktif dengan kelulusan

sedang. Potensi debit mata air yang terdapat di Kahupaten Halmahera Balat

sebagaimana tersaji dalam TaLrel berikut.

TabelI.6
Nama Mata Air. Lokasi dan liehitnria

Di Kabupaten Halmahera Barat

I[o Nama Mata Air Lokasi
(Kecamatanl

Debit (lt1dtl

1 Sosa iku 1 Ibu 100,0
n o^^^ iI---,1JUSa rl(LI Z TL-.

I Ut.t JlJtJ.U

3 Pancuran ibu 10,0

4 Akeboso Ibu 300,0
5 Goiu Itru 0,5

6 Tuladi Ibu o,'2

7 Kawao Sahu 0,5

8 Gamkonora Sahu 500,0
I Duter Jailolo 200,0
10 Gurutu Jailolo 100,0

11 Golo Jailolo 30,0

1'2 Aketcla Jailolo 500,0

13 Rugasi Jailolo 1,0

l4 Jailolo Jailolo 300,0
1-1J Lrur arrtiu Jailolo +Lrrr-r,

Su.m.ber: Buku Data dan Analisis RTRW Prouirtsi Maluku {Jtara 2A13-2023

,r,il.,l
( iin;
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Tabel I.7
Potensi Cekungan Air Tanah Di Kabupaten Halmalrera Barat

I[o.
CAT

Cekungan Air Tanah
tcATl

Jumlah Air
Tanah
[iutamS/tahunl

Kategori CAT
Prov KablKo

ta

lilama Luas
lKm2l

Bebas
loll

?ertekan
{a2l

324 Ibu 7s6 454 24q x
322 Jailolo-Sidangoli 7576 531 177 x

Total 2.332 985 426 2
Sumber Data: RPJUID Prauinsi ll,{ctluktt Utqrct 2O2O-2O24

Dari tabe1, di wilayah Kabupaten Halmahera Barat juga terrlapat

Cekungan Air Tanah {CAT) _yang merupakan CAT kategori provinsi.

Kondisi klimatologi Kabupaten Haimahera Barat secara umufii
adalah iklim laut hopis clan iklim musim dengan curah hujan 1500-350G

mm/tahun. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten

Halmahera Barat merupakan perairan laut yang luas, sehingga iklim ,vang

te{a<ii sangat dipengaruhi perkenrbangan cuaea iauL vang 'nerlangsung

seiring dengan musim yang ada. Data perkembangan cuaca tahun '2a'2'2 di
Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat setragaimana tabel di barvah ini.

Tabel I.B

Kondisi Klimatoiogi Kabupaten Halmahera Barat

\;,7r1/,, ,i.-:" i,;l';,,"',,.., :l ,i/,.,:l'.-:, jr-t;,;t:; i;,,.",".,.. ;'.;,':,,:; lt,j_'

Iklim Kabupaten Hahnahera Barat secara umum arialah ikiim laut
lrnnie dan il.lirm *rrqim ,li--l-^1-1.^- qphory;on 6pcorrr-iln.,^L lJ^l1m^hara Dnrnt(ruP(o udit rA&rr rrrurlill, LlisLtJcar,il,rrlri 5CUci6,iil.ii LrCSaii 1!iluJijii ili-lUitUitClil- lJaiiUi

merupakan perairan laut yang luas, sehingga iklim yang te4'adi sangat

:r,.;,i11:il{ I

.: \i",t.",rl,i ll. i i.r.ti
r I.t lr r

-"ir.'j,:

'l\.i ii,
i I {}ii
''. I .'rl I

.'),..: .:.-. ,-,,:-. .:.

t'rais n

, ;i j: r



tlipengaruhi perkembangan cuaca laut yang berlangsung seiring dengan

musim yang ada. Tabel I.8 menyajikan kondisi cuaca Kabupaten Halmahera

Barat yang meliputi suhu udara, kelembaban udara, dan tekanan udara

sepanjang tahun 2422.

Tabel I.9
Kondisi Cuaca Di Kabupaten l{aimahera Barat Tahun 2A22

Sebagaimana tersaii, rata-rata suhu udara sepanjang tahun '2A'22

berada padakisaran 26,9 derajat celcius hingga 28,4 derajat celcius. Suhu

terendah tercatat pada buian September, yaitu 23 derajat dan suhu tertinggi

pada bulan Maret dan Mei, yaitu 33,6 derajat. Rata-rata kelembaban udara

sepanjang tahun 2OZA berada padarentang 83,8 persen hingga 87,8 persen.

F)^+^ *^r^ r^1.^-^- ,,.I^-^ ^^^^6;^-d +a1^'rn )n,),.) l-^r^rl^ ^^.-l^ l..i-^rnn I rrartr )f(iiiii-iala tulliaiiilii ULiaIa SuiiaitU.iilB i.AiiilLi zwLz Ltciajuia Hiltld iLisqtciil I wwr1.t-

mb hingga lOO7,7 r::b.

Adapun curah hujan di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun

2A22 sebesar 672 mm atau lebih rendah dibandingkan kondisi di tahun.2A'21

tlart 2tt22. Jumlair hari Lrujan daiam setai-run pada tairun 2A22 iebiir sedikit

dibandingkan pada tshun 2A22 narrrrrn lebih rendah dibandingkan tahun

2A'27. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Bulan
Suhu Udara("C| Kelembaban

Udara
Ipersenl

Tekanan Udara {mb}

Miu Rerat
a

Max Min Rerat
a

Max Min Rerata Max

Jaluari 23,8 27,4 JJrZ 67,O 83,6 97,O 1.001,8 1.006,8 1.011,8

Februari 23,8 28,O JJ)Z 64,O 83,9 98,0 1003,6

1003,5

100*1,7

1001,7

1003,2

r.oa7,7 1.O 1 1,6

Maret 24,O 28,O 33,6 67,4 86,5 98,0 1.007,3 1.01i,1

Anr'il )4) ?R, 1 ??q 6An R60 oRn 1r}n7? 1 OlO l-r

Mei 24,6 )9 )_ 33,6 60,0 85,7 98,0 1.006,7 1.0i 1,7

Juni 23,6 '27,4 JJ,+ 70,O 87,6 99,0 1.006,7 1.010,4

Juli 23,6 26,9 3',2,4 69,O 87,8 100,0 1.OO3,O 1.006, 1 1.009.7

Agt-tstr-ts 23,6 )73 330 60.o a4q 98,o 1003 I 1.006,8 1 010 6

September 23,O 27,0 33,0 60,0 87,3 97,4 1.002, i 1006.6 1.010,5

Oktober 6a Azo r-+ zl rJ 33,4 60,0 87,4 97,4 l.aoz,2 1.005,8 1.010,4

November 24,O 27,6 33,2 63,0 87,4 98,0 l.oo2,2 1.006,0 1.010,0

Desember 23,8 27,7 32,6 44,O 85,4 98,0 i.001,0 1.005,2 1.009,0

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2O22



Z. Kondisi Demografi

Sampai dengan tahun 2025 penduduk Kabupaten Halmahera Barat

berjumlah I39,764jiwa, dengan rincian penduduk lakilaki beqjumlah 71.695

jiwa dan penduduk perempuan berjumiah 68.069 jiw'a. Data dan informasi

tentang pertumbuhan penduduk per kecamatan dan tingkat kepadatan

per:rduduk, dapat djJihat. sebagaimana terdapat pada tatrle di Lrai,i,'ah ini.

Tabel L 10

Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan
Kabupaten llalmahera Barat

Kecamatan
iumiah

penduduk
o/to Jiwa 0//o

1 Jaiiolo 226^AA 10,30 38.141 27.04 168.77

2 Jailolo Selatan 25.26s 17.91

Sanu I Zl-6f) .f .oij t/. tv\) v.u I i43.42
4 Sahu Timur 271,U0 12"3s 1t.696 8,29 43" 16

5 Ibu 109,82 s00 13.1s8 9.33 119.81
6 Ibu Selatan 368.33 t6.79 1s.849 fi.24 4:j.03
7 Tabaru 224,64 10,05 rc.249 7,26 46.45
ot, Loloda o 141

I Loloda Tengah 4.TA I is
Jumlah 7.239,'l.l 100 141.0s6 1Otl 87,44

Swnberdata: Dinas Dukcapil Kab, Halnahera Barct 2025

[{pradaton nendrrrlrrlz lano relatif tinooi ini lzi".rnvq rlonot r'liior{ilzqnialljquqiErr PLiruuuuta -iuiiD i\ ru.ir lrrrbba urrr a\Lda^jr uqirur

masukan dalam merumuskan berbagai strategi, kebdakan dan

program/kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnv-a oieh seluruh mas}.'arakat.

Optimalisasi pemanfaatan program/kegiatan oleh seluruh Masyarakat dapat

ter:jadi _iika dokumen perencanaan pembangunan daerah berkualitas.

Sebaran penduduk di 9 (sembilan) kecamatan daiam periode tahun

'2A25 dan pertumbuhan penduduk trerclasarkan jenis kelamin di Kabupaten

Halmahera Barat, dapat dilihat sebagaimana data dan informasi yang terdapat

pada talrle di barnah ini.



Tabel i.11
Data Penduduk Berdasarkan Jenis

Kelamin Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2025

No Kecamatan Jumlah Penduduk Jurnlah Rasio
Jenis

kelamin
Laki-laki Perempuan

1 Jailolo 19.516 18.625 38.141 ta4.7B
2 Jailolo

Selatan
12.843 12.422 '25.265 103.38

,>
J Sahu 6.466 5.'244 1',2.V06 103.62

4 Sahu Timur 6.O44 5.6s2 71.696 746.94

5 Ibu selatan 8.166 7.683 15.849 146.'29

6 Ibu 6.757 6.401 13.158 105"56

7 Tabaru 5.288 4.961 10.249 106.59

B Loloda 4.768 4.494 9.262 106"0q

I l,oloda
Teneah

2.461 2.269 4.730 108.46

Jumlah
?16 0 r\t\t 2..\rlrA c-ct F,^F,lrcr. , t , 'l Aa t\EE-l-I..t t t lfrE ta

Sumberdatct; Dincs Dukcapil Kab. Halbor Tehun 2025

Selain data sebagaimana telah diur-aikan diatas, untuk melengkapi

infcrmasi tentang potensi bonus geografi y-ang akan dikelola sebagai salah satu

kekuatan yang akan mendorong untuk mempercepat pembangur:an di

Kabupaten Halmahera Barat sepanjang tahun 2025 meliputi gambaran

tentang pertumbuhan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan status

pekerjaan dan pertumbuhan penduduk beldasarkan kelornpok usia.

Kedua data dan infonnasi tersebut, dapat diiihat sebagalmana data.vang

terdapat pada grafik di bawah ini.

TaLrel I.12
Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Pendidikan dan Status Pekerjaan

Kabupaten Halmahera Barat
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Sedangkan data dan informasi penduduk Lrerdasarkan kelompok umur

di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2A25, dapat dilihat sebagahnana

terdapat pada garnbar di bawah ini.

Tabel L l 3
Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kabupaten Halmahera Barat'Iahun 2A25
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SttmLrer clata: BPS, Haibar Dalam Angka, Tahun 2025

Berdasarkan Data kelompok usia ini, memberi gambaran bahu.a

kelompok usia Halmahera Barat, masuk dalam kategori kelompok usia muda.

dimana populasi penduduk usia anatar 10 sd 20 tahun _yang cukup menebal.

dalam 5 tahun kedepan akan bergeser sebagai kelompok usia prnduktif, yans

dikenal dengan Bonus Demografi, karcna kelompok usia produktif rrrakia

banyak akan menggerakkan perekonomian daerah.

Dari data di atas dapat diketahui, bah"wa penduduk ],ang rlapat

rnenyelesaikan penclidikan lebih tinggi dari pada pendidikan setingkat Sekolah

Dasar- iSD), iebiir sedikit. Artfurya raia-ra'r-a lama mengikuti pendidikarr pada

masvarakat di Kahr.rnaten Halmahera Rarat. r-elatif nen"rlek-"-_'-J'_' '--i '_ '-_ ' I''

ll*kuhtr* 8;*t ?:-]B $S"7{} }41.8$S



Sementara itu, dari sisi pertumbuhan pendrrdrrk berdasarkan

kelompok usia terlihat, bahwa 5 (lima) besar pertumbuhan penduduk

sepanjang tahun 2025 di Kabupaten Halmahera Barat adalah pada penduduk

dengan usia 5-9 tairun, kernudian penduduk pada uisa 10-14 tahun,

berikutnya penduduk usia 15-19 tahun, lalu pendudukan uisa 20-24 tahun

dan penduduk dengan usia 25-'29 tahun.

Tabel I.14
Popuiasi dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Ir^^., -,,+ 1/^^^ r-^^]^h A: l1 ^ ]-.,^.,+^* LJ^l*^]-^-^ D^-atLYit-llLai t.lL l\t.U<-trlrdLdil UI i\(f,lJL,t[-/<lLLrl I l(IIlii(lli( td U(aI{IL

Sumber data: BPS, Halbar Daiam Angka, Tahun 2025

Tabel I.15
Presentase dan Kepadatan Penduduk

Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat

i{alm*ra$ant 1{}.{i6

L*|u lenru*bufuua Penduduh per

Jrindrh kn**dqk iiis*i lr&*s tfiI$"i$l{ i:"*i

fop&rtr**ip*rffui *r*r*ffupulofi**Srevltf*tt

JfJr-r0)4iql

ll, i. :1,
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Sumber data: BPS, Halbar Dalam Angka. Tahun 2025

3. KondisiPemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor '23 Tahun 2AA tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomcr 18 Tahun 201ir

tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi

Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera

Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Per"angkat

Daerah Kabupaten Halmahera Barat ]'ang kemudian diubatr dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Hahnahera Barat Nomor 2 Tahun 2O2l tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halrlahera Barat Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Halmahera Barat. Selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan

I)aerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan

Ked.r-r-a Atas Peratriran l)aer"ah Katrr-r-paten Haknahera Rarat- Nomor 6 'I"ahtrn

2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Flalmahera Barat. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2O2l dan Perda Nomor

2 Tahun 2A23 susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat

adalah sebagai berikut:

lkt*m*t*rt
&;rtrirr

Fffrcntarc PE*d*drk flrpad*te* Ftnduduk pe* hrx'

furrenl*grof lof*ffcpufaftm F*p*f*tr*r$msrryp*rry.kal

i{etmah*n Sarat lW,SS



sekretariat Daerah Kahrupaten Haknahera Barat dengan Tipe A,

merupakan unsur staf -yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian adrninistratif terhadap
pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrarji-.

Sekretariat Daerah melaksanakan unsur penunjang sekretariat daerah "

llelzrpicriaf Tloprolr terrliri rlori.!rrr, (L4

a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan RakS'at

1. Ragian ?ata Pemerintahan dan SDA

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat rlan Tenaga Kerja

b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

l, Bagian Unit Pengadaan Barang dan Jasa

2. Bagian Hukum dan Organisasi

C. Asisten Administrasi Umum

1. Bagian Umum, Perencanaan dan Keuanga::

2. Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan

Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat dengan 11pe B,

merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemLrerian dukungan
terhadap tugas dan tungsi DPRD. Sekretariat DPRD rnelaksanakan unsur
penunjang sekretariat DPRD;

Inspektorat Daerah Kabupaten Haimahera Barat dengan Tipe A,

merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemer:intahan daerErh.

inspektorat melaksanakan ult-sur penunjang penga\vasan.

Dinas Daerah Kabupaten Haknahera Barat, terdiri dari:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat

dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pendidikan dan bidang kebudavaan;

2) Dinas Kesehatan dengan Tpe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kesehatan;

3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupater

Halmahera Barat del:.gan Tipe B, menyelenggarakan Lrrusan

pemerintahan biriang Pengen<lalian Pencluduk rlan Keluarga
D^-^-^^-^.uL rL LILClaad,

4) Dinas Perumahan. Kawasan Perrnukiman dan I.ingkungan Hirlup

Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman rlan



Lingkungan Hidup;

5) Dinas satuan Poiisi pamong pra:'a rian pemaclam Kebakaran
Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang ketentranlan dan ketertiban umum,
perlindungan masyarakat dan urusal kebakaran;

6i Dinas sosial, Peinbei-da3iaan perempuan dan pi:rlirirlungan Anak
Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, menyelenggarakan

urusan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;
7) Dinas Pekerjaan umum rlan penataan Ruang Kabupaten Halmahera

Barat dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan birlang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

8) Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat ripe A,

menyelenggarakan urusall pemerintahan bidang perhubungan;

9) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi uKM Kabupaten
Halmahera Bar-at Tipe A, menyelenggarakan urllsan peraerintahan
bidang Perindustrian, Perdagangan clan Koperasi UKM;

10) Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten
Halmahera Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu pintu"

11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten
Halmahera Barat dengan Tipe h, menyeienggarakan urusan
pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa;

't2) Dinas Parilvisata dan Kepemudaan olahraga Kabupaten Halmahera
Barat dengan Tipe A, menyelenggarakan urllsan pemerintahan -bidang

Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga;

13) Dinas Kependudukan dan pencataian Sipil Kabupaten Hahnahera
Barat dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

14) Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat
dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerj::tahan bicang
Kominfo. Statistik dan Persandian;

15) Dinas Kelautan dan Perikanan KaLrupaten Halmahera Barat dengan
Tipe A, menvelenggarakan urusan pemerintahan birlang Kelautan dan
Perikanan;



16) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabrtpaten Halmahera Ba-r'a-t

dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Badan Daerah terdiri dari:

1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten llalmahera Barat dengan Tipe A, meiaksanakan iungsi

penunjang bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan

pengembangan;

2) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat

dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan

aset daerah;

3) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe

Ei, melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah;

4) IJadan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat Tipe A,

rnenyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan diklat;

5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat

dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang

penanggulangan bencana di daerah;

6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera

Barat dengan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;

Kecamatan, vang terdiri dari 9 kecamatan dan melaksanakan unsur

penunjang kewilayahan, antara lain:

1) Kecamatan Jailolo dengan Tipe A;

2) Kecamatan Jailolo Selatan dengan Tipe A:

3) Kecamatan Sahu dengan Tipe A;

4j Kecamatan Sahu Timur dengan Tipe A:

5) Kecamatan Ibu dengan Tipe A;

6) Kecamatan lbu Selatan dengan Tipe A;

7) Kecamatan Tabaru dengan Tipe A;

8) Kecamatan Loloda dengan Tipe A;

9) Kecamatan Loloda Tengah dengan Tipe A;

.Lil
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Rupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Staf
Ahli. staf Ahli tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggungjavr,,ab
kepada Bupati, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris
Daerah. Staf ahli dimaksud antara lain:

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan

-staf Ahli Bupati Bidang Hukurn dan politik

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit pelaksana

Tcknis (UIT). LrlT dibeatuk untuk mclaksanakan sebagian kcgiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat rjaerah
induknya. Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
kabupaten dibidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah
kabupaten. Satuan Pendidikan Daerah kabupaten dimaksud berbentuk
satuan pendidikan formal dan nonformal.

Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umurn Daerah {RSUDj
dan Pusat Kesehatan Masyarakat {PUSKBS}.{AS} setragai tinit organisasi
bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah
Sakit Daerah Kabupaten bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola
rumah sakit serta menerapkan pola pengelolaan keuangan barlan lavanan
umum Daerah.

4. Kondisi Sumber Daya 1Vlanusia (SDM) Aparatur

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah dalam penyslgr*garaan pemerintahan, pembangunan
dan pernberdayaan masyarakat ad"alah pegaw-ai dengan kuanliias rian kualitas
yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil d,ilingkungan Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan data SIASN (sistem Informasi
Aparatur Sipil Negarai Tahun 2AZS sebangak 3.096 orang, sedangkan untuk
Pcgarn'ai Pemcnntah dengan pe{anjian Kontrak bei-iumlah 1.265 oi.ang. Berik*t
Tabel Jumlah ASN berdasarkan golongan clan jenis kelamin sebagai berikut:

1)

?\

3)



TABEL i.16
Jumlah Pegarvai |Iegeri Sipil Menurut Jabetan, Jenis kelarnin

di Kabupaten Haimahera Barat

Jabatan 2425
laki-laki Perempuan Jumlah

TABEL I.17
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan

Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera Barat

Tinekat Pendidikan
2425

laki-laki Perempuan Jumlah
1

A+

Sampai denean SD 1 0 1

SMPlSederaiat 6 1 7

SMAI Sederaiat 347 2Q7 554

Diploma I,IIi akta,I,U 55 90 145

Diploma III/Akta llllSarian Muda 62 265 '327

1 4

Fungsional Tertentu 631 1326 1957

Funssional Umum/Staf 444 310 754

Funssional PenYetaraan 64 53 111

Struktural

trselon V 0 o o

trselon [V 68 52 120

Eselon III 95 30 1',z5

Eseion II 16 7 '-) D

Eselon I 0 0 0

Jumlah 1318 1818 so96



t Sariana/Doktor/PhD 845 1217 2062

Jumlah 1316 LTAO 3096
TABEL i" 18

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan
Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera Barat

Panekat / Golonsan I Ruans
2425

laki-laki Perempuan Jumlah
(1) (2\ {3} (41

Golongan I

1. IA{JuruMuda} 0 0 0

2.IlB i Juru Muda Tk. I ) 0 0 0

3. t/C (Juru ) 1 1 2

4.llD f Juru Tinskat .I

1 0 1

Golongan II

5. IIIA (Pengatur Muda ) 13 6 L9

6. IIIB ( Penqatur Muda Tk.I 17 J.+ B1

7. Il/C f Pengatur l 85 87 1n)
ftL

7. II/D { Pengatur Tk.I } 103 88 1q1

Golongan III

8. III/A ( Penata Muda )

9. III/B ( Penata Muda Tk.I )

10. m/C (Penata )

11. III/D ( Penata Tk. i )

188 231 419

274 351 561

146 254 396

276 491 667

Golongan IV

1 \ t\ r I a I n----t-l - - \12. t\/ lrI trrrrrullla I IJJ TJZ z,1i t

13. IV/B {Pembina TK I 99 97 196

.,iii:l:;i.lji



14. IV C { Pembina Muda 1'2 11 23

15. W /D f Pembina Madya ) 1 0 1

16. IVIE ( Pembina Utama ) 0 0 0

Jumlah L3L7 L779 3096

Sumber Data : BKD Kab. Halbar Tahun 2A25

TABEL I.19
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak

Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera Barat

Sumber data: BPS, Haibar Dalam Angka, Tahun 2025

TABEL I.20
Jumlah Pega-r'ai Pemer-intah dengan Perjaajian Kontrak

Menurut Tingkat Kepangkatan dal Jenis Kelamin

F*glw*i P*mwintdh dsrtgsn P*ria*iian Xin*ia
T;nEkat P**didi*a*
fdrrr*ssl*J leyrf {ahi"la*i F*rarxpuar Jurnlah

#*k fr***ir l$r*t

junli*.lr"f*td, ]33 s33 l.tf6
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di Kabupaten Halmahera Barat-

Sumber data: BPS. Halbar Dalam Angka. Tahun 2025

Kondisi Sarana dan Prasarana

Selain itu instrument penunjang lainnrza dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah ketersediaan sarana dan prasalana.

Ketersediaan sarana dan prasarana untuk setiap perangkat daerah

sebagaimana dalam table di bawah ini:

Tabel I.21
Sarana dan Prasarana

NO NAMA OPD JUMLAH
BARANG

fUNIT}

NiLAI KET

1I SEKRETARIAT DAERAH 3.++z +t.tjt,UlZ,+lY,VU
2 SEKRtrTARIAT DPRD 1.425 13.22',2.391.575,00
/)
\-) DINAS PENDiDKAN DAN

KEBUDAYAAN
16.327 56.824.502.795,79

+ DINAS KESEHATAN
ppSgF_TNDALIAN

PtrNDUDUK DAN KB

6.951 145.549.095.067,00

Panglirt.*olong*nl***ng
ffi**rr*y

taki4*ki Perernpu*n j*mtrh
,#aJ* fqm*f* I*t€,

5

lumjaful*tsJ 3I3 9i I r.J66
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5 AINAS PENGENDATTAN
PENDUDUK DAN KB

'251 6.774.52q.628,00

t-(, DINAS PtrRUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

EAnlrrj ,
1 ) r^oo 11, oro ctri 1.tJ(){J.Z I J.L)JOTJJ

7 DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

91 t.406.984.806,00

8 DINAS PERHUBUNGAN 907 9.715.750.337,00
I DINAS KELAUTAN DAN

PERiKANAN
352 8.065.393 .49L,AA

10 DINAS PARIWISATA DAN
KEPEMUDAAN OI*AHRAGA

367 3.1t3.473.121,00

11 DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN
KOPERASI DAN UKM

444 8.92L.136.834,00

t2 DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KBARSIPAN

67 332.385.180,00

1^IJ DPMPD t48 734.775.A00,00
l4 DPMPTSP 161 965.89L.744,OO
15 DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN

q8q 7.730.0 i6.326,00

16 DINAS SOSIAL DAN P3A 228 L.428.A67.025,00
l7 DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG
232 4.276.748.998,00

18 DINAS KOMINFO,
STATISTIK DAN
PERSANDIAN

97 1 .A54 .'.247. 070,0{_)

19 INSPBKTORAT DAtrRAH 243 2.237 .272.841,00
2A SATPOL PP DAN DAMKAR 336 3.951.479.617,O4
2L RSUD JA]LOLC 2.763 t24.257 .415. 155,75
22 BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK
DAERAH

147 870.849.721,75

23 BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAtrRAH

198 3.294.659.125,00

24 BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH

360 2.487 .891.981,00

.)< B,AJAN KEPE G,qV/AI,A}I
DAERAH

)?) -t 4'76 ,),)O n64 nna. I t v.-L).vv r rvv

26 BADAN KEUANGAN
DAERAH DAN ASET
DAERAH

987 t2.708.77 5.510,20

-Ll BAD Ai.i PE i\i DAPATAI{
DAtrRAH

62 99q.475.464,74

28 KECAMATAN JAILOLO 44 369.891.000,00
29 KBCAMATAN JAILOLO

StrLATAN
64 452.630.250,00

30 KtrCAMATAN SAHU TIMUR 46 348.068.300,00
31 KECAMATAN SAHU 30 351.892.000,00



32 KECAMATAN IBU
StrLATAN

30 402.280.OO0,00

na
J\)

r/DT\A tr'ATFANT TDTTi\DL--tLrY-L-aI -l -t1 L\ -tlj u AO'fo A-r: (\.>l\ lrlE nnT\,(J.VJV.Z Z:J,WW

34 KECAMATAN TABARU 2B 320.325.O00.00
.1J KECAMATAN LOLODA J1 355.450.000,00
36 KECAMATAN LOLODA

TENGAH
l7 67.350.OO0,OO

Sumi;cr Daia : RKAD Ka'n. i{aibar Tahun 2O25

Dari data sarana dan prasarana yang ada pada Kabupaten

Halmahera Barat di atas dalam rangka optimalisasi pencapaian kineria

sudah cukup memadai untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

Ilemerintah f)aer-ah maupun Perangkat Daerah.

G. Isu Str*tegis B*erah

Dengan memperhatikan kelima kondisi Kabupaten Halmahera Barat

tersebut maka sudah terakomodir kedalam RPJMD Kabupaten Halmahera

Barat ?ahun 2A2L -2026 yang merupakan Dokumen perencanaan strategis

yang disusun clan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka

rnerrerrgah) vang fllerrggarrlbarkarr visi, urisi, 'lujuan, sasarail, strateg,i dan

kebijakan, program dan kegiatan pemhangunan daerah" RPJMD secara

sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang ditedemahkan ke dalam

bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan .vang terarah, efektif

dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap

sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembia-yaan.

Berpijak pada permasalahan pembangunan, serta berbagai dinamika yang

terjadi baik ditingkat internal maupun eksternal, maka RPJMD Kabupate*

Haknahera Barat berawai dari isu strategis sebagai berikut :

1. Belum efektifnya pencegahan dan penanflgulangan kemiskinan"

2. Belum optimalnya penguatan ketahanan pangan daerah.

3. Belum optimainya penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di

seiuruh wiiavah.
i n ' ,iirrialrrra peilguat r ' u pria.rarrarr perrdidikatr di+. rrcruun ,ptiLrirlrr-* a I)eilguatatl akses ilait riiul

seh-r-r'r-r-h wi 1 a ya h.

5. Belum optimalnya penguatan pencegahan dan perlindungan perempuan

dan khusus anak.

li; r



6. Beh-rm optimalnl/a penguatan akses da-n mutu pelayanan air minum cian

sanitasi seluruh wilayah.

7. Belum optimalnya kualitas jangkauan pelayanan ketenagalistrikan dan
pemanfaatan energi baru terbarukan.

L Masih lambatnya transformasi structural meialui modernisasi
pertanian, industrialisasi, dan pemanfaatan sumber pertumbuhan
baru.

9. Masih lemahnya daya saing koperasi, UMKM dan kewirausahaan.

10. Masih lemahnya daya saing pariwisata dan pengeioraan keragaman
w.isata.

11. Masih kurangnya pengembangan keahlian tenaga keq'a kearah industri
dengan kompleksitas clan nilai tambah tinggi.

12. Belum meratanya jangkauan mobile broad band" di seluruh wilayah.

13. Belum optimalnya pengurangan kesenjangan pembangun artar
wilayah.

14. Belurn optimalnva akses rnasyarakat terhadap perumahan dali
permukiman layak, aman dan terjangkau, serta perwujr-idan kota tanpa
kumuh.

15. Belum optimalnya upaya pengurangan, perianganan, dan pemanfaatan
sarnpah sebagai sumhrer energi alternatif.

16. L{asih belum optirnalnya pembangunan kapasitas rlritigasi dan adaptasi

bencana eian perubahan iklirn.

Masih rendahnya kemandirian keuangan daer-ah.

Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar daerah (khususnya
daerah tetangga) untuk mengakselerasi pembangunan daerah.

17.

18.



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAIT MISI

1. VISI

Dengan memperlimbangkan berbagai potensi. kondisi.

perrnasaiahan, tantangan dan peluang yang ada maka visi

pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Halmahera Barat,

yang ingin dicapai dalam periode 2A2L-2A26 adalah:

o'Meuujudkan Ha.tmahers Bara:t gang Arnant, Adil dsn S,eiahtera"

Makna kata Aman, Adil dan Sejahtera yang terkandung dalam Visi

tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut.

Aman: suatu kondisi terciptanya ketenangan, kenyamanan,

kerlamaian, serta kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan

masyarakat Kabupaten Halmahera Barat dengan treriandaskan nilai-

nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal. F{almahera Barat yang

aman menggambarkan perwujudan kepemilikan perasaan aman dan

kepercayaan masyarakat )'ang tinggi kepada pemerintah daerair

sehingga dapat menikrnaLi kehidupan yang lebih berrnartabat dalam

seluruh aspek kehidupannya.

Adil: suatu kondisi terciptanl.'a keseimbangan dan kesetaraan dalam

seluruhaspek pembangunan di wilayah kabupaten Halmahera lJarat.

Keadilan daiam pembangunan Kabupaten Halmahera Barat senantiasa

didasarkan pada keadilan komutatif yang berorientasi pada

pemerataan, dengan tetap memperhatikan keadilan distributif -yang

menjamin keadilan diberikan berdasarkan kebutuhan bagi setiap

individu dan kelompok rnasyarakat, serta satuan wilayah maupurt

kawasan-kawasan wila5rah pengembangan.

Sejahtera: Suatu tata kehidupan dan penghidupan masYarakat

Halmahera Barat yang memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir
.lan t-'nrin A; rnncrroral.nr zlnn^r *^'-^nuhi kebUtUhllllLiilil lJaltiii, Ui iitditd iiiuD-lriidndL uqlJaL (rr\ rrr(

pokok/dasar secara -iasmani, rohani serta interaksi sosialnva bagi diri

dan lingkunganya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban

manusia. Kesejahteraan Jiang akan diw-ujudkan adalah suatu kondisi

yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan

iokai Kabupaten Halmahera BaratT

i.r r



2, MISI

Sccara harfiah lviisi bcrarti scrangkaian iujuan Lci'ukur <ian

terstruktur dalamupa_ya mewujudkan visi. Dengan kata 1ain, Misi

adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kalimat misi mengandur:g

makna -vang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapari

dalam rangka pencapaian visi. Pernyataan misi disusun agar tidak

teq'adi multitafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang

terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis

yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan

dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk

mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju.
Berdasarkan perspektif tersetrut, maka dalam rangka mewujudkan

"Halmahera Barat yang Aman, Adil dan Sejahtera" sebagai visi

pembangunan jangka merlengah Kabupaten Halmahera Barat 2021-

2426, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah, yaitu:

1. Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia

berlandaskan kesetaraan serta nilai-nilai luhur agama, pancasiia

dan kearifan iokal;

2. Membangun infrastruktur dan iingkungan _yang herkelanjuta*

untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah;

3. Membangun kemandirian ekonomi daerahdengan mensinergikan

sektor-sektor unggulan pertanian, perkebrlnan, peternakan,

perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam

strategis lainnya;

4. Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis

dan rnelayani yang rnerrrberikan rasa aman dan adii bagi

masyarakat.

Penjabaran makna dari Misi pembangunan jangka menengah tersebut

diuraikan sebagai berikut:

Misi-l: Membangur maslraf,akat yang urggul dan berakhlak mulia
berlaudaskan nilai-nilai luhur agama, pancasila daa kearlfan lokal.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDMI HaLnahera Barat

adaiah bagian dari proses da-r tujuan serta merupakan satu kesatuan



clalam pembangr-rnan nasioaal Ind_onesia. Kabupa-ten Halmahera Ba,r:a-t

menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-

daerah lain yang telah iebih dahulu maju. Oleh karena itu,

pembangrinan daerah yang maju dan mandiri, untuk rnewujudkar:

kesejahteraan, mengharuskan dikembangkannya konsep

pembangunan yang bertumpu pada manusia dan masyarakatnya. Atas

dasar itu, untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah yang

telah dirumuskan, salah satu litik berat pembangunan diletakkan

pada kualitas sumber da-ya manusia.

Upaya peningkatan kualitas sumber da3ra manusia setragai

rangkaian upa-vauntuk mewujudkan masyar-akat l-Iaknahera Barat

yang unggul secara flsik, juga sebagai insan dengan memberikan

tekanan pada harkat, martabat, hak, dan kewajiban manusia -Yang

tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam dirimanusia Lraik

segi etika, estetika, maupun logika yang meliputi nilai-nilai ruhaniah

kepribadian dan kejuangan. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan

berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak

hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah,

namuil juga dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam kaitan

ini, sejumlah prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM yang

perlu diperhatikan antara lain, sistem pendidikan dan kesehatan yang

baik dan bermutu, didukung lingkungan keluarga dan masyarakat,

serta perafl agama dalam kehidupan sosial bermas-varakat dalani

rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (cttaracter

building).

Misi-2: Membangun infrastruktur dan lingkungan yang

berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing

wilayah.

PemLrangunan di Kabupaten Halmahera Bara,t masih dihadapkan

dengan kondisi ketimpangan u.i1ayah. Salah satunya disebabkan oleh

pernenuhan infrastrr-rktur l,angbclum memadai di setiap r;x.;i|aysh, bsik

kecamatan rrlaupun desa. Inliastruktur secara harfiah merupakan

akumulasi komponen fisik meiiputi transportasi, pengairan drainase,

bangunan gedung, dan fasilitas publik guna memenuhi kebutuhan

mas-yarakat baik dasar, sosial, rlaupun ekonomi yang tercakup dalam

sistcrr, fisik. Kctcrscdiaan infrasirukiur yang minim scringkali mcnjadi



penysSE S utama mahalnya ongkos logistil< rtidaerah dan rendahnya

arus investasi yang masuk.

Oleh karena itu, pembangunan Infrastruktur salah satu menjadi

fokus utamapembangunan Halmahera Barat lima tahun kedepan.

Penyediaan infrastruktur .-vangmemadai dan merata akan mendoror:ig

rian menury"ang perkemtrangan ekonomi rianketer-trukaan wilayah-

yang menjamin keterjalinan antara sistem lingkungan, sosial, dan

ekonomi rvilayah. Sejalinya, pembangunan merupakan proseri

perubahan menuju sesuatu yang lebih baik, meningkatkan mutu
hidup rakyat dan memenuhri kebutuhan dasar {ttuman needs} ralry-at

yang lebih baik. Dalam upaya memperbaiki n:utu hidnp raky€i1,

sebagaimana tujuan dari pembangunan, maka kemampuan

iingkungan hidup dalam mendukung kehiclupan pacia tingkat. yang

iebih tinggi seharusn_va dipelihara dari ke:'usakan. Pemeliiraraan

lingkungan hidup diupayakandalam rangka menghindarl terjadinya

kepunahan kehidupan. Oleh karena itu misi pembangunan yang

kedua ini menitik beratkan pada konsep pemLrangunan berkeianjutan

{sustainable deuelopment}, sebagai paradigma pembangunan }.ang

berkaitan lar:gsung dengan keseimbangan alam atau lingkungan.

Pembangunan infrastruktur di Halmahera Barat dalam lima tahur:

berfokus pada infrastruktur yang andal, aman dan cerdas {reszizerzf}.

ramah lingkungan, memenuhi kebutuhan manusia, serta

berkelanj utan secara pembia5raan.

Misi-3: Membangun kemandirian ekonomi daerah deugan

mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan,

peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya

alam strategis lainnya.

Pertumbuhan ekonomi dengal] prosesnya yang berkelan-jutan

merupakan kondisi utama dalam kelangsungan pembangunal:

ekonomi daerah. Upa.va memtrangun kemandirian ekonomi daerah

F{almahera Barat lirna tahun ke depan difokuskan parla

menumbuhkan ekonomi pada daerah-daerah -yang memiliki potensi

dan fasilitas wilayah. Potensi ekonomi unggulan yang ada di setiap

wiiayah perlu riigaii dan tiimanfaatkan secara efisien rian eiektii untuk

menuny'ang pembangunan rncupun pertumbuhan ekonomi Ci r','ila...'ah



tersehut. Suattr sektor dapat clikategorikan sebagai sektor nnggttlan

apabila sektor di wila3rah tertentu mampu bersaing dengan sektor

yang sama dengan yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar

nasional ataupun domestik. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya

pengembangan ekonomi di setiap satuan wilayah atau kawasan-

ka',vasan r.vilal'ah pengembangan disesuaikan dengatn karaktcristik

dari sektor-sektor potensial unggulannya, baik pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta

sumber daya alam strategis lainnys.

Misi-4: Membangun pemerintahan yang bersih, bemribawa,

demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan damai

bagi masyarakat.

Pada dasarnya, hidup di dalarn sistem sosial yang baik dan

bersih merupakan aspektasi dan cita-citasetiap orang. Sistem yang

baik berarti sistem yang tertata dengan rapih, sistematis,memiiiki

daya operasionai :vang sinc'rgis dati vang 'uc'rpcnting adalah mciniLli

aspek keseimbangan {checksand balances) secara sist.emik.

Sedangkan sistem yang bersih adalah, implementasi dari seluruh

harapan setiap orang yang menghendaki agar sistem yang sudah baik

tidak dinodai oleh tangan-tangan kotor, terjaga dari segala bentuk

penyelewengan, baik -yang terstruktur maupun tidak, serta tetap

beq'alan sesuai koridor aturan yang semestinya.

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan

tata pemerintahan yang bersih, dan benvibar,va. Agenda tersebut

merupakan upa-va untuk mernujudkan tata pemerintahan yang baik,

antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi,

menjunjung tinggi supremasi hukurt, dan mernbuka partisipasi

masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan

keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.

Secara inler"nai, iak'lor' dernokralisasi dan desenlralisasi'r-clair

membanva dampak pada proses pengaml-rilan kepr-ttusan ket-rijakan

publik, yakni makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi

masyarakat dalam kebijakan publik; meningkatnya tuntutan
:1iil::

ltn,riilii::,:
:::i:r..jii:tll



penerapan prrnsip-pri:rsip tata kepemerintahan ),-ang bajlcanta-ra larn
transparansi, akuntabilitas dan kuaiitas kinerja publik serta taat pada
hukum; meningkatnl'a tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab.

kewenangan dan pengambilan keputusan.

secara eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi
in formasi {e- Gc u ernmen f} me-rupakan tantange.n tersea<liri <lalam upa.,ia

menciptakan pemerintahan -yang bersih, baik clan Lrerwibawa. I{ai
tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat
perubahan faktor' lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang te4'arii
dengan cepat; makin derasnya ams informasi dari filarlca negar-a liang
dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya keser:jangan
informasi dalam masyarakat (digitat diuid.el. perubahan-perubahan ini,
tentunya membutuhkan aparatur negara yang memiliki kemampuan
pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk melakukan
antisipasi, menggali potensi dan cara barrr dalarn rner:ghadapi
tuntutan perubahan.

Dari visi dan misi di a_tas, kemr-rclian implernentasikan da_lan:

Janji Keria yang merupakan komitmen-komitmen kampanye
Bupati/Waki1 Rupati Terpilih untuk dilaksanakan selama lima tahun
kedepan. Janji kerja ini pada hakikatnya merupakan prioritas
t'rogram/Kegiatan unggulan Daerah sebagai bentuk pcndukiingan
langsung terhadap upaya pencapaian visi clan misi Rp.jMD Kabupa_ten

Halmahera Barat tahun 2a2r-2o26. Janji Kerja Kepala Daerah/wakii
Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat terpilih sebagai prloritas

UngguianDaerah dimaksud tercliri dari g {sernbiiani iangkah aksi,
sebagaimana diilustrasikan daiam gambar berikut.

:,)it:,.. :
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Gambar II.1
Kerangka Janji Ke{a Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Kesembilan langkah aksi tersebut terangkum dalam sebuah
semboyan "Diahi Halbar", yang bermakna" memperbaiki, dan
mengakselerasi pembangunan di Halmahera Barat", yang dijabarkan
sebagai berikut.

1. Halbar Pintar

a) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sistem
pendidikan Anak usia Dini {PAUD) dan pendidikan dasar yang

berkualitas diseluruh desa;

b) Menjamin keberlanjutan akses pendidikan Anak usia Dini
(PAUD) dan pendidikan dasar bagi seluruh anak;

c) Memberikan fasiiitasi beasiswa pendid,ikan tinggi bagi
mahasiswa asal Haimahera Barat;

2. Halbar Sehat

a) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sistem

kesehatan )'ang berkualitas, mulai dari Poliklinik Desa,

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, serta Rumah sakit
Umum Daerah {RSUD};

b) Memperluas jaminan kesehatan tragi seluruh masyarakat tidak
mampu;



3 Halbar Rsli!'irrs

a) Memperkuat peran rumah ibadah dan pusat-pusat keagamaan

sebagai wadah pendidikan moral dan akhlak berkelanjutan bagi

masyarakat;

b) Memfasilitasi pemberian insentif bagi para pemimpin-pemimpin
1 r. 1KeaE,alilaail [r1 ucsa;

4. Halbar Lancar

a) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sistem transportasi

dan logistik diseluruh u,i1a-vah;

b) N{emfasi}itasi penyediaan subsidi bagi simpul-sirnpui

transportasi wilayahr yang belum ekonomis;

5. Halbar Terang

r\ Ait^-i^^l-^+l-^^ ^l-....^il-.;l;+^^ I-^+^^^-^ l:^+;1.^^ r.; ^^t,,-,,t,Uf rYiurr[lt;^dhdrr dhr)L.SiUitli(lJ [LtLll.lti(r rlJt I i.t\ciii t-lr JCiUi ijri

wilayah dengan mengutamakan pemanfaatan sumber-sumber

energi baru dan terbarukan (EBT);

b) Vtemiasilitasi penyambungan listrik bagi seluruh masyarakat

yang tidak mampu;

6. i{aibar Berdering

a) Meningkatkan aksesibilitas fasilitas telekomunikasi seiuler

dan pita lebar di seluruh wilayah untuk mengakseierasi

kapasitas literasi digital masyarakat;

7. Halbar Nyaman

a) Meningkatkan fasilitasi penanganan rumah kumuh clan

lingkungan kumuh, baik di perkotaan maupun diperdesaan;

b) Meningkatkan fasilitasi pembangunan infrastruktr-rr pencegah

dan pengendali bencana di wilayah-wilayah rawan bencana,

termasuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi

bencana dan perubahan iklim;

O rr^ru --- ,n----L--r^u. narual I uIilLlulr

a\ l\4cnor-r-vrhc;no7ir:n qFntrq-qcntre indrrstri rqlztrqT herhaqis

klaster sesuai potensi unggulan setempat yang disertai

penyediaan fasilitasi akses kepada pasar.

b) lCembangun lumbung-iumbung pangan terpadu (pertanian,

meningkatkan ..:'iir::ipeternakandan perikanan) untuk



kesejahteraan petani/nelayan cian ketahanan pangan
masyarakat.

C) Membangun dan merevitalisasi destinasi-destinasi wisata
bahari, wisata alam dan agronisata;

9. Halbar Inovatif'

a) Mengembangkan keiembagaan perangkat daerah yang efektif
dan efeisien, tepat fungsi dan struktur;

b) tvlemaksimalkan satu data dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
<laerah;

c) Memaksimaikan potensi-potensi sumber pendapatan asli
daerah untuk meningkatkan kemandirjan keuangan daerah;

d) tvtengefekti{kan pelayanan publik sesuai Standar. pelayanan

Minimal .vang disyaratkan;

e) Mengelbkti{kan sistem pengharga an {reward} dan hukuman

$surtishmeni) untuk mendorong inovasi Lrerkelanjutan Lragi

seluruh Aparatur pemerintahan daerah.

0 Mengakselerasi imprementasi smart city dengan
mengintegrasikan teknologi informasi dan konunikasi {TlK}
ke herbagai perangkat untuk mengoptimalkan efisiensi
operasi dan lay2run pemerintah daerah, serta terhul:ung
dengan \\,.arga.

B. TUJUAII, SASARAN

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, seclangkan sasaran
pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis masing-
masing misi yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara
keseluruhan. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya
c]-ijabarkan keda-iam sa,sa-ran-sa-saran stra-tegis. Sa-sa-ra-n mel-rpaka_n
rumusan kondisi _vang mengganbarkan tercapainva tujuan, -vaitu
berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian
hasii ioutco mej clari peiaksanaan program-prograrn perangkat ciaerah.

Dari perspektif tersebut maka peraksanaan misi pembangunan
RPiiv{D Kabupaien llalmahera Barat Tahun 2c2l2a,zf, diarahkan
untuk mencapai tu_fuan dan sasaran sebagai berikut: ; .i



TUJUAN 1 -Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat,
terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa
memandang gender, dengan sasaran:

Sasaran 1- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

Sasaran 2 - ivieningkatnya taraf ltendidikan dan kesempatan
beiajar masyarakat;

Sasaran 3 * Meningkatnya produktifitas masyarakat;

Sasaran 4 - Meningkatnya harmoni dan dava rekat sosial
masyarakat;
Sasaran 5 - Meningka'unya kesetaraan gender;
TUJITAII 2- Mervujudkan pembangunan infrastruktur ra.ilayatt

dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata,
dengan sasaran:

Sasaran 6 - Meningkatn-va akses masyarakat pada infrastruktur
dasar yang layak dan terjangkau;

Sasaran 7 - Meningkatnva konekti{itas dan keterbukaan wilayah;

TUJUAII 3 -Mewujudkan pembangunan wdayah yang berwaw-asan
iingkungan sefia adaptif Lrencana dan perrrbahan
iklim, dengan sasaran:

Sasaran I -Meningkatnlla kualitas lingkr-rngan hidup serta kapasitas
adapiasi dan rnitigasi'uencana rlari peruirahan ikiiru;

TUJITAII 4 -Mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh dan
berrlaya saing meiaiui pemanfaatan secara optimai
sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata,
serta sumber daya alam strategis lainnva"dengan
sasaran:

Sasaran 9- Meningkatnya nilai tambah sektor peltarlian,
perikanan kelautan dan parir.r..isata melalui investasi
produktif yang memperluas kesempatan kerja layak;

Sasararr 10 - Menfurgkatn-va keirrarrdirian rian ketairarlarr ekonoriri
mas-varakat secara berkeaclilan;

TUJITAIU 5 - Mervujudkan tata keiola pemerintahan yang baik,
plofesiorrai, dcmokratis dan meiayarri i-rerirasis
inovasi berkelanjutan, dengan sasaran:

Sasaran 11 - Meningkatnya kapasitas dan kualitas penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah melalui inovasi yang
berkelanjutan.

Gambar berikut menyajikan keterkaitan antara janji kerja Bupati
dan WakilBupati terpilih dengan tujuan dan sasaran dalam rangka



pelaksanaan misi R-P.IMD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2Q21

'2426.

Gambar II.2
Kerangka Hubungar Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

dengan TuJuau dar Sasarar Pembasgurar Jangka
Menengah
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Berdering

E. PERJAJTJIAIS KIIYE]R.IA

Dari paparan diatas sebagamana flngkasan/iiltisar RPJMD Kab. Haimahera
Barat dalam Dokumen Perencanaan Tahun 2027-2A26 3'ang disingkronisasikan
dengan Visi dan Misi Bupati Halmahera Barat dalam dokumen jangka
menengah, namun untuk menarik data sasaran dan indicator tersebut di
tetapkannya Peraturan Bupati Halmahera Barat Tahun 2A23 tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kabi-ipaten HaLmahera Barat Nomor 2 tahun '2023,
yang direpresentasikan tiap tahunnva dalam bentuk Peqjanjian kinerja l3upati
Halmahera Barat, Adapun Perjanjian Kinerja Bupati Halmahera Barat Tahun
2025 adalah sebagai berikut :

Halbar Halbar



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
JAILOLO

TAMPIRAIT PERJAI{JIAN KINERJA TAHUN 20/25
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

No. Misi Sasaran Strategis lndikator Kineria Tarqet

Misi
1

Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan kesetaraan
serta nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal

1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat,
tsrdidik, produktif, berakhlak rnulia, dan tanpa
memandang gender

lndeks Pembangunan
[{anusia

68,54

2 Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan
belajar masyarakat

1.

2.

Rata-rata Lama
Sekolah (tahun)
Harapan Lama
Sekolah (tahun)

8,83

14,16

Misi
2

Membangun infrastruktur dan lingkungan yang herkelaniutan untuk mengakselerasi
keterbukaan dan daya saing wilayah;

3 Mewujudkan pembangunan i nfrastruktur wi layah dan
linqkunoan binaan yang berkualitas secara merata

lndeks Pembangunan
lnfrastruktur

72,54

Misi
3

frrtemOangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor
unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta

sumberdaya alam strategis lainL
4 Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan

kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif
yang memperluas kesempatan kerja layak

Pertumbuhan nilai tambah
sektor pariwisata

(persen)
1. Jumlah Kunjungan

Wisatawan
Mancanegara

2. Jumlah Kunjungan
Wisatawan Nusantara

3. Lama tinggal
Wisatawan
Mancanegara

4. Lama tinggal
Wsatawan Nusantara

200

9000

2

5 Menurunnya Tingkat kemiskinan Tingkat Kemiskinan
(oersen)

7,77

Misi
4

Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang
memberikan ra$a aman dan adil bagt masyarakat

6 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel Opini BPK terhadap
LKPD

WTP

7 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Nilai SAKIP B

1o, 02 Januari 2025
HALMAHERA BARAT,

uAIrG, S.Pd., MM



URUSAIT PEMERINTNIAIT BIDANG
KESEHATAIT

Rp. 12.25O.OOO.OOOURUSAN PEIVIERIITTAHAfr UTA"IIB YANG TIDAI(
BIRKATTAIV
DENGAN PELAYANAIT DASAR

PROGRAM PERLINDUIITGAIT DAN JATTIINAIT
SOSIAI,

LL7A.265.558.952.
Rp. Rp 3.817.368,40UNSUR PTlITGAWASAIT URUSAIT

PEMERINTAII/PENGAWASAN IIYTERNAL DAN
PENGAWASAN DENGAIT TUJI'AN TERTENTU

T^-^--^i nn^E
rJttll|.liall ZVZ.)

AHERA BARAT,

s.Pd., MM

DII'IAS PARIWISATA PEMUDA DAII OLATI RAGA
I

ltv .rllr \r\.rill,r\J'lll!

BI DANC KESEJAHTERAAN SOSIAL

1 RP. 2,864,884, 600



BAB III

AKUNTABILITAS KINBRJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Akuntabilitas Kinerja {LKJ) Kabupaten l{almahera Barat tahun 2O2:}

ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaail

Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2AA tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Peiaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja

Laporan Instansi Pemerintah.

Dengan mengacu pada regr-rlasi terseLru tersebut, metode yang digunakan

dalam pengukuran capaian kinerja tetap menggunakan n:etode pernbandingar:

capaian kineil'a. Metode pembandingan capaian kinerja dilakukan dengan

membandingkan antara rencana kinerl'a {Perfonnance plan} -vang diinginkan dengan

realisasi kinerja (lterformance result) ]'ang dicapai setiap organisasi. Selanjutnya

dilakukan analisis baik terhadap penyebatr terjadinya ceiah kinerja (perform.a.t'tce

gap) maupun terhadap keberhasilan capaian dan beberapa tindakan perbaikan yang

d,iperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan

deskripsi kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan tnisi

olganisasi clalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaraGAn yang ditetapkan.

Tahapan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kineq'a sasaran dirnulai

dari pengukuran kinerja yang telah rencanakan sebelumnya, kemudian atas

rumusan capaian kinerja tersebut maka dilakukan analisis keterkaitan antara

sasaran yang ingin dicapai dengan indikator yang termuat pacla setiap sasal'411.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kilerja sasaran der:gan

membandingkan antara indikator yang teiah dicapai dan yang beium mencapai

target. Dengan demikian dalam uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini

hanya menguraikan gambaran umum capaian kinerja dari setiap sasaran yang telah

ditetapkan. Untuk mernpermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan

program/kegiatan serta indikator kinerja diberlakukan nilai disertai makna dari

nilai tersebut yaitu :

85-100 = Sangat Baik,
'7(\ oi - D^iL,1/ (i'r - ljrtlA

50 - 69 : Cukup Baik

< 19 : Kurang Baik



1)

2)

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kineq'a atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, cirgunakan

rumus:

Capaian Indikator Kineda = Realisasi = X 100 %

Target

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerl'a atau

semakin rendah realisasi menunjukkan sernakin tingginya kinerl'a, digunakan

rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Realisasi - {Realisasi-Target] = X 100 %

Target

Analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2A25

disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2AL4 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Laporan Instansi

Per:rerintah. Hasil analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

tahun 2025 tidak lepas dari Peraturan Daerah Kahrupaten Flalmahera Baral Nomor

6 Tahun 2AZl tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Halmahera Barat tahun 2A2l 2A26 -vang dijabarkan dalam dokumen

perencanaan lainnya yaitu :

1. Rencana Keq'a Pemerintah Daerah {RKPD) Kabupaten Haimahera Barat tahun

2025 berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2A'24

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun

2025.

2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Bupati

Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Indikator Kine{a Utama Daerah

Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 - 2A26.

3. Dokumen Pe{anjian Kinerja Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Halmahera

Barat Tanggai 2 Januari Tahun 2025.

Berdasarkan visi dan rnisi Bupati Halrnahera Barat Maluku Utara yang

dijabarkan dalam sasaran dan indikator kinerja yang terukur, sebagaimana yang

telah ditctapkan dalam Rencana Pembangunan Jaiigka l"{enengah I{abupatcn

Halmahera Barat Tahun 2021-2A26. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Halmahera Barat tahun '2025, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKUi dan

Dokumen Peq'anjian Kinerja Tahun 2A25 sebagai pencerminan dari Visi dan Misi

Pernerintah Kabupaten Halmahera Barat 2O'2t - 2A26 maka analisis capaian kinerja



Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2A25 adaiah se"bragai

berikut:

I)imana untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Haknahera

Barat tahun 20212A26 riitetapkan 4 Misi dan 7 Sasaran sei:agaimana ]'ang

termaktub dalam ri::cian pembahasan komprehensif sebagai berikut :

Ilerdasarkan identjlikasi visi pembangunan serta pery'abaran secara Ltml-l1fi.,

maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten

L{almahera Barat sebagai berikut:

1. Membangun mas-yarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan

kesetaraan serta nilai-nilai luhur agama, Pancasiia dan kearifan lokal;

'2. Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk

mengakselerasi keterbukaan dan da-va saing w.ilavah;

3. Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektai

unggulan pertanian, perkebllnan, peternakan, perikanan dan kelautan,

pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya; dan

4. Membangun pemerintahan yang bersih, berr.vibawa, demokratis dan meiayani

yang memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat

Prograrn prioritas pembangunan yang dilaksanakan pada tahun '20'24

mengacu pada Visi dan Misi sebagaimana yang terimplementasikan dalam Dokumea

Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RRTMD) Kabupaten Halmahera Barat, serta

dalam rangka untuk mendukung prioritas program nasional cian prioritas prograri

provinsi maluku utara. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun '2025

sampai dengan cakupan ini diukur meialui analisa kinerja pencapaian prograrl -yang

dilaksanakan setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat

tahrun 2025. Adapun Sasaran l)ari Tujuan tersebut daiam Misi Pertama

sebagaimana yang termaktub dalam Perjanjian Kinerja Bupati Halmahera Barat di

ialiun 2025 adalah sebagai berikui:

't:'il



Tabel : III.1

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang
sehat, terdidik, prociuktif, berakhiak muiia,

Sasaran Ke-l Meunrjudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik,
produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender

I^r{^lr- Dorr}ronrrrnnn l\/[anrrcio lTpl\ri r{i}rontrrl, An.i li-^ ,1i*ro-oi .,^il ,tlll\t\ AJ i LiArUqliliqlrqlr lYlqIaU\)lg (ir iYl, UIULTILqA UAII LrbA UUIII llJir -l alr(U

dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi stanclar

hidup 1ayak. IPM digunakan sebagai prox-v untuk mengukur keberhasilan Tujuan 1:

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhLak

mulia, dan tanpa memandang gender. Disetrut prory karena dari tiga ciimensi yang
1 / I lr\i, r 1 , 1 -l --- --:7:1: ,-l- | 1- 1 -l-,llrel(iuelllLlK lrrvr, trtuapat uua iltlrlrl]sjr -\"4ilS lurttr[tru rrtrriilusr rililSsuuB tcl ila(li-itr)

substansi pada misi pembangunan !'ang pertama, yaitu indeks Pendidikan dan

Indeks Kesehatan. Adapun dimensi standar hidup layak yarlg direpresentasjkan

oleh Pengeluaran per Kapita Riil disesuaikan tidak digunakan sebagai indikato;:

dalam sasaran-sasaran pada Tujuan 1, tetapi. aka;r diproxikan oleh indikator

Pertumbuhan Produktivitas Total Daerah. IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik

dari indeks kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), indeks pendidikan (rata-

rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks pengeluaran {standar"

hirlup layak). Adapun rumus formula IPM adalah sebagai berikut:
if 1I ,,. 1l^,,,,.,,,,,.\'/,,,.,,, ,,.,,, ,rjl^,.,. ,,.,.r..ii)0

ai ffiembandingkan antara target rian realisasi kinerja tahun ini;

Memban antara t dan realisasi kin a tahun ini;

Dari Sasaran Pertama Mewrrjudkan Sumber Daya Manusia yang sehat,

terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender Pemerintah

Kabupaten Halmahera Barat dalam Peq'anjian kineda Bupati Haimahera Barat

mencapai target yang ciiperjanjikan dari target 66,54 mencapai target 69124

Dalam a;-tjan apa iang 'Ciharapkan lcblh mcncapai targct )ang diperjanjikan.

m 1- -1 rrr /\
r aucl: 111..Z

Mewujudkan Sr-rmLrer Da-ya Ma-nusia
yang sehat, terdidik, produktif,
1-^-^I.L1^l- ,-"1;^ ,:l^- tannauLla^rlr.js ril urc, uarr Lilal,o

memanclang gender

Sasaran Ke 1

No indikator 'Tarrret Realisasi
1



h! Membandingkan antara realisasi kinerja setts capaian ldnerja tahun ini
d,eagan tahua lalu dan beherapa tahua terakhir;

Adapun pembandingan antara tahun ini dan tahun lalu adalah

sebagaimana uraian pada tabel dibawah :

Pengukuran perbandingan daiam pencapaian Indikator Indeks Pembangunan

Manusia {IPM) bisa dilihat dalam perhitungan dari BPS Halmahera Barat sebagai

data Pembanding sebagaimana -yang termaktub dalam tabel berikut :

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten lKota di Provinsi Maluku Utara, 2At{}*
2024 Human Development Index by Regency/Municipality in Maluku Utara Province.

2020-2024
Tabei: III.4

l(abupaten/Kota

*ege*qlfi4unieipaIity

I tl

Halniahera Baral

Halmalrera Tengah

l(epulauan 5ul*

l-lalmahera 5elatan

Hairnahera Utar,r

i-iain"iahera Timrr

Pulau l,4orotar

PLrlau iairabu

,(.ota Tern,:1e

nata Tidrre Krpula*ar

Nama Provinsi

20?0 2021

{3}

67,20

68.i8

,'i oo

65,88

tr8.58

Ol, r'U

64,09

/il lq

OU, OJ

7) a\.1

69,56

2927.

{4)

67,84

cd,v)

66.9fl

65,78

69,1 3

68,62

(r4,99

63,65

81,28

1) \l

2023

1r,/

68,55

(rt) Qi

fi7,55

69,79

81,7*

73,4S

2S24

t o,/

6A )n

7n q;1

6fi,43

7S,5I

0) rf.ct, ),

ll 11

71,84

00,v-0

6t'Q']

b) 4l

68,25

67,47

63,69

62,50

80,32

71 \l

69,30

6) ,49 68,19

69,48 7$,35

65.93 65,91

64,11 64,88

70,26 70.98

Tabei: III.3

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik,
prodr-rktif, bera.khlak mr-rlia-, dan tanpa. mem.a.ndang gender

indeks
Pemba-oguna,n

Manusia

Sumber Data : Bps Halmahera Barat {https://halbarkab.bps.so.id/publikasi.html)



c| Membandiagkan realisasl kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
Jsngks m.elrengah yang terdapat dalam dakumen p€rencslraaa strategis
organisasi

Adapun bentuk perbandingan capaian kinerja dengal dokumen strategis

RPJMD Kabupaten Hahnahera Barat adalah sebagai berikut:

d| Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatanlpenurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

lndeks Pernbangunan Manusia {fPM) merupakan indikator gabungan dari

beberapa indikator, yaitu Indikator kesehatan (ditunjukkan dengan indeks angka

harapan hidup waktu iahir), indikator pendidikan (ditrinjukkan dengan indeks

angka harapan lama sekoiah dan rata-rata lama sekolah), dan indikator ekoncrni

(ditun-jukkan dengan konsumsi per kapita yang disesuaikan/indeks daya beli

penduduk). Ketiga indikator ini dianggap dapat mengukur tingkat kesejahteraan

dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah.

Pada dasarnya IPM merupakan indeks yang diharapkan rlalnpu

mencerminkan kinega pernbangunan manusia sehingga dapat- dibandingkan antar

wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama sebagai alat pembanding ini

sejalan dengan fungsi indeks mutu hidup (IMH) atau Physical Quatitg af Ltfe [ndex

{PQLI) pada masa la}u. IMH disusun dari tiga komponen, -vaitu: angka kematian bayi,

^^-1.^ t-^-^^^- 1^iL,* -^+rr t^L,,^ ,{^^ ^-^l-^ *^1^l- 1..,,-,,f e^l^t ^^+,, l-*itil-(l1it;N(t alqrc-tPcilr llrUUlJ LIlriUr Jdl U tdIlUlI, U(lIl (rlrtind IllLlLI\ IIUI UI. UdIdii ,).ll u nl Il ln

mendasar terhadap IMH adalah bahr,va dua komponen pertamanya kurang lebih

mengukur hal yang sama, seperti dibuktikan oleh kuatnya koreiasi antar keduanva,

sehingga cukup diwakili satu saja.

Tabel: III.5

Sumber dsta : RPJMD Pemeir*ahKab. Halmcthera Barcrt 2O2 1-2026

No Sasaran Realisasi
1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia

yang sehat, terdidik, produktif,
berakhlak mulia, dan tanpa
memandalg gender

lOOolo

!Si$ie;
?.*6#*,{e
f'1rffi

ffi}.YffirK'q:1m;i

?'o1?,2 20/23 2424 2025
66.q2 I 67 -73 69.20 68.54

 AAFzvzo
LOZo/a I 1019,0 IOLY" lO4Vo



Adapun Keberhasilan Dalam perjanjian kinerja ini Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Pemerintah Kabupaten Haimahera Barat sudah mewakih beberapa
unsur IPM sebagaimana yang disebut diatas, namun melihat dari capaian kineq'a
Bupati Halmahera Barat Tahun 2025 terkait peningkatan IPM sangatlah signifikan
dibandingkan tahun-tahun sebeiumnya, dalam artian sasaran pertama Visi Bupati
ini tercapai sesuai dengan harapan yang ditargetkan. Bukti capaian tersetrut. bisa
dilihat pada tabel diatas dimana terdapat link tautan alamat website BPS Halrnahera

Barat dalam bukunya Halbar Dalam Angka untuk angka Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) Halmahera Barat.

Adapun kegagalan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM} Kabupaten
Halmahera Barat adalah dibidang Ekonomi yaitu daya beti masyarakat yang
meilurun sehingga teq'adi inflasi ketidakstabilan perekonomian hal ini te{adi
karena Kabupaten Halmahera Barat merupakan daerah termahal ekonominva di
Indonesian dibandingkan daerah pulau Janm, Sumatera. Sulawesi belum lagi warga

penduduk di wilayah Halmahera Barat rata-rata sumber mata pencar=ian

masyarakat adalah sebagai petani dan nelayan dimana pendapatan mereka

menunggu musim panen bagi petani clan musim ikan dilaut bagi nelayan untuk bisa

memanfaatkan pendapatan mereka sehingga bisa terciptanya angka penurunan
terhadap perekonomian masyarakat pada uolumnya. Namun untuk mengukur
capaian Kinerja IPM diambil dari Programnya Dibidang Kesehatan Pemerintah

kabupaten Halmahera Barat;

Adapun program sasaran kegiatan Indeks Pembangunan Manusia (IPMi

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2A25 adalah sebagaimana -yang
tertuang dalam tabel berikut :

Tabei: IIL6

PROGRAM PESINGKATAN KAPASITAS SUMBIR
DAYA 1IIAIYUSIA KESEHATAIY

Rp. 8o.224.464.L56

PROGRAM PENUI{JAI{G URUSAII
PEMERII$TAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

Rp. ?5.5O736A.875

Sumber dc$a : BPKD Kab. Halmsh.er<; Barrtt.

URI'SAN KESEHATAN
1

URUSAN PEMERINTAHAI{ BIDAI{G PEISDIDIKAN



Saseren Ke-3 Meningkatnya taraf pendidikan dan kesompatan belqiar
masyarakat

IRLS adalah Indeks Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung dengan formula:
r ., l_,,-

li,rit,k: I't'tttlitltA'tnt '": 
1

Dimana:
nT n 6-r- ,-- - n-l -1-l- /1-l-----\I\L/D : Kata-t'aLa LaIIla DcKUlaIl (laltutU
RLSMin = Standar UNDP {0)
RLSMax : Standar UNDP {I5 tahun)
O^l^'^-1.^.^ TLII Q ^,1 ^l^l- I*,-l^1-^ I-J^-^^^- T ^*^ C^1,^'l^L ,,^^^ .l;L:+,,*^ l^-^^.^LrLtrdrr{inqit rlrLL, (luda(i1l rliuLAJ ildrclPqir DdLLrd uLnul.lrr,\(llrB uUiriLlirB uCtf6(tf-i

formula:
;,, iil t - l{! t

/J,.\ t1t..\

Dimana:
RLS
RLSMin
RLSMax

= Rata-rataLama Sekolah {tahtin): Standar UNDP (0)
= Standar UNDP (18 tahun)

a| Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Adapun perbandrngan antara target dan reatrisasi kinerja tahun ini
adalah sebagai berikut:

Dari sasaran Kedua Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan bela-1ar
masvarakat, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam Perianjian kineria
Bupati Halmahera Barat mencapai target yang dipe{anjikan dari target rata-rata
1^*^..^l-^l^1.- r'I-^I-,,-\,1^^^nn *a-^^+ Q OQ 

-^^^,,^,,i 
r^-^^+ a €(^! n^l^"- ^*i^,- ^^^r(llfrd, SLhUIdli lrntrUtU Ur IJX({rr i(il5t t OrUJ tIjLlrLdl-l.lr ldli;Li O)\tJ U.)L<)l1l <tltld}l <tl/(t

3'ang diharapkan dalam Pe{anjian Kinerja mencapai target _},ang dipe{'anjikan 1,-akni
97,39 o/o dart target dan realisasi sedangkan harapan lama sekolah ( tahun) dari
]rang di perjanjian 14,16 dan mencapai target dengan nilai 13,25, hal tersebut
mencapai target yang diperjanjikan 93,25% indikator tersebut sebagaimana dapat
diiihat dalam pengukuran dan perhitungan data dari BPS Halmahera Barat
sebagaimana yang ternaktub dalam tabel berikut:

Tabel: IIi.7

Meningkatnya taraf pendidikan dan
kesempatan belajar masyarakat

1. Rata-rata Lama Sekolah
{tahun}

2. Harapan Larna Sekolatr

Tabel: III.B

Meningkatnya taraf
pendidikan dan
kesempatan belajar

Rata-rata Lama Sekolah
(tahuni
Harapan Larna Sekolah

97,39o/o.

93,65%.

ml; Sasaran indikator Tarset
2 8,83

13,24

Sasaran Ke 2



Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Maluku Utara
Tabel: III.9

Halmahera Barat

H.l^i.hd.^ T^^^-h

Kepulauan Sula

Halmahera Selalan

Halmahera Utara

Halmahera Timur

Puiau Morotai

Pulau Taliabu

Ticiore Kepulauan

Maluku Ulara

8,60

o ?1

s,20

o,4J

8,84

9,07

7,91

B,i5

1' no

1C,18

s,50

Sumber d.ata: https:/ / malut.brss.qo.id/id/ statistics-table/ 2/ MjYUIzI=/rata-rata-lama-sekolah-
me nurut - K abup at e n- kot a -t afu tn-. html

Sedangkan lama sekolah {tahun} bisa dilihat pada tabel berikut :

Harapan Lama sekolah Menurut KabupatenlKota ffahun) zozz-2a24
Tabei: III. iO

Halmahera Barat

Hal"nahera Tengah

Kepulauan Sula

Halmahera Selatan

Halmahera Utara

Haimanera Iimur

ruidu tviurutdr

Dr rler r Trlirhr r

Ternate

13,26

13,69

i3,16

13,05

13,81

13,01

iJ, i:,

1' ao

15,93

Tidore Kepulauan 14,50

Maluku Utara 13,76

Sum.ber data: Bps Halm.a?rcra Barat http* / matUt.bps.go.id/id./Statistics-
table/ 2l MjYuIzI=/ rata-.rata'lqma-seka.lqblnenurut-Kabupakm-katq-ta?wn-.html :.



Tabel: III.11

Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar
m aswa ra 1<a t

93,650/a.

b| Membandiilgkail antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dar beberapa tahun l.askhir!

Adapun pembandingan antara tahun ini dan tahun lalu adalah :

Adapun pencapaian kinerja arrtara tahun ini dengan betrerapa tahun yang
lalu dapat dilihat dari tabel data BPS Halrnahera Barat sebagai berikut:

Rata-rata iama sekolah Kabupaten/kota Maluku Utara

HahaheraSarat

HakrBh€ra Tongah

X€pulauan $ub

Heknaher*Salsun

ildmahs{aUHa

f{almahBra Iir&rr

Prbu *Cor0lai

Ptlhx Tdiebu

Temile

Tidsre l&pu{auafi

Tabel: III. i2

9,02

8J$

8,63

q5?

7,42

7,94

12.08

i0,12

8.58

oto

9,04

8JI

&6S

8$B

zss

7,97

r]07

t r:

12$6

9,96

8,59

9,?0

9,17

83?

8.67

8,88

7,7X

7,39

*la&rkr,lns$ 9,?4 9,?5 $,37

suir.ber data: Bps Halmahera Bar*t ?tttlts;i / rnriyt,bitf-et).i*:i\t;ls1{rtist:ir:s-
table/ W &,IiYUlzl*/lat*-rr$p-lr:mqlsekgl*h:plerJlit"ts!:Krzbtlpat*n kqtr!-t*fu.tn-.tttm!)

:j

t'j,

ill



Sedangkan harapan larna sekoiah (tahun) bisa dilihat pada tabel berikut :

Harapan Lama Sekolah Menurut KabupatenlKota (Tahun) 2O2L-2423
,I.^1-^l . Trr 1Qr auul. ria. iu

1? Al

1) Q1

r q :S

:J 1)

:J,tt

13,?2

lt x/

i3,67

!) ci

1l! a?

3?,85

:1 7{

14,3€

i3,73

11ri

.14:

1: la

,1 O:

]Z !Y

i?.$:

15.;$

"1,{}

iJ./t

sumber data: Bps Halmnhera Barat {h11tts;!iiy.d}ll,}Wa.l}9@i-ryJdi;stlsrl}6!k{;Y-}lhrttSXtlttl:
h;I;s*e&sh t"rrysrrrl:j.l.sq&$t* te {"lxs ttrlslei[:i"t&{i

dl Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka meueagah yang terdapat dalauo dokumea pereacallaau strategis
organisasi;

Adapun bentuk perbandingan capaian kineq'a dengan dokumen
strategis RPJMD Kabupaten Haknahera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel: IIL14

Meningkatnya tara"f pendidikan dan
kesempatan bela3ar masyarakal

1. Rata-rata Lama
Sekoiah (tahun)

2. Harapan Lama
Sekolah (tahun)

g7,3go/a

Sumber data : RPJMD Pemeintah Kab. Halm-ahera Barct 2021-2426

Itrlrlrah*ra Bartst

Halltshtri T?nfiah

KeF$iaiia,i Suia

tlilqlrh€ra leJila!1

ilalinafisB Utara

liaimah€ra Tltnur

Puiau l'hlotri

.tiau lahi0rr

T*i,rite

Tidcre &prlauan

Malrku lrtata



e| Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
Rata-rata Lama Sekoiah (RLS) merupakan salah satu komponen daiaitr

dimensi pengetahuan yang membentuk IPM. RLS didefinisikan sebagai jumlal:

tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal,. RLS

dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalarn suatu

wilayah. Daiam perhitungannya, lama sekolah seiama 6 untuk penduduk y*a:ng

tamat SD, 9 tahun untuk tamat SMP dan 12 tahun untuk tamat SMA, tanpa

memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Seiring dengan program

wajib beiajar 12 tahun sejak tahun 20i5 maka idealnya RLS minimal adalah 12

tahun. Angka RLS KaLrupaten Halmahera Barat mengalami kenaikan setiap

tahunnya sejak 2O1l sehingga mencapai angka tertingginya 8,35 tahun di tahun

2$20.

Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia > 25 tahun di

Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2019 telah menempuh pendidikan hingga

kelas VIII (SMP kelas II). Tren kenaikan ini merupakan modal penting dalam

membrangun kualitas dan da-r.'a saing sumber daya manusia Halmahera Barat -yang

lebih baik. Namun demikian, sebagaimana grafik dalam Gambar capaian RLS

Kabupaten Halmahera Barat masih tetap konsisten berada di bawah RLS provinsi

Maiuku Utara dalam 10 tahun terakhir.

Gra{ik: IIL l
10 , Tahtlllt

9i
I

;

l

si

7.30

:

-1

:

?CIil 20t? 20i3 2014 1015 ?016 2017 2Sl8 ?019 ?0?S

Sumber data BPS. Kab. Halma?rcra barat

7:,

6i

9,00 9.04

i:.rlt: .i lii:,,r i:,.,r:r:,i::,ii
ti:r:,:r:r.:r't:rriat :liti i::.ll

:a..
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14j

Selain rata-rata lama sekolah, komponen lain dalam dimensi pengetahuan

yang membentuk IPM adalah angka Harapan Lama Sekoiah. Harapan Larna Sekoiah

(HLSi melgukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dimulai pada usia

tujuh tahun. Secara sederhana, HLS ctapat didefinisikan sebagai angka partisipasi

sekolah menurut umur tr-rnggai, _yang menggambarkan lamanlra sekolah (dalam

tahun) ,yang diharapkan akan dirasakan oleh seorang anak pada umur tertentu di

masa rnendatang. Berdasarkan def,rnisi tersebut, pada tahun 2O2A penduduk

Kabupaten Halmahera Barat usia tertentu (rT tahun) berpotensi menempuh

penclidikan hingga luhrs SMA/sederajat dan kemudian melanjutkan pendidikannya

ke tingkat setara Dipioma i. I{al ini dapat dilihat dari angka HLS yang mencapai

13,1q tahurr 13 tahun.

Namun demikian, sebagaimana tersaji dalam Gambar angka HLS Kabupaten

Ilalmahera Barat masih konsisten berada di barvah rata-r'ata provinsi Mahiku Lltara

dalam sembilan tahun ierakhir:
/-r-^fil. 'Trr 1\rl (:u1l\ .11i.2

15 . T*han

13"i6 l -1.o_ l:.63 13,67

t3j
i

j

l?
i t:. i:

I 1"79 I l.gl 11.91

2011 ?0t? 20i3 ?0t4 3015 2CII6 :01? 2018 2019 20?0

Sumber data : BPS. Kab. Halmaherq Barat.

Salah satu komponen dimensi pengetahuanyang sudah tidak diperhitungkan

sebagai pembentuk IPM berdasarkan metode bailt, masih relevan untuk

clitj.iskusikan adalah Angka &{elek IIurui {A-\{Hi. Angka melek huruf menuqirikkan

kemampuan penrlurhtk rlalam menyerap inforrnasi dari tlerbagai media dan

menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan.

penduduk yang bisa membaca dan menulis memiliki akses ke berbagai hal yang

il-i

10i
i

i

l

9i

13.06 13,0? 13,08 13'19



jauh lebih besar. Angka melek huruf yang semakin besar diharapkan dapat
mengurangi trngkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan <lapat

sernakin meningkat. Berdasarkan definisinya, Angka Melek Huruf menggambarkan
jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan rnenulis huruf
latin dan lainnya dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka

Melek Hnruf di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2O'2A tehh mencapai 98,70

persefl atau naik dibatrdingkan tahun sebelumnya yang sebesar 98,06 perserl.

Namun capaian di tahun 2A2A ini masih iebih rendah dari Angka Melek Huruf pada

rata-rata provinsi J-ang sudah mencapai 98,77 persen.

Adapun Keberhasilan Tahun 2oi25 ini angka l)ari sasaran Kedua

Meningkatnya taraf pendidikan dan kesernpatan belajar masvarakat, Pemeriniah

Kabupaten Halmahera Barat dalam Peq'anjian kinerja Bupati Halmahera Barat
rnencapai target -!.ang diperjanjikan dari target rata-rata lama sekolah {Tahun)
dengan target 8,8S mencapai target 8,59 Dalam artian apa l/ang diharapkan rlalam

Pe{anjian Kineq'a mencapai target yang diperjanjikan yakni 97,39 o/o dan:- targei daa

realisasi sedangkan harapan lama sekolah ( tahun) dari yang di pe4anjian 14,16

dan mencapai target dengan nilai 13,25, ha1 tersebut mencapai target _vang

diperjanjikan 93,65a/o indikator tersebut sebagaimana dapat dilihat daiam
pengukuran dan perhitungan data dari BPS Hahrrahera Barat sebagaimana tabel

diatas.

Adapun keberhasilan sebagai berikr-rt:

li Sejak Tahun 2010 hingga ditahun 2A'25 Pemerintah Kabupnten Halmahera

Barat memprioritaskan CPNSD bagi Pelamar guru yang diternpatkan selur-uh

kecamatan yang ada di Halmahera Barat, begitu juga dengan di tahun 2025

Bupati Halmahera Barat mengambil Kebijakan untuk mengangkat Tenaga

Honorer Guru menjadi Pegawai Pedanjian Kontrak P3K vang dilantik dan

menjadi Guru Sekolah;

21 Setiap Tahun Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat membangun clan

merehabilitasi sekolah-sekolah -yang rnengalami kerusakan dan membangun

sekoiah baru jika terjadi kerusakan trerat ha1 tersebut bisa dilihat dari Anggaran
Dn!tl-'n h q^1,^1.1 l- ^^,{^,{^t'r^r +^r^-^l-.i ( rirudllE;uridri L)( nljtdII ijailra't Lla.iiiaii ((-iillliijii,

Adapun kegagalan Dalam rangka meningkatl<an akses pendidikan y-2ng

terjangkau dan berkualitas, maka beberapa pemrasaiairan per'lu untuk seger-a tli
selesarkan antara lai:e:

,.llrrjr-. rr-qir.r:ri i t:f :ri iti,



1) Anggaran adalah saiah satu fak tor penunjang peningkatan kine{a,

keteriambatan pada tahapan pencairan masih dialami sehrngga proses

pelaksanaan program dan kegiatan lidak optimal;

2l Belum optimalnya pendidikan karakter bangsa dapat dilihat dari rata * rata

lama sekoiah yang meningkat dari tahun sebelumnya tapi masih berada di

bawah provinsi dan beberapa kab/Kota yang ada di Maluku utara.

3) Belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan ini dapat dilihat dad

angka APS, APK dan APM yang masih Fluktuasi dalam 4 Tahun Terakhir

4) Berdasarkan PtrRMENDIKBUD No 22 Tahun 2A16 maka dapat disampaikan

bahi*,a untuk rombongan belajar SD dan SMP masih berada di bawa ketentuan

maksirnum yaitu SD 28 dan SMP 32.

Dari deskripsi gambaran tersebut diatasi bahwa dalam Sasaran kedua
offieningkatnga taraf pendidikan dan kesempatan belajar masgarakat"

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat lVlencapai tahapan dalam yang ditargetkan

dalam kinerja untuk prioritas perkembangan didunia pendidikan.

Adapun program sasaran kegiatan Meningkatnva taraf pendidikan dan

kesernpatan belajar masyarakat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun

2025 adalah sebagaimana yang tertuang daiam tabei berikut :

.I.^tr -l. TrT 1a
i (alrt-i. iii. tJ

Srlrtnber data : BPKD Ka.b. Hsbttsl*rs Barat.

lir::li

'a!
:rtii
ilrr

fi!;t
irtr,i



Sasaran Ke-3 Mewujudkan pembanguaaa iafrastmktur wilayah dan liugkungaa
binaan yang berkualitas secara merata.

Tabel: ill.16
eacar-on \,4err-rrirrrl L.en nenth;1n-lrnen inft-acfrt!1..'trrt'ryiiirr air rian linolziinoail hirraan rranrr
idtlddlr iriL'iUj UUr.dli ijLiiiU'1:ii;uil\tl liiliGJiiUr-\Lui iliiajsii u.ut ttrrDrarrrDiJi 'J.-'b

Inrieks Pembangunan Infrastruktur IIPI) merupakan intiikator komposit l:ang

mengganibarkan perkernbangan pembangunan hfras*'ruktur pela'r'anan dasar

maupun infrastruktur penunjang konektifitas wilayah di Halmahera Barat. Indeks

Pembangunan Infiastruktur (iPi) dihitung menggunakan formu la:

Dimana , ii'.i - i, i;'i: r11li'l 1i{}{,

IID = Indeks Infrastruktur l)asar
IW : Indcks Infrastruktiir \YiJ.a3:ah.

a| Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Adapun target dan realisasi pada capaian reaLisasi sasaran 7
ewujudkan pembangunan infrastrrrktur wilayah dan lingkungan binaan -vang
berkualitas secaia merata adalah sebagai iabel berikui.:

Dalam capaian sasararr kinerja Ke-3 yakni "Mewujudkan pembangunan

infrastnrktur wilayah dan lilrgLungan biaaan yarg berkualitas secara merata'

dengan indikator Indeks Pemhanguaan Inkastrtrkf*r dalam hal ini bupati

Halmahera Barat dalas Perjanjiann-va adatah membangun jalan sebagai

berkualitas secara merata

72,54Mewujudkan pembangunan infrastruktur
wilayah dan lingkungan binaan yang

Tabel: IiL17

in<ieks
Pembalgunan
infrasirukiur

Iv1ewujudkart
pembalgunan
infrastruktur wiiayah dal
lingkungan binaan yang
berkualitas secara merala

Sasaran Ke 3

No indikator Tarset
J Indeks

Pembangunan
Infrastrrrktttr

No Tarset Realisesi

-) 72,54 1.t.L



penghubung antara w'ilayah guna untuk kemudahan akses bagi masyarakat dan

pengguna jalan pada umumnya, lndikator pembangunan bidang.lalan dan jembatan

meiiputi panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan, jumlah jembatan yailg

dibangun, jumlah ruas jalan -yang dilakukan pemeliharaan, jurnlah jembatan -yang

dilakukan perneliharaan, pelaksanaan survei database jalan dan jembatan, serta

penyusunan perencanaan teknis jalan dan jembatan; keseluruhan indikator indeks

Infrastruktur ini berfungsi sebagai tolok ukur capaian kine{a pemerintah daerah

daiam menyediakan infrastruktur transportasi yang memadai, mendukung

mobilitas masyarakat, serta memastikan keberlanjutan dan kualitas pelayanan

publik di sektor pekerjaan umum. dari progres perencanaan bupati terhadap

pemantapan jalan yang direncanakan yaitu dengan target T2rSAolo luas

infrastruktur jalan, dalam capaian tersebut progres yang dicapai adaiah LLSo/a.

dalam artinya Lrahwa bupati mampu mempertanggungjawabkannya kinerjanya

sesuai PK yang di janjikan dan bahkan kinerja tersebut melebihi target yailg

ditetrtukan, pada cakupan ini Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berhak

mendapatkan predikat baik atas progres kinerja yang melebihi target. Dalam hal

tersebut dapat dipertanggungjawabka melalui dokumen LAKIP Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

Mrningkatnya l<ondisi Jalan dan Jenrbatan di l{abripaten Hiiinrahera Barat
Tahun 2025

No Indikator Kinerja Satuan
Tahun ?A25 f -n^i^-rJclPClr({rt

Kineria
to/al

Target Realisasi

1 Panjar:g ]alan yang
dibangr"rn dan
ditinekatkan

Krn 17 L J,5 BO

2 junriah j embatan/deker
rzang dibangur:

Bh I 3 l" 5u

3 I.,.*1.-l- n,,.-^ t--l^..iulnrall Kuas jaran yiing
dilakukan pemeliharaan

n.. -._-f\LtctS Z r
J 1f,n

4 Jumlah Jernbatan yang
dilakukan pemeliharaan

huah 1 0 0

5 Penlrusunan
Perrerrrr i{phii:lzerr cfr:tpoirLr rrrLt)r

danTeknis Pengembangan
iaringan jalan serta
Perencanaari Teknis
Penyelenggaraan ]alan dan
iembatan

Dokumen 5
r) 100

tl Survei kondisi jalan dan
jembatan

Dokumen
1 1 100

n^.^, r ^r-i.^ h:*-^ -l lhDouIr9trt udtd Lditp vtildY rvrtl



Jika target capaian yang ditetapkan dalam perjanjian adalah 72,50 sedangkan hasil

perhitungan rata-rata capaian dari tabel adalah 113, maka capaian terhadap target
A:L:+,,^^ J^^^^-ulrrrt urrS uLilS,drr r ulrluD.

tii.,t,^ t:

i;:t; 
i,r.;: 1,1

' l''' t''

Jadi, capaian indeks infrastruktur terhadap target perjanjian adalah sekiiar

158,6Yo. Artin}za, kinerja inlrastruktur tahun 2O')5 melampaui target yang
Ait ^+^^1,^^ .t^l^* ^^;^-ii^-u.rtL LdlJNdtr La.lld rt r PLr.lcrrrJrd t r.

Adapun bukti dokumentasi yang sisajikan sebagai berikut :

Gambar: iII.1

Gambar pada Lakasi jala* Sebelunz pengaspaletn.

',.,, 
,1:; i i- I'i: :::i l: "l

f;.*e, tlHtsiieJ&&N
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Tabel: III.18

Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah
linskunsa-n btna.a.n rra:rg berkriajitas seca.ra alera,ia

Indeks
Pemba:igural
lnfrastruktrr

b! Membaudiagkaa aotara realisasi kinerja serta eapai,m kiuerJa tahun ini
deagan tahua lalu dao beherapa tabun terakhir.

Adapun capaian target kinerja dalam tahun ini dengan tahun yang lalu
adalah sebagai berikut:

e) hfiembandiogkan realisasi kinerja sampai deugan tahun ini dengar target
jangka mcnengah yang terdapat dalan dokumea pcrencanaan strategis
organisasi;

Adapun bentuk perbandingan capaian kinerja dengan dokumen stragis
RPJMD Kabupaten Hafunahera Barat adalah sebagai berikut:

--.,--l-' -- -7. ^- nDtttn n-----,:--1-. l- t, t tt-t- 1DUItLUet UUTU : i\rJtill) reilLer(.tLruil I\uu. t1u{tnuilenl LtLilul /uz t-zutu

f) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peaingkatanlpenurunall

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Halmahera Barat merupakan daerah kepulauan yang terletak diu,ilayah

Provinsi Maluku utara, lintas pusat kota di Ternate menuju ke Halmahera Barat

bisa di tempuh dengan jalur perhubungan laut, namun Kabupaten Halmahera Baral

senrliri merupakan i (satu) daratarr ilengan ibu kula Provinsi tian Katrupatelr iainn-ya

seperti, Halmahera Timur, Utara, Tengah dan Selatan. Namun pulau Halmahera

merupakan daerah pergunungan dan masih alamiah kondisi alamnya, hingga saat

ini untuk menuju akses ke berbagai lintas Kabupatenlkota diperlukan proses

pemantapan jalan dan aspal yang memadai.

lnrieks Pembangunan infrastruktur khususrrya pembangunan jalan memiiiki

peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan jangka pendek

menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dan jangka menengah dan panjang

Tabel: iII.19
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akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait.

Inliastruktur Pembangunan jalan sepertinl'a menjadi jau.aban dari setiap

kebutuhan bagi negara yang mendorong laju peftumbuhan ekonomi, untuk dapal

membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup.

mendukung tumbuhnya pusat ekonomi dan meningkatkan mobilitas barang dan

jasa. Problemnya terhadap kegagalan dalam pembuatan jalan adalah pembangunar:

ir:frastruktur mernbutuhkan modal besar yang signifikan, yang sering tidak selah-r

diikuti oleh loncatan perolehan nilai tambahnya {ualue added).

Faktor kebcrhasilan terhadap irrdeks Fernbangurlan infiastrukiur ier-iradar;
jalan yakni ;

1. Faktor Keberhasilan Indeks Infrastruktur:
2. Kelebihan realisasi pada indikator tertentu Pemeliharaan ruas jalan QSAo/o) da*

pembangunan jembatan/deker (150%) jauh melampaui target, sehingga
menaikkan rata-rata capaian.

3. Konsistensi pada dokumen perenca-naan Penyusurlan rencalla, kebijakan, d-an
survei kondisi jalan/jemtratan tercapai l1}o/o, menunjukkan komitmen
administratif yang kuat.

4. Efisiensi pelaksanaan Meski panjang jalan yang dibangun han-y-a 807" dari target,
indikator lain menutup kekurangarl tersebrit sehingga total capaian tetap tinggi.

5. Keseimbangan antara fisik dan administratif Keberhasiian tidak hanSra diukur
dari pembangunan fisik, tetapi juga dari dokumen perencanaan dan survei yang
rnendukung keberlanjutan.

Faktor gagal karena berbagai faktor vakni kare.na;

1. Perencalaan.vang buruk, penrilihan kontraktor vang salah, tlal faktor lingkungal.;
2. Faktor perencanaan Tergesa-gesa daiam perencanaanr Kurang kajian dan koordinasi,

'Iidak mengikuti Kerangka Acuan Kerja (TOR), Kesalahan daitrm penulisal spesilikasi
toL,r iL

3. Faktor pemilihan kontraktor h{emilih kontraktor rreurg ticlak kompeten atau tidak
berpengalaman;

4. Faktor lingkungan Tanah tidak stabil Ketinggian air tanah rendah Ancaman bencara
alam, seperti genpa bumi, l,rarrjrr, dal talrah longsor;

5. Faktor \{anajemen pror:ek \rang ti.iak cermat darr tielak terkocrr-linasi, Kurangllva periul
serta penggula jas4 Kurangnva komitmen malajemen patla pelaksana provek,
Krrrangnva penetapan tr{uan \rang jelas.

A Ti,{al. lor,':nrirrr', n.)rnclilrrrrrrr ion:lrrlqrr 'frrool -l hrrah iornlrrf :rr rrrrl,,L nornoli11)rarr!

tidak terealisasi sama sekali (0%), menunjukkan arlanva kendala teknis atau
keterbatasan surnber daya.

7. Ilealisasi pemhangu:'ran jah.r.. rli lrar^.'eh target P.rnja:rg jelan l,ang
dibangun/ditingkatkan hanva 13,5 km dari target 17 km (807;), menandakan adanva

harnbatan dalam pelaksanaan tisik.



8. Ketidakseimbangan capaian antar indikator Beberapa indikator seurgat tinggi (ZS}y,,
150q1), senientara -vang lain rendah atau nol. Keticlakseimbangan ini meniinjukkan
perencarlaan dan eksekusi belum merata.

9. Keterbatasan dalam pengawasan lapangan Meski dokumen perencanaan dan survei
tercapai 100%, hasil fisik tertentu tidak sesuai target, menanclakan adanva gap antarir
perencanaan dan implementasi.

Dalam indikatnr Indeks pernbangunan lnfrastruktur khususnya pembuata*
jalan Bupati Halmahera Barat merepresentasikan perjanjian kerjanya untuk tahun
2025 untuk memprioritaskan terhadap pemantapan jalan lingkup Halmahera Barat,
rvalaupun dari segi biaya yang sangat besar namun sangat berdampak terhadap laju
pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan inliastruktur di Halmahera barat
ditahun 2025 melebihi target baik dalam Perjanjian Kinerja maupun target dalan:
dokumen perencanaan RPJMD Kab. Haimahera barat tahun 2o2L2a26.

Adapun program dan kegiatan dalam mencapai target Indek infrastruktur
Khususnl,a Pernbuatan Jalan adalah setlagairnana tabel berikut :

Tabei: IIi.20



Tabel: III.21

Meningkatnya nilai tambah sektor
pertanial, perikanan kelautan dan
pariwisata melalui investasi produktif yang
memperluas kesempatan kerja la5rak

Pertumbuhan nilai
tambah sektor
pariwisata {persen}

17,qI

Sasaran lf.e-4:Meningkataya nilai tambah sel*or pertanian, perikanan kelautan
dan pariwisata melalui investasi produktif yaag memperluas kesempatan kerJa
t^-^t-r.rylrli

PcrLumbuhan nilai tamkrah sckl"or pari*,-isala iiihitung iricnggunakan formula:

l'illt/] l't'.--- y''/)lt/l llt:
/)l)l{li /'t'.

n! -- -- -t urralla
PNTPr : Pertumbuhan niiai tambah sektor pariwisata
PDRBPT = PDRB ADHK Lapangan Usaha Pen-vediaan Akomodasi & Makan
Minum
t = Tahun yang ditinjau

Dalam capaian pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata (persen) maka
Sasaran Strategis yang di pergunakan untuk mencapai formula tersebut adalah :

Sasaran Strategis ini ditent-ukan berdasarkan pertimtrangan bahrva sasaran
ini merupakan variabel penting bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam
rnenjarii toiak ukur kinerja Bupati, trengingat pentingnya peningkatan rian
pengembangan Destinasi wisata di Kabupaten Halmahera Barat serta peningkatan

i'nf&. * { J.r 
roae*

?abel: III.22

Peningkatan Angka Kunjungan l.Jumlah Kunjungan

) -irrrnloh k-rlnirtnoen
Wisatawan Nusantara

3. Lama iinggai Wisatawan

4.Latna tinggal Wisatawan
Nusantara

UNGGULAN PERTANIAN, PERKEBUNAN,

Sasaran Ke 4

f,T^ iallil:a*ar

4 200

9000

z

3,5



Tabel: III.21

Meningkatnya nilai tambah sektor
pertanian, perikanan kelautan dan
pariwisata melalui investasi produktif yang
memperlua,s kesempatan kerja lay'ak

Pertumbuhan nilai
tambah sektor
pariwisata {persen)

Sasaran Ke-4 :Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan
dan pariwisata melalui investasi produHif yang memperluas kesempatan kerJa
layak

Pertumbuhan nilai *uambah sektor pariwisata dihitung menggunakan foi-mu1a:

/,.\-Z:. i 
l'/>lilll't.* l'/)llll!'t'

' I l,tll<li /,t'. 
' 

,i 
t'l()(!""

n:IJilIIAIIA :

PNTPr = Pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata
PDRBPT : PDRB ADHK Lapangan Usaha Penrlediaan Akomodasi & Makan
Minum
t : ?ahun yang ditinjau

Dalam capaian pertumbuhan nilai tarnbah sektor pariwisata (persen) maka
Sasaran Strategis yang di pergunakan untuk mencapai formula tersebut adalah :

Sasaran Stratsgis ini ditenttrkarr herda$arkan pertimbansan bahwa sasaran
ini merupakan variabel penting bagi Pemerintah Kabupaten Helmahsra Barat dalam
menjadi tolak ukur kinerja Bupati, mengingat pentingnya peningkatar dan
pengembangan Destinasi wisata di Kabupaten Hahnahera Barat serta peningkatan

Tabei: Iil.22

Peningkatan Angka Kunjungan l.Jumlah Kunjungan

') -Tr rrnloh I{r rnir rncrqr-r

Wisatawan Nusantara
3. Lanra tfurggat Wisatawarr

4. Lana tinggal Wisatawan
Nusantara

Sasaran Ke 4

'ri:':r" '

No Sasaran indikator Tarset
4

'trt ^ Tarrret
4 200

oonn

2

3,5



promosi Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat melalui event/Festival pariwisata
,)'eng dilakukan secare terus meneru.s sehingga rnernbutuhkan dukungan
Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengembangkan pariwisata di
Kabupaten Halmahera Barat sebagai daya dorong pariwisata Kabupaten Halmahera
Barat di kompetisi Nasional maupun Internasional. Adapun Spot Wisatawan yang
ada di Halmahera Barat mencangkup, Keindahan Pantai, Keindahan Gunung
Garlkorrt;ra, Bururrg Birlariarj yang iangka, Pemandiarr Ajr Fanas, pelaksanaan
Frestival Teluk .Iailolo dan Lainnya, ada pun bukti eviden dokumentasi terharlap
capain Bupati Halmahera Barat setragaimana link pada google drev terlampir:

b| Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Adapun target dan realisasi pada capaian realisasi sasaran 6 yang clapat

diukur Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan
pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak,
yang memprioritaskan dalam perjanjian kerja dalam sektor urllsan kepariwisataan

aclalah sebagai tabel berikut:

c| Mernbandingk*n aatara realisssi kiuerja sette eapaiera kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun capaian target kinerja flalam tahun ini dengan tahun yang lalu
adalah sebagai berikut:

l'akai. TII A ar qULr. rll.-J

Peningkatan
Angka Kunjungan

Jumlah Kunjungan

Jumlah Kunjungan
Wisatawan Nusantara

Lama tinggal Wisatawan
Nusantara

l14,3oh

Tahel:111.24

Jumlah Kunjungan
Wisatawan

Lama tinggai
Wisatawan
Nusantara

ltr^ Sasaran Tahrrn 2fir.4 .NAI{IIN

1 Jumlah Kunjungan
Wisatawan
Mancanegara

5.500 +87 200 '214

2 85.000 9000

J Lama tinggal
Wisatawan
Mancanesara

2 3

:

2 a.)

4 " 5 4 35 4

No Presentasi
I 200 215 1O7,soh

9000 9.235 lo2,b"h

Lama tinggal Wisatawan
Mancalesara

2 aJ 150%

3,5 A
a



d! Membaadingkan realisasl kinerja sampai dengaa tahun ini de-gan target
Sragka nfleaeEgah yang terdapat dalsm dokumen percncaaaaa strategis
organisasil

Adapun bentuk perbandingan capaian kinerja dengan dokumen setragis
RtrJMD Kabupaten F{almahera Barat adalah sebagai berikut:

gf Analisis penyebab keberhasilaa/kegagalau atau peaiagkatan/penuruilar
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakrtan

Dari data yang tersedia dan dari hasil analisis 4 (empat) indikator pada
1 {Satu) sasa-ran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Halmahera
Barat tahun 2025 maka Capaian indikator kinerja termasuk Aafam Ska1a Nitai
Peringat Kineq'a pada Interval Nilai Realisasi Kinerja 91 < 100 dengan Kriteria
Fenilaian Saagat Ttnggi dimana dari 4 Indikator Kinerja yang semuanya
mencapai target indikator kinerja yang telah melampaui target yang dltetapkan,

Tatrel: IlI.26
Kunjungan wisatawan tahun ZA24
JUTIAII gIEAr'rgJUI M'ffirIAx*Hrr*"Er rr* .fiitA*

TAHUI{ 2024

Ns Bulen
Jgn!n lr

KuoJuagea
Wlrst prrr
ffurantr.n

?rhun H

?ujura lFi.rte
Jumtah

Blrair Bcrllbur ' Fdbrdi

{'} ..ir,"_r;. il

i., i'::t.r:, "l i r ii.l () a,

.t{!{i. {} {) .1{ ),rt.

i il.',. r:; :1l U 1.,' i i t,

{tr .--l:.I {} 1-l "l. i

li.iti) 'l;OS () r! .), lr.'i

Juti j 7S?* {) i) .", i -?1 ,

i:t::".rr:\ ll ll.lli {.} $ I (.,tf 1) 5;ili

jr.r rlr.;, r I rr,: .ti. t"l ": () a i4il ii

j 1.!.ir:1-. lJiJir 0 s :Ji) (l li i -li,
'ii.1,.,',.! ;_l:'' l!

| )r"11.-1,1;.' '.i 
jtrl l) f] (ij.rr'

Juml.h 76.07t o 76"O7L o 76.O7 t
Dat* : I )is1:.* 1:lI rr [:rlrrrlr:rrrrr I litlrna!rrr:r I lirr;lt

Talrel: III.25

Sumber data: RPJMD PemerintahKab. Halmahera Aaiat ZaZl-2OrG

Jumlah I{unjungar

iumiair Kunjungan
Wisatawan Nusantara

Lama tinggal Wisatawan
Nusantara

Sasaran Eleqliaaci et RPJMD

Tahun Tahun lahun
4W44. ZE +

1a A Or7aoJ a1A4La /10.)auu

2 76.A7 L 9.235 .t 1,++J 15.162

J Lama tinggal W-isatawan
Mancanegara

3 -J 3 r)

4 4 4 4 4



Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2023 menurun dibancling
tatrun '2024 dan tidak mencapai target yang ditetapkan dari target inciikator kmerJa
yang telah ditetapkan, sedangka untuk Tahun 20l2r. pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat mencapai kinedanya yang lebih optimal dari jumlah kunjungan.

Indikator jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara pada tahun ZO2S sangat
tinggi dan bahkan melampaui target ,yang ditetapkan. l,ow seasoil Jumlah
Kunjungan Wisatawan Nusantara Justru meningkat dari tahun sebelumn-ya untuk
Tahun 2A25 mencapai 9.235 kunjungan yang artinya kunjungan wisatannan
nusantara terLrilang "Sangat Tinggi" karena mampu melampaui target -vang
ciitetapkan di capaian sebesar lazr6o/a Kunjungan v",isatawan da_lam Negeri;

Trhun S

t) ; *r*

o ta?

As.tnlb rltt

;
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Jrni*h
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t
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Tabel: III.27
Sun}ber data: Bidqng Pemasaran Dinc-s Pqriuisatct d"an Pemud,a Olahraga

Rata-rata lama tinggal rvisatawan mancanegara tahun ZO2S naik setresar
1-5ao/" atau 3 hari dari target 2 har_ yang ditetapkan sehingga terbilang bertrasil
rncrringkat dibandingkan iahurr 2A24 yarrg iranya firerlcapai 100% atau 2liari dari
target 2 bari yang ditetapkan. Sehingga peningkatan clari inclikator lama tinggal
wisatar'van mancanegara tahun 2025 dibanding tahun '2A24 naik beberapa persen
dan tidak terlalu signifikan Peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan
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mancanegara ini tidak terlepas dari keq'a Bupati melalui Promosi Pariwisata dan
Iivent-event yang diselenggarakan dalam rangka memperkenaikan Pariwisata

Kabupaten Hahnahera Barat di Mata Dunia

Rata-rata lama tinggal wisatawan Nusantara tahun 2025 meningkat dan

melebihi targetyang ditetapkan seLresar 1L4,286o./* atau 4 hari dari target 3,5 hari

yang ditetapkan dan ini artinya terjadi peningkatan rata-rata lama tinggal

'uvisatawan Nusantara dibanding tahun 2024 yang hanya 10070 atau hanya

mencapai 3,5 hari dari target 3.5 hari ditetapkan. jika dilakukan perbandingan

maka kenaikan persentase tahun 20'24 dibanding 2A23 seLresar LL4,')B6"lo

kenaikan. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh beberapa Event yang diselenggarakan

Oleh Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat

dalam rangka mempromosikan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat melalui

ker3a sama dengan berbagai pihak Nasional maupun Internasional.

Dari data yang tersedia dan dari hasil analisis 4 (empat) indikator mencapai

sasaran strategis yang ditetapkan tahun '2025 maka Capaian indikator kinerja
tennasuk dalam Skala Nilai Peringat Kinerja pada Interval Nilai Realisasi Kineqia 91

< 100 dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi dimana dari 4 indikator Kinerja,yang

tersedia mencapai target maksimum indikator kinerja telah melampaui target yang

ditetapkan.

Adapun keberhasilan adalah karena :

1. I{eindahan Pantai & Gunung Camkonora

a. Menjadi daya tarik utarna karena keindahan alam yang khas dan rela-tif
masih alami.

b. Potensi besar menarik wisatawan mancanegara yang mencari destinasi
eksotis.

c. Mendukung peningkatan lama tinggal wisatawan karena variasi
aktivitas (pantai, pendakian).

2. Burung Bidadari (langka)

a. Nilai jual tinggi seLragai ekowisata d"an birdwatctting.

b. Menjadi diferensiasi unik dibanding daei'ah lain di X.{aluku Utara.

c. Mendukung branding Halmahera Barat sebagai rlestinasi konservasi.

3, Pemandian Air Panas

a. Menambah variasi atraksi wisata, cocok untuk wisata keluarga dan
kesehatan.

t,. Bisa dikembangkan sebagai wisata minat khusus (wellness tourism).



4. Festival Teluk Jailolo

a. Event budaya _yang sudah dikenal luas, meningkatkan kunjungan
wisatawan nusantara.

b. Membantu promosi daerah melalui media nasional/internasional.

c. trfektif daLam meningkatkan angka kunjungan pada periode tertentu.

Selain dari kunci keberhasilan yang berhasil diterapkan maka adapun

program/kegiatan penunjang keberhasilan yang dilakukan oleh Bupati dari

pencapaiannya tidak teriepas dari program/kegiatan yang dilakukan dan

diselenggarakan. Tercatat terdapat beberapa kontribusi Sektor Pariwisata dan

trkonomi Kreatif Kabupat-en Halmahera Barat sebagai penunjang keberhasilan

pencapaian kine{a.

Adapun Kegagalannva yakni dari faktor sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pengembangan pada potensi daya tarik wisata di berbagai

daerah;

2. Kurangnya dukungan permodalan , peralatan, serta pemasaran terhadap sektor

ekonomi kreat[
3. Masih rendahnya kualitas SDM kepariwisataan;

4. Lemahnya koordinasi dan konsolidasi antar stakeholder Pariwisata;

5. Masih Kurangnya pemanf'aatan teknologi inforraasi dan komunikasi {media

sosial, influencer, ke{a sama sw,asta dli} dalam mempromosikan potensi wisata.
r^ Al--^-iL:l;I^^ o l-C.,^^+-,,1,r,,-Lr. rtnSLSlUlt!(dJ l)( lllll dSLl tll\LUI

^ 
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-^^^,^^rt^^i *^-,,:,, LI^1-^L^-^ I),,-^{ '-.,^il-- r^-1-^}^^ .-^*1-,.,,{..,:^^.d. r rd.rrJp\,rl Latsl rIlCIrLUtl Ild.I.tllcttlCI.l ljd"lal-t llId"SIlI t{-l.tJcltrt5, ltlUtlrlrLirii i-viscii.tv!dii

mancanegara sulit menjangkau.

br. Fasilitas pendukung {akomodasi, transportasi lokal) belum setranding
.ilo-ann nalanoi olr.rlzciuL rr6crrr PvLLr^or urrur\,r1.

7 D-^-^-i a. D-^-,{i^-I . I t trlttt Si ur lJidiru-tiit;

a. Daya +.arik unik (burung bidadari, Gunung Garnkonora) belum dipromosikan
secara konsisten di pasar internasional.

kr. Festival Teluk Jailolo kuat. secara lokal, tetapi belurn maksimal dalam
mannril. .trianl nlr.^n lmon^Dnar,rr.rlrrUrlAtir\ tl IOilr(itllllt rrluirLuilt l-ilr c.

8. Manajemen & Konservasi

a. Risiko eksploitasi berlebihan terhadap spot alam (pantai, burung langka)
jika tidak ada reguiasi ketat.

b. Kurangnya program edukasi rt'isatarnan tentang konservasi bisa mengurangi
keberlan_iutan.

9. Durasi Tinggal Wisatawan Nusantara

t:tl :i:.ir,l;,1

'r.:..;r,:,,+.:rii;[ri:ir:,''j
.,''...::,-:



a. Walau meningkat, rata-rata lama tinggal masih relatif pendek.

b. Hal ini menunjukkan wisatawan cenderung datang hanya untuk event
tertentu, bukan paket wisata iengkap.

Arlonrrn hrndrorm rlon lrp.riolon dolom mpnnanoi ioropi Q.osoron DpninoLoton: ruuyurr pr ubr uur uurr l\uSruuri uqiuru iir!iiLqlrGr ur6\ ( vqoqrair i L rrirr6r\ui.err

Jumiah Kunjungan dalam program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Beianja Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel: IiI.28



Tabel: III.29

Sasaran Ke-5 : Menurunnya fingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis

kemiskinan. Indikator ini merupakan indikator exacl yang menggambarkan

keberhasilan dalam ef'ektivitas penanggulangan kemiskinan di daerah. Tingkat
L^"-;-L;-^- -I.iI^;+, ,,-^l-^^ f^-"-,,1^.Al,rrarJArlr(l al llulr r u rri; tuL triiS u ltdnd rI IL, I llt LlId .
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P: Persenlase nenrlrrrluk miskin- --- -___-- - l'_

q = Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan

n: Jumlah penduduk

Pemerintah l(abupatcn Halmahera Barat berkomitmen untuk mcningkatkan

kualitas hidup masvarakat melalui pelaksanaan Program Perlindungan dan

Jaminan Sosial. Program ini dirancang sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah

dalam melindungi kelompok rentan, memperkuat ketahanan sosial, serta

memastikan setiap warga memperoieh hak dasar atas kesejahteraan.

Fokus utama program meliputi:

a. Periindungan Sosial bagi masSrarakat miskin, lanjut usia, penvan<iang

disabilitas, dan anak terlantar melalui bantuan langsung maupun la-,.anan

sosial terpadu.

b. Jaminan Sosial yang mendukung akses masyarakat terhadap iayanan

kesehatan, pendidikan, dan perlindungan tenaga kerja, sehingga tercipta

rasa aman dan kepastian hidup.

c. Pemberdayaan Sosial melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan

kapasitas ekonorni keluarga, agar masyarakat tidak hanva menerima

bantuan tetapi juga mampu mandiri.

d. Penanggulangan Bencana Sosial dengan memperkuat kesiapsiagaan dan

respon cepat terhadap bencana alam maupun konflik sosial, sehingga

dampa k terhadap masvarakat dapat diminimalisir.

Sasaran Ke 5
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Hal ini bertujuan agar Menurunkan angka kemiskinan dan kerentanan sosial di

Halmahera Barat, Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang

berkualitas, &{e'uvujudkan masy'arakat yang trerdaya, mandiri, dan memiliki keta}ranan

sosial, Menjamin keberia.njr:tan pembangunan sosial yang inklusif dan berkeacl,ilan.

af Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Adapun target dan realisasi pada capaian realisasi sasaran 7

Menurunnya Tingkat kemiskinan adalah sebagai tabei berikut:

Dalam pencapaian indikator tingkat kemiskrnan di Pemerintah

KaLrupaten Halmahera Barat mengalami penurunan yang signifikan 1;ang di

targetkan penurunannJra 7,77 menjadi meningkat diangka 9,69 ditahun 2025.

Dari angkat Tingkat Kemiskinan bisa dilihat dari presentasi hasil identiflkasi

terhadap data pada Badan Statistik Maluku Utara sebagaimana hasil nya berikut

Tabel: IiI.3O

Menurunnya Tingkat
kemiskinan

Halmahera Barat

Halmahera Tengah

Kepuiauan Sula

Halmahei'a Selatan

Haimahera Utara

H6lrnahera Timur

Pulau Morotai

Pulau Taliabu

Ternate

Tidore Kepulauan

Maluku Utara

Sumber data. : BPS Maluku Wara

rmF
r{5ei6

5,61

9,05

11,78

s,84

11,05

3,29

3,71

8,51

6,73

77,27

lt^ Sasaran indikator Tarrret Realisasi
5 Tingkat

Kemiskinan
fnersen)

7,77 9,69



Artinya, capaian penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Hahnahera Barat

mencapai 8Or1oA dari target. Dimana dalam Perjanjian Bupati yang di Targetkan

Adalah 7,77 dar: ternlrata setulah diamulasi data dari BPS Maluku Utara menjadi

9,69 yang Artinya bahwa Tingkat Penurunan Angka Kemiskinan berhasil

dilaksanakan melalui Program Bupati Hahnahera Barat.

b| Membandi-gkan antara realisasi ktnerJa setta capalan klnerJa tahun lnl
deagan tahun IaIu dan beberapa tahun teralhir.

Adapun capaian target kinerja dalam tahun ini dengan tahun yang lalu

adalah sebagai berikut:

Adapun btrel pencapaigt angka kemiskinan di Halmahera trarat di beberapa,
tahun terakhir bisa dilihat dari data BPS Halrnahera Barat Sebagai Berikut:

Angka kemiskinan data BPS Halmahera Barat

Tabei: iil31

Tabel: IIL32
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c| Membandingkan realisasi kine{a sampai dengau tahun ini dengan target
jangka meaengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasil

Adapun bentuk perbandingan capaian kine4'a dengan dokumen setragis
RPJMD Kabupaten Helmshera Barat adalah sebagai berikut:

Tabei: iII.33

3 Nierrurunrrya Titrgkat ketriskinan Tingkat
Kemiskinan

(persen)

6U, i-zo

20/29 20.25
8,74 8,75 7,77

20.23
0o/o 5o/o 80,1C6

Sumber daiu : RFiiuID Pemeintah Kab. Lictimahera Barat 2O2i-2O26

d! Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penuruilan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Adapun Faktor Kegagalan daiam rrenuntaskan Kemiskinan di Halmahera

Ilarat adalah penirigkatan kemiskinan itu terjadi dikarenakan ada kenaikan angka

garis kemiskinan dari tahnn '2A23 ke 2A'24 yang meningkat 5 persen secara

signifikan, problema tersebut terjadi karena sel-ragian masyarakat yang dikategori

tidak miskin (harapir miskin) pada tahun 2A23 setelah tahun 2A24 menjadi miskin.

Faktor penurunan kemiskinan adalah merupakan suatu dampak dari letusan

gunurrg berapi di Kecamatan ltru sehingga dana Alokasi lJmum untuk diberikan

kepacia bantuan sosiai tidak tereaiisasi secara optimai dalam rangka penanganafl

kemiskinan, program yang seyoryanya diprioritaskan seperti program kerniskinan

ekstrim tidak dianggarkan namun anggaran yang tersalurkan berupa program

bantuan sosial dan lain se-jenisnya. Bantuan-bantuan Sosial untuk penangailan

pencegahan Kemiskinan Di Halmahera Barat iebih terpusnt pada bantuan Bencana

schingga anggaran Lidak bisa lcrcatisasi pada satu ai'ah dan mcnjadi lrakior

penghambat bagi kesejahteraan mas-varakat seternpat. Ditahun 2o25 Angka

Kemiskinan Menurun dengan terlaksananya program Bupati Halmahera Barat.

Namun diukur dari sudr:t angka stal-istik BPS kabupaten Halmahera Rarat

Seyogvanya dibandingkan dengan Kabupaten Lainnya di Wilayah Provinsi Maluku

No Indikator Realisasi

atrl0A
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utara sudah termasuk angka kemiskinan yang terkecil Pada tahun 2025, persentase

capaian peningkatan penurunan angka kemiskinan penduduk miskin di Kabupaten

Halrnahera Barat sebesar 8},1o/o. Angka ini merupakan salah satu yang terendah di

Maluku Utara.

Kab,.rpaten Halmahera Barat sebagai salah satu daerah di Provinsi I\4aluku

Utara yang merupakan Provinsi Kepulauan juga terdata angka sunting dan

kemiskinan ekstrim yang perlu dilakukan penanganan dengan kebijakan. Dampak

yang ditimbulkan tidak hanya pada sekt-or kesehatan akan tetapi juga terjadi

disektor perekonomian" Sebagai upaya penanganan nasional dan daerah yang

terdampak oleh stunting dan kemiskinan ekstrim, berbagai kebijakan mulai

dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Salah satunya melalui kebijakan

prioritas Program dan Kegiatan 5zang diarahkan pada pemulihan perekonomian dan

pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kolaborasi antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam rangka

pemulihan dampak ini, terutama bagi daerah-daerah dengan rasio kemandirian

yang rendah. Akibat dari upaya penanganan ini, pada pelaksanaan anggaran

pemerintah daerah teriadi perubahan asumsi dan kondisi eksisting yang

mempengaruhi perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya dan arah kebijakan

pembangunan daerah.

Angka kemiskinan yang tlegitu pesat bukan saja te{adi di Halmahera Barat

bahkan dunia, hal tersebut periu penanganan yang cukup serius oleh pemerintah

pusat dengan dialokasi dana yang cukup memadai untuk bisa memprioritaskan

program dan kegiatan yang sifatnya bisa membantu penurunan angka kemiskinan

baik berupa pemberian lapangan pekerl'aan yang layak bagi masyarakat., dengan

kontribusi alat pertanian dan perikanan sehingga bi.sa terciptanya penuninan

terhadap angka kemiskinan yang tidak di harapkan oleh bangsa ini.

Capaian terkait penurunan angka kemiskinan menurun dan tidak sesuai

target daiam perjanjian Kinerja di Tahun 2A25 dikarenakan program ekstrirn

penanganan kemiskinan di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat lidak treq'alan

sebagaimana mestinya.

Adapun Faktor Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah

melakukan 3 strategi utama daiam rangka mengantisipasi Anka Kemiskinan yaitu:

1) Penurunan beban pengeluaran;

2] Peningkatan Pendapatan dan;

irf;lfi
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3) Pengurangan kantong-kantong kemiskinan -yang bedalan secara konvergen dan
terintegrasi.

4) Membangun fasilitas umum terutama Pasar Rakyat di Kecamatan Jailolo dan
jalan akses rute lintas Kaupaten dari Kecamatan Jailolo menuju Kecamatan

i,oioda serta ijntas Kabr-uipaten Halmahera Barat ke menuju Halmahera Utara.

5) tsantuan sosial (BLT, PI(H, BPl'.lri disalurkan kcpada kelompok renran:
masyarakat miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar.

6) Data penerima manfaat yang semakin baik melalui integrasi dengan DTKS
(Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

7) Kolaborasi antara pemerintah daerah, pror.insi, dan pusat dalarn pendanaan
serta pelaksanaan program.

8) Dukungan lembaga non-pemerintah dan komunitas lokal memperkuat
pfaLtitrif a a

9) Prograrn 3'arninan kesehatan dan pendidikan mernLrantu menekan beban
masyarakat miskin.

10) Perlindungan tenaga kerja informal mulai diperluas

11i Penanganan darurat bencana alam dan konflik sosial mengurangi dampak
langsung terhadap keiornpok rentan.

12) Adanva posko dan mekanisme distribusi bantuan vanq lebih terstruktur.

Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata untuk melindungi kelompok-

kelompok rentan agar titiak jatuh ke jurang kemiskinan rian menciapaikan akscs

kebutuhan dasar yang berimplikasi iangsung terhadap Masyarakat Halmahera

Barat,

Adapun Faktor faktor-faktor vang mempengaruhi kegagalan ]'ang diniiai
mampu dalam mengurangi angka kemiskinan vakni:

1) Program bantuan sosial dal penyediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat, dan
pengembangafl. usaha kecil dan rnenegah -yang dapat rnembantu rnengurangi
kemiskinan;

2l Kolaborasi Ke{a sama antara pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan
pihak eksternal ,vang dapat meningkatkan efektivitas pc:nurunan kemiskinan
yang te{adi;

3) Kebijakan yang mendukung iaju pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan
peke{aan, dan menjaga stabilitas harga pasar dapat membantll menurunkan
angka kemiskinan.

4) Pembangunan infrastruktur dapat membantu mengurangi kemiskinan karena
dengan fasilitas tersetrut masvarakat bisa memanf,aatkan lasilitas yang ada;

5) intervensi pendidikan dan kesehatan dapat memlrantu mengurangi angka
kemiskinan;



6\ Komitmen pimpinan daerah dalam penanggulangan kemiskinan clapat
meningkatkan keberhasiian pengurangan Angka Kemiskinan;

7l Stabilitas harga bahan pokok dan sembakau di pasaran dapat rrembantu
menjaga konsumsi dasar masvarakat.

8) Masih terdapat kasus saiah sasaran (inclusion error/exclusion error).
q) Data beium sepenuhnva mutakhir sehingga acia masyarakat miskin yang

tidak terdaftar.

10) Dana perlindungan sosial sering terbatas dibandingkan kebutuhan riil.
11) Ketergantungan pada APBN/APBD membuat program tidak se1alu

berkeianjutan.

12i Program masih dominan bersifat bantuan langsung, beium cukup menriorong
kemandirian ekonomi.

13) Daerah terpencil dan kepulauan sulit dijangkau, sehingga distribusi bantuan
ridak merata.

14) Infrastruktur sosial (transportasi, komunikasi) masih menjadi hambatan.

i5) ?cnaga pendamping sosiai beium rnencukupi untuk menjangkau seluruh
penerima manfaat.

16) Kapasitas monitoring dan evaluasi masih 1emah.

Adapun program dan kegiatan dalam mencapai target penurunan kemiskinan
program dan kegiatan yang ddabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan llelanja
Daerah sebagaimana tabel berikut :

.i:;
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sasaran Ke-6 : Terwujudnya pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan indikator terhadap transparansi dan
akuntabiiitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Opini BpK terhadap laporurn
keuangan pemerintah daerah dikelompokkan menjadi empat :

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTp) ad.alah
opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberjkar:
infor-rnasi yang bebas dari salah saji material.

2.Wa1ar Dengan Pengecualian (WDP) Opini Wajar Dengan pengecualian 
{WDp)

adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan
keualgan bebas dari salah saji material, kecuaii untuk rekening atar-r item
tertentu yang meq'adi pengecualian.

3. Tidak Memberikan Pendapat (Dlsclaimer) Tidak memberikan pendapat {TMpi
adalah opini yang diberikan ketika auditor tid,ak meyakini apakah laporan
keuangan yang disajikan tvajar atau tidak.

4. Tidak Wajar Opini tidak wajar adalah opini audit -yang diterbitkan jika laporan
keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain lapgran
keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
Adapun target dan realisasi pada capaian realisasi sasaran z

Terwrrjudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel adalah sebagai tabel
berikut:

Dalam pencapaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintah

Daerai-r perryeienggaraan Penieriniair darair terhadap pengelolaal keuangan bersifat

Tabel: IiI.34

Terurujudnya Pengelolaan Keuangan yang
Akuntabei

Opini BPK terhadap

Tabel: IiI.35

Opini BPK terhadap
LKPD

Sasaran Ke 6

IlTn ?qrse*
6 WTP

Na Sasaran Target Realisasi
6 Terwujudnya Pengelolaan

Keualqan varts Akuntabel
WTP WTP



akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan secara admirristrasi hal tersebut
sebagaimana hasii laporan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Maluku Utara di Ternate, Pemerintah Haknahera Barat yang dipimpin
oleh Bapak James Uang selaku Bupati Halmahera Barat suda mendapatkan WTp
Ke-? kalinya sebagaimana yang diberitakan pada maluttimes.

{https:1/maluttimes. coml2O24lA5/29 lberturut-turut-pemda-halmahera-barat-
raih-opini-wtp-yang-ketujuh-ka1i/ pen5rerahan tersebut ditrerikan langsung oleh
BPK RI Perwakilan Maluku Utara kepada Wakil Bupati Haimahera Barat Bapak Jufri
Muhammad.

(1cfrL-* .Trr 7
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Penyervhnntmsil WTP di BPK.R.I turwakilan MALW diternaie

cf Dlembandingkan antara realisasi kinerja setta eapaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun capaia:r target kineq'a dalam tahun ini dengan tahun yang laiu
adalah sebagai berikut:

Tabel: III.36

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

,.riit:,;i:tri;til
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et Membandingkan realisasi kinerja sampai
jangka lrrereogeh yarg terdapat dalam
organlsasi;

Adapun bentuk perbandingan capaian kinerja dengan dokumen setragis
RPJMD Iftbupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatanlpenurunan
kinerja setta alternaH,e solusi yaog telah dilakukan

Adapun capaian atas OPINI BPK terhad.ap LKPD di Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat merupakan laporan keuangan dan tindak lanjut dari hasil
Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel, efektif dan
efisiensi, dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera
Barat mendapatkan predikat wTP dalam artian manajemen keuangannya sangat
baik, dalam indikator tersebut atas capaiannya dianggap Bupati Haknahera Barat
mampu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap kepercayaan
keuangan yang ditransfer dari pusat baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK), serta dana lainnya.

Capaian opini trYTP telah melebihi target kegiatan prioritas reformasi sistem
akuntabilitas kinery'a instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam RpJMN
2AZL-2O26 dengan capaian di Tahun 2023 adalah IffP. "Capaian ini merupakan
hasil usaha pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat dan kontribusi BpK
dalam mendorong terw'ujudnya tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara
yallg efektif, akuntabel, dan transpar'an sesuai dengan tujuan pembangunan
herkelanjutan,

Adapun penyebab Keberhasilan dalam mencapai wrp adalah ;

1) APIP telah memiliki rencana pengawasalr berbasis risiko.

deagan tahun ini dengan target
dokumea pereneatraan strategis

Tabel: III.37

sumberdata:R?JMDpemeiniahxai,Hor@aztzozG
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'2) Komitmen Pimpinan dan seluruh peganvai tlalam melaksanakan buda-ya ke4'a

_yang el-ektii, efisien, rian akuntabel.

3i Adanya dukungan OPD yang proaktif dalam rnenindaklanjuti temuan
Inspektorat Daerah dan pemeriksa lainnya.

Koordinasi yang tle{'alan baik antara Inspektorat Daerah dan OpLr n:itra dan
adanlza timbal balik serta komunikasi yang beg'alan dengan baik.

Koordinasi yang intens antara pegawai di Inspektorat Daerah.

Adan-va Kiinik Konsuitasi di inspektorai Daerah inemudahkan OpD tiiituk
berkonsultasi untuk meminirnalisir kesalahan dalam melaksanakan tugas dan
fungsi, sehingga dapat meminimalisir temuan dan rekomendasi.

APIP berkomitmen dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pengendalian l,tern
Pernerintah dan penerapan Zona Integritas.

Adapun Penyebab Kegagalan adalah Dalam melaksanakan program dan
kegiatan tidak iepas dai beberapa faktcr ),ans r:renjaCi penghambat ketercapaian
kinerja Inspektorat Daerah liabupaten Halmahera Barat, antara lain :

1) Belum semua APIP mendapatkan pelatihan peningkatan dan pengembangan
kompetensi.

'2) Masih ditemui adanya rekomendasi yang lambat ditindaklanjuti/proses tinrlak
lanjut yang lama oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga Inspektorat
Daerah perlu meningkatkan koordinasi oleh masing- masing birlang rlengan
OPD mitra kerjanya. FIal ini perlu dilakukan mengingat jangka waktu
penyelesaian hasil pengawasan adalah 60 hari semenjak diterimanya laporan
hasil evaluasi oleh OPD terkait, sehingga masih ada waktu bagi OpIf untuk
menvelesaikan tindak lanjut untuk waktu yang cukup. Sehingga seharusnya
iidak ada lagi keterlambatan tindaklanjut rekomendasi.

3) Masih banyak OPD yang belum memahami pentingnlya Sistem pengendalian

Intern Pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan penilaian mandiri rjiketahui
l;ahw'a masih banyak OPD -r,ang mengesampingkan kegiatan-kegiaian :y,ang
bersifat pembenahan tata kelola pemerintahan.

4) Terdapat beberapa hasil tcmuan pemei:iksaan BPK:_yang sudah ditindaklanjuti,
namun belum dianggap cukup oleh BPK walaupun suclah meninriaklar{uti
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temuan BPK tersebut, karena penentuan suatu temuan selesai atau masih
daiam proses adalah BPK Pusat. Sehingga hal ini dianggap menjadi tugas cian
tanggungan bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk menyelesaikan.

5) Masih minimnya kompetensi SDM yang mengampu analisa dan pengeloiaan

data dan arlrninistrasi hasil penga\.4rasan di setiap bidang, sehingga beberapa
arsip tidak terdokumentasikan dengan baik.

6) Kurangnva kompetensi SDM di bidang pengawasan teknologi informasi. Hal ini
diperlukan dalam rangka melakukan digitalisasi dokumen-dokumen sehingga
meminimalisir kerusakan atau kehilangan rlokumen fisik

Adapun program cian kegiatan dalam mencapai target WTp adalah seluruh
program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta Program Pendukung Operasional Inspektorat Katrupaten Halmahera
Barat sebagaimana tabel berikut :

BELANJA DAERAH Rp. 1. L24.26s.558.952.

UNSUR PENGAWASAN URUSAN
PEMERITV"AII /PEIUGAWASAU tIyTERtvAL DAIE
PIIYGAWASAIT DESGAIT TUJuAN TERTEIYTU

Rp. Rp 3.817.368,40
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Sasaran Ke-?: Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) clidefinisikan
se bagai tingkat akuntabilitas dan traxsparansi dalam pengukuran capaian kinerja,
efektivitas sistem manajemen pela-yanan publik dan penggunaali anggai-an jv.ai'rg

efektif dan e{isien yang meliputi Rencana Strategis, Pengukuran kineda, pelaporan

kinerja, Capaian kineq'a, Evaluasi kinerja. Nilai SAKiP pemerintah daerah dibagi
menjadi tujuh kategori: D {0-30) C {30-s0) CC is0-60} B {60-70) BB (70-s0i A (80-90}

AA (e0-100)

a| Membandingkan antara realisasi kinerja serta eapaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun capaian target kinerja dalam tahun ini dengan tahun yang iaiu
adalah sebagai berikui;

b! Membandlngkan realisasi kinerja sampai dengan tahun lni deregan target
Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perelcanaan strategis
organisasi;

Adapun bentuk perbandingan capaian kine4'a dengan dokumen setragis
RPJMD Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel: III.34

iVlerilngkairrya Akuniabilitas Kinerj a Ferreriniah Daerah

Tohpl. TII 24i qUUT. iT1.UU

Tatlel: iII.37

Suntber data : RP.lit[D Pemeintah Kab. Iiairnahera Barnt 2O2i-2O25

l\I^ Indikator Reallsasi
7 Nleningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

:4,.' ., ::i::i::l: i:::.i i.::'

CC

2023 20/24
B I BB A

REALISASI KINERJA
2023 2A24
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c| Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatanlpenurunan
kinerja serta atternative solusi yang telah dilakukan

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinery'a Instansi Pemerintah {SAK1F}
diberbagai daerah berdampak pada penghematan anggaran, pelayanalt publik yang
semakin baik, hingga meningkatnya kesejahteraan masvarakat. I{almahera Barat
adalah salah satu daerah ]rang meraih predikat C clalam implementasi SAKIp,
mengalami Kenaikan Sebesar CC ditahun 2O19 namun ditahun 2A2O/2O23 hingga
Nilai SAKiP di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sangat minim Capaiannya
dengan Predikat C.

Perlu diketahui, dengan adanya penerapan SAKIP, paradigma kineria
pemerintah diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi
cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Dalam penerapan SAKIp, anggaran
hanya digunakan untuk membiayai program atau kegiatan prioritas -yang
merrdukung pencapaian tujuan pembangunan.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat rnendapatkan predikat

CC ditahun tahun sebelumnya flamun terus berupay'a untuk meningkatkan
per'olehan nilai dengan mengintegrasikan perencanaan, penyusunan anggaran, dan
pelaksanaan. "Diharapkan kedepan Halmahera Barat bisa meraih preclikat CC elapat
berubah menjadi B di tahun selaljutlya dan kabupaten kita dorong agar bise.

mencapai predikat tersebut.

Diharapkan ke depannya SAKIP clapat menjacli instrumen untuk tiap
kabupaten dan kota untuk mencapai tujuan pemerintahan dalam menyejahterakan
rnasvarakat. Instrumen yang tidak terpisahkan dari masyalakat, karela dengan
SAKIP akan men-iadikan APBD lebih efektif, efisien, fbkus, tepat sasaran, clan je11s

berorientasi pad,a hasil yang ingin dicapai. Setelah APBD dijalankan secara efisien,
tentunya yang merasakan manlaatnya adaiah masvarakat

Adapun Penyebab Keberhasilan peningkatan terhadap SAKIP pernerintah

Kabupaten Halmahera Barat tahun 2A2S adalah:

1) Pemanfaatan Anggara l)aerah yang letrih baik clan efektif rlipergunakan sehingga
anggaran ]'ang tidak perlu diperuntukkan dan mengalokasikan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairnane mestin-,.a, dilakukan per..rbahan

anggaran melalui Pergeseran APBD dan juga Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Beianja Daerah (RAPBD);

rl ,rt.,:



'2)

3)

Bupati dan sekretaris Daerah berperan Penting dalam Memonitoring dan
Evaluasi Kineria terhaclap organisasi Perangkat Daerah terhadap penilaian
SAKIP;

Adanlza Bimbingan Teknis terhaclap Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Pen<iayagunaan dan Aparatur
Negera dan Relbrrnasi Birokrasi -vang; dilaksanakan di Kota Ambon propinsi
Maluku Utara ditahun 2a24 -yang kemarin sehingga pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat bisa mencapai Nilai cc dan lebih baik rlari nilai sebelumnya
di Tahun sebelumnya

Adanya ialinan hubungan keq'a sama yang baik antar organisasi perangkat
Daerah sehingga Data pendukung mudah didapatkan daram rangka
penyusunan dokumen SAKIp;

Adapun Penyebab Kegagalan terhadap peningkatan SAKIP pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat tahun 2O2S adalah:
1' Laporan SAKIP tidak sesuai dengan RPJIviD dan visi Misi Bupati, sehingga

output pengeittaran belanja Perangkat Daerah tidak sesuai dengan pencernaan
dan pedanjian kinerja;

2' Kurangnya Pemahaman Surnber Daya Aparatur dalam memahami penyusunal
Laporan Akuntabilitas untuk organisasi perangkat Daerah;

3' Kabupaten Halmahera Barat memiliki darah kepulauan dan daerah terpencil
dimana di Kabupaten tersebut belum stabil koneksi jaringan seluler _1zang hiila
berdampak pada kornunikasi dan pelaporan sAKIp terlambat;

Adapun program dan kegiatan d,alam mencapai target SAKIp adalah seluruh
program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penataan Organisasi dan penvusunan
Pelaporan AkuntaLriiitas Instansi pemerintah.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang cligunakan dan yang
telah drgunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuar dengan ciokumen
Peijanjian Ifineq'a.

4l



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Haknahera Barat
disusun sebagai tindak ianjut dari Peraturan Menieri pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor s3 Tahun 2ol4 tentang petunjuk Teknis
Pe{anjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah .yang mengamanatkan bahwa pemerintah
Daerah wajib mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan. Peq.''usunan laporan kinerja ini setielaknya memiiiki 2
{dua) fungsi yaitu bagi internar organisasi sebagai media untuk
mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
optimalisasi pelavanan publik dan bagi masyarakat diharapkan sebagai
sarana untuk menilai kualitas penyeienggara pemerintahan setragai
pihak penerima amanah.

Dokumen ini merupakan gambaran pencapaian target-target
sasaran dari setiap Agenda, Kebdakan dan program pembangunan
seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana pembangunan Jangka
Menengah Daerah {RPJMD) Kabupaten Haimahera Barat Tahun 2o2l^
2026 dan dijabarkan dalam Rencana Kerl'a perangkat Daerah (RKPD)
tahun 2025. Evaluasi kinerja ini perlu dilakukan sebagai bahan
pertimbangan dan masukan dalam menyusun perencanaan pada tahun-
tahun berikutnya.

Namun pelaksanaan terhadap Dokumen tersebut perlu rlitetapkan
Indikator Kine{a utama pemerintah Kabupaten Hahnahera Barat
dengan Regulasi Daerah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun '202J, -yang
kemudian direpresentasikan dalam perjanjian Kinerja {pK} Tahunan
sebagai rarget dan sasaran yang akan dicapai oleh Bupati Halmahera
Barat sebagai target dan sasaran tercapaian tujuan dari visi dan misi
Bupati Halamahera Barat di tahun ZA2S.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap upaya pencapaian sasaran
yang teiah ditetapkan, nampak bahwa masih terdapat indikator sasaran
yang tidak dapat diukur, hal ini disebabkan karena indikator-indikator
tersebut bersifat kualitatif. Namun demikian, capaian ind,ikator utama
yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Halmahera Barat nampak telah
menunjukkan hasil yang cukup memuaskan pada pencapaian tahun
berjalan.

Pengukuran kinerja serta analisis capaian kinerja sebagaimana
yang telah diuraikan pada bab sebelumnya memuat pencapaian kinerja

BAB IV IAPORAN KINERJ.A INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN

HATMAHERA BARAT TAHUN 2025



tahun pelaporan (2025) dan juga membandingkan capaian kinerja clari
tahun sebelumnya serta beberapa tahun kebeiakang, yang muaranya
mengarah pada target akhir pencapaian dari Pcrjanjian Kiner;a Jr'ang
diukur capaiannya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah {RPJMD). Secara umum dapat dikatakan kinerja d,ari Pernerintah
Kabupaten Halmahera Barat pada tahun zo2s dikategorikan ..sangat
Baik", karena dari 11 sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator
rarget reaiisasi rian capaian Kabupaten Haimahera Barat tian Perjanjian
Kerja iPK), mendapatkan predikat sasaran berpredikat'.sangat BAIK'
dan sementara pada 1 sasaran dalam rangka upaya menurunan angka
kemiskinan masih belum memenuhi target yang telah rlitetapkan.

Walaupun demikian, dalam melaksanakan program/kegiatan
dalam upaya pencapaian indikator pembangunan tersebut, masih
terdapat permasaiahan yang sangat signifikan yakni masih adanya
program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan Keq'a perangkat
Daerah (SKPD) yang tidak sesuai dengan program ,yang telah disepakati
dalam RPJMD, ha1 ini disebabkan karena Rencana pembangunan
strategis (RtrNSTRA) SKPD yang menjadi acuan peraksanaan
program/kegiatan pada setiap SKPD belum seutuhnya bersinergi dengan
RPJMD tahun 2021 - 2026. Dengan kondisi yang demikian maka apa
yang <lilakukan oieh sebahagian Organisasi Peranekat Daerah tidak
terfokus pada upaya pencapaian indikator-indikator kinerja ],ang teiah
ditetapkan. oleh karena itu, perbaikan pelaksanaan sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Halmahera
Barat terus dilakukan demi pencapaian hasil dari visi dan Misi Bupati.

BAB IV IAPORAN KINERJA IfIISTANSI PEMEEINTAH I(ABUPATEN
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PEMERINIAHAN KAs. HATMAHERA BARAT

IAFORAN REAUEASI AN€GAnAii PENDApATAN DASI EEIAN,A DAERAtr {t(ONSOilDAgt}
TAHUNAHGGARAN 2t,25

01 Januari 2025 Sampai 31 Desemb€r 2025

Kode Rekening URAIAN ANGGARAN REAL|SAS| 2025 %2025 REAUSAS| 2024

1 2 3 4 s - {4/3}*100 6

PENDAPATAN DAERAH L,197 34r,827,7 4O.O{ 1,051,534481,017.93 87.8! L,O77,O50,446,4?2.O2
{.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH IPAD} 64839j032,715.0( 40,5a4,248,272.93 62.59 ?1,448,657,147.42
4.1.O1 Pajak Daerah 7?,146.93A,757.A( 11,,521,761,883.OO 94.85 5,761,124,01 5.m
1.1.01,06 Pajak Hotel 140,000,c00.0c 124,537,?40.AO 88.S5 141,116,300.e1
4.1.01,06.01 Pajak HoteJ 140,000,000.0c 121,537,244.OO 88.95 141.1,16,30A.0a
1.1.01.07 Pajak Restoran 578,580,000.0C 641,533.511.0( 110.88 432,74C,,e25.$A
1.1.01,07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 578,580,000.0{ 641,533,511.C0 110.8€ 432,140,925.Ot
4.1.01.09 Paiak Reklame 725,300,000.00 623,786,850.0C 86.0t s42,993,340.&
4.1.O1.09.01 Pa iak Reklame Paoan/Billboard/Videotron/ Mesatr 725,300,000,00 623,786,850.0C 86.0t 539,631,340.0{
4.1.01.09.03 Pa iak Reklame Melekat/Stiker o.00 0.04 0.0t 3,362,0&).OC

1.O1,10 PaJak PeneranBan lalan 4,500,000,000.00 4,347,293,693.0C 96.6C 3,805,475,182.0C
4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 4,500,000,000.o0 4,347,293,693.Ot 96.6C 3,805,475,182.0€

Pajek L4iner3l Bukan LoAam d3r Batcan 5C0,C00,000.cc

4.1_01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 500,000,000.00 329,818,202.0C 65.9€ 626,246,455.0C
4.1,01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan {PBBP2 1,700,o00,oo0.00 793,664,787.OC 11.39 134,125,583.00
4.1.01.15.01 PBBP2 1,700,000,000.0( 193,664,787.OC 11.39 134,125,583.00
4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan {BPHTBI 170,600,000.0{ 98,049,350.0C 51.41 78,425,230.O0

1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 170,600,o00.0c 98,049,350.0C 57.47 0.oo
4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 0.0r 0.00 o.oc 18,426,230.AD
4.1.41.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1,832,450,7s7.Oa 1.,937,378,8A7.AO 105.72 0.00
4.1.01.20.01 Opsen PKB 1,832,450,757.A 3.,937,378,88].OA 745.72 0.00
4.1.01.21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor iBBNKB) 2,000,000,000.0c 3,225,699,363.O0 161.28 0.0r
4.1.01,21.01 Opsen BBNKB 2,000,000,000.oc 3,225,699,363.00 161.28 0.H
4.1,.O2 Retribusi Daerah 2,639,152,000.0C 2,537,714,592.56 99.94 1.932.31t.33S.9
4.1.O2.01, Retribusi Jasa Umum 715,401,000.OC 404,403,000.00 56.52 415,761,000.0(
4.1.02.01.01 Retribusi Pelavaran Kesehatan 250,000,000.0c 93,730,000.0( 31.49 41,770.000.0c
4.1.02.01,02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 165,000,o00.00 199,460,000.0C 120.88 149,805.000.0{
4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 196,980,000.0c 59.886,000.00 30.40 38,214.000.Oa
4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 103,421,0O0.0C 51.,327,OOO.O1 49.62 185,972,000.0l:

.o2.o2 Retribusi Jasa Usaha 1,750,399,000.00 1,696,870,820.5 6 96.94 1,386,792,839.C4

.02.02.01 tetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 0.00 0.0c 0,0c 8,550,0m.oc
4. .o2.o2.o2 letribusi Pasar Grosir danT'atau Pertokoan 158,570,000.00 146,060,000.0c 92.11 0.0c
4. .02.02,04 letribusi Terminal o.o0 0.0c 0.0c 19,204,000.0c
4. .02.02.06 letribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 850,000,000.00 1,091,326,661.0C 128.39 890,348,83S.0C
4.1.02.02.08 letribusi Pelayanan Kepeiabuhanan 91,829,000.00 38,971,000.0C 54,O15,OOO.OC

4.i.az.G2.2A Retritiusi Pemani6atan Asei Daerah OJU,UUU,UUU,W 12A,5i3,i59.5{ ,iizi,575,0iic.oC
4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 173.352,000.00 536,$4,772.OO 3C9.45 129,7s9,s00,00
t.L.o2.o3.o2 Retribusi lzin Tempat Penjuaian Minuman Beralkohol 0.0c 0.oo o.oo 4,O00,ooo.m
4.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkut. 0,o( 1,800,000.o0 0.00 3,950,0OO.00
+.1.02.03.07 Retribusi Persetuiuan Bansunan Gedune 173,352,C00.0C 534,644,772.00 308.41 121,809,500.O0
{.1.O3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1,369,384,000.0( 1,602,830,704.00 117.O4 1,305,284,687,0r1
4.1.03.O1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah {Dir 1,369,384,000.0C 1,602,430,704_AO 1L7.O4 1,305,284,687.O0
4,1,0.3,O1..01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada pemerintah Daerah {Dir 1,369,384,000.0C 1,602,830,704.00 117.A4 1,305,284.687.00
4.1.04 Lain-lain PAD yang sah 48,683,565,959.0C 24,821,941,A93.37 50.98 22,449,935,301,.41
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan o.0c 2,200,000,00 0.00 32.650,000.00

1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 0.0c 2,200,000.0( o.0( 32,660,000.u
1.1.04.05 iasa Giro 613,942,000,0C 31,5,824,235.12 51.44 308.795,458.34
4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 613,942,000.0C 241,499,018.85 39.3 219,046,O1A.?t
1.1.04.05.02 iasa Giro pada Kas di Bendahara 0.0c 51,58 1,682.52 0.0( 65,532,732.39
1.1,04.05.04 lasa Giro pada Rekening Dana BOS 0.00 0.0t o.0( 5,910,981.68
+,1.04.1_r_s,O-5 Jala Giro Dani Kapitns; p.dn F(TP o.14 !7,21),469.75, nfta {792,012.Oq}
4.1.04.05.06 Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP G.OO 8.361,156.11 0.0a 142s,8A6.84
4.1.O4.O5.O7 pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BO( Puskesmas o.oo I 15,590,848.0C 0.oc 19,52_1,485.OO

4.1.04.07 ,endapatan Bunga 130,447,000.00 I 0.0c 0.0c 0.fi)
4.1.04,07.01 Dendapatan Eunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daer 130,447,000,00 I 0,0c 0.0c 0.0s
4.1.{l4.ilB atas Tuntutan Ganti Kerugian (euangan Daerah 16,627,249 )43.OOl 1,000,000.oc 0.0c 1,500,00{l.oc
4.1.o4.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri B 76,627,249.243.O0ll 1,000,000,oc o.0c 1,500,0oo.00
4.1.04.09 Penerimaan Komisi, potongan. atau Bentuk Laio o.oo I 0.oc 0.0c 46,724.4i)
4.1.04.19,01 Penerimaan Komisi, Potonean, atau Bentuk Lain o.0oi u.0r 0.oL 46,l2A.LtA
4.1.G4.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan pekeria 7,228 847,210.001 1,508,566,3 59.13 20.86 899,357,060.19
4.1.04.1 1.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerja 1 )28,841,27A.OO 1,s08,566,359.1 3 20.86 899,3s7.060,19
4.1_44.12 Pendapatan Denda Paiak Daerah 20,000,000.00 I 1,588,099.O0 7.94 o.*0
1.1.04,12.15 Pendapatan Denda Paiak Bumi dan Bangunan Perdesaan dar 20,ooo,ooo,00 I 1,588,099,O0 7,94 o.oc
4.1.04.15 Pendapatan dari Pensembalian 4,300,246,506.00 | 2,673,946,138.00 62.18 2.430,563,906,55

r..04,1s.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembavaran Gaii o,oo l o.00 o.00 98,318,549.0{
4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembavaran Peria 4,300,246,506.00 I 2,360,295,264,00 s4.88 970,894,284.9{



4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belar 0.00 158,866,320.0t 0.0( 0.ot

4.1.04.15.09 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belat 0.00 0.0c 0.0( 64,747,O00.0t

4.1.O4.1.s.10 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belar 0.o0 48,810,000.0( 0.0t 15,550,000.0t

4.1.04.15.15 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belat 0,00 0.0t 0,00 31,001,631.O4

4.1.04.15.16 dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Belar 0.oc 40,980,000,0( 0.00 22,053,400.00

4.1.04.15.3t) l^^/-^-1.^ r.,; D-^^--k:ti.h v-l-h,6,- Domha! r. ,- D-l-

4.1.04.15.31 Dendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayarar Belat 0.0c 64,9s4,554,00 0.00 1,L69,4&5,755.75

4.7.O4.75.A4 dari penFembalian Kelebihan Pembayaran Belar o.oc o.or o.o( 2,O00,ooo.oo

4.1.04.15.99 Dendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belat o.oo 0.ot o.0i 16,513,290.0*

4.1.04.16 Pendapatan BLUD 19,189,770,000.00 20374,82O,26L.si .105.88 18,777,412,756.21

4.1.04.16.O2 Pendapatan BLUD dari Jasa L; 19,189,770,000.00 20 ,312 ,997 ,O12 .2t 105.85 1,8,717,012,1562:

4.1.04,16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang 5ah 0.0c 5,823,189.32 0.00 0.00

4,1.04.19 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 573,064,000.0c 0.o0 0.00 0.o0

4.1.04.19.01 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 573,064,000.0c 0.00 0.00 0.0e

IUMTAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 64,839,O32,715.44 4A,544,248,272.93 52.59 ?\44A,657,?42.47

4.2 PENDAPATAN TRANSFER t,Loz,7&O,OA7,O24.AA 1,003,564,456,189.00 91.00 1,031,,197,211998.O0

4.2.41 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1,050,631,644,000.0C 963.268,605,395.00 91.68 1,008,995,473,162.O0

4.2.01.07 Dana Bagi Hasil {DBH) 215,177,139,000.0C 166,949,950,235.00 71.58 165,988,097,124.00

4.2.01.07.01 DBH Paiak 18,425,544,O00.0C 13.634,205,500.00 73.99 5,987,3 5 6,135.00

4,2.01.07,02 DBH Sumber Dava Alam {SDA} 196,751,595,000.0C 153,3 15,744,735.00 17.92 160,000,740,989.00

4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 514,&31,002,000.0r 511,525,326,828.00 99.35 501,798,376,17:,00

4.2.01.08.01 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 416,82 5,166,C00.0C 116,196,1,62,386,44 99.99 385,821,339,637.00

4.2.01.08.02 DAU vans Ditentukan PenAgunaannya 98,005,836,000.0C 94,129,164,442.OO 96.65 115,977,036,535.00

4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 185,070,673,O00.0C 780,748,178,524.O4 97.34 203,997,031,866.00

4.2.01.09.01 DAK Fisik 63,788,761,000.0C 62,486,1,05,767.OO 97.95 103,S79,616.369.00

4.2.01.09.02 DAK Non Fisik 1,27,281,972,OOO.4C 117,662,6]2,751.OO 97.01 100,017,415,497.00

IUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAI{ 911078,814000.0C 85&624,051587.00 93.83 871,783,501162.00

1.2.01.05 Dana Desa 135,552,830,000.O( 104,644,549,808.00 77.79 137.211,973,000.00

4.2.01.05.01 Dana Desa 135,552,830,000.0C 104,644,549.808,00 77.19 137,21 1,9 /3,OOO.OO

IUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 135552,830,00O.0C 104,644,549,808.00 71.79 137,211,973,004.00

1.2.o2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 52.148,443,024.O4 40,295,850,794.00 77.27 22,501,737,836.00

+.2.02.01 Pendapataft Bagi Hasil 52,148,443,O24.0C 44,295,850,794,04 77.27 22,501,737,836,00

4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 52,148,443,424.Ot 40,295,li50,794.00 77.27 22,541,,737,836.44

iUMtAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 5?,74A,443,O24.Oa 40,295,850,794.O0 77.27 2L50!,731,836.Ofr

JUMIAH PENDAPATAN TRANsFER L,LO2,1AO,OA7,O24.OC 1,O03,5644s6,189.O0 91.00 1,031,497,215,998.O0

{.3 LAIN-tAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 29,762,708,000.0C 7,?45,776,556.OO 24.4L &r04,572,691.61

1.3.01 Pendapatan Hibah 24,814,300,000.0t 0.00 0.00 0.o0

+.3.01.02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 2.1,814,300,000,0c 0.00 0.00 0.00

3.01.4-'2.01 ppndeoata. Hibah dari panre',ntih \ rerih 'aihn',a 14,814,.100,o00.04 O.110 0.00 o0!
4.3,03 Lain lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perstu.an P( 4,948,408,000,04 7,385,776,556.4O 149.25 8,104,572,691.61

L3.43.O2 Pendapatan Dana (apitasi jaminan Keseh3tan Nasional {JKI.l 4,948,408.000.S4 7,385,176,556.OO 1-49.)5 8,104,572,691_61"

8.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi IKN pada FKTP 4,948,408,000.0t 7,385,776,556.00 149.25 8,104,572,691.61

.IUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 29,762,708,O4O.O( 7,385,776,556.00 24.81 8,1o4,572,691-.67

IUMTAH PENDAPATAN 1,,197 3A7,A27,74O.O4 1,051,534,481,017.93 87.81 7,O77,050,44e,437,92

BELANJA DAERAH 1,17&2bt558,9s2.O( 1,015,655,1164,589.S8 8b.19 i,o4i,1o2,7a4,a35.22

5.1 BELANJA OPERASI 794,230.764,490.0( 777,503,3?7,644.06 90.33 698,072,A9\277.71

LA7 Belania Pegau/ai 439,531,012,669.0t 400,827,384,815.00 91.19 343.963,092.580.0C

5.1.01.01 Belania Gaii dan Tuniansan ASN 37A,162,273,229.Ot 271,923,262,267.OC 85.46 251,744,664,317.0t)

5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 231,&45,430,342.O( 208,289,051,484,0C 89.83 191,667,988,696.0C1

5.1.01.01.02 Be!ania Tunjangan Keluarga ASN 26,365,502,860.0r 79,124,046,662.OC 74.81, 1a,4?4,51],435.Od

1.01.01.03 Tunianean Jabatan ASN 6,090,522,4s0.0O 4.71A,4A4,786.4C 77.47 5,OO8,394,SOO.OC

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 16,697,545.850.0[ 13,903,400,000,0c 83.26 12,597,453,003.0C

5.1.01.01.05 lelania TunianEan Fungsional Umum ASli 4,143,024,7s0.6t) 2,405,435,000.0C 58.05 2,436,055,000.0C

s.1.01.01.06 3elania Tunianaan Beras A5N 16,535,621,744.4O 11,901,86,1,900.04 71.97 1 1,2C4,387,380.0C

5.1.01.01.07 Belania luniansan PPhlTuniangan Khusus A5N 312,100,480.00 246,509,394.0C 78.98 122,025,934.04

5.1.01.01.08 3elania Pembulatan Gaii A5N 15,967,615.00 2,788,569.Od 17.4t 2,560,849.o;-

5.1.01.01.09 lelania luran.laminan Kesehatan A5N 12,567,605,42L.O4 9,019,318,f)18.0C 7t.tt 8,638,062,993.i;a

5.1.01.01.10 3elania luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 598,323,463.00 427,148,514.4C 71,.39 392,474,433.*t

5.1.01.01.11 Seiania luran laminan Kematian AsN 7,792,351.228.O4 1,285,2 14.934.0( 71.7t 1,189,697,030.04

.lei.nid iurri !;iipii,dr, li!eitJ i-burg;i, Pe;":r;ltt: R;k1. c.cr

5.1.01.01.14 Be{ania TunianEan Khusus 0.00 0.oa 0.04 50,881,061.0d

5,1.01.02 Belania Tambahan Penghasilail ASN 108,775,1a3,243.O4 112,058,568,391.OC 103.58 72,318,,193.318.OC

5.1.01.02.01 Iambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 29 ,263 ,385 ,243 .OA 22,91,1,444,191.Ot 78.24 23,342,375,214.OC

5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Keria ASN 1,755,740,000.0C 1,685,804,000.0C 96.01 1,882,000,O00.0C

5.1.t)1.02.04 Tambahan Pengnasi,an berdasarkan Kelangkaan Profesi ASh 6,312,000,000.00 6,303,000,000.0r 99.8: 8,612,sO0,OC8.0r

5.1.01.02.C6 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 70,844,058,000.00 81,157,880,200,04 114.55 38,481,623,100.0r

5,1.01.03 Iambahan Penghasilan berda5arkan Pertinrbanga. obiektif o.oc o.oo 0,0{ 2,417,946,7O4.OC

5.1.01.03.06 Belania lasa Pelayanan Kesehatan bngi ASN o.0{ 0.00 0.00 5,000,000,0r

5.1.01.03.07 Belania Honorarium o.0c 0.00 0.00 2,472,946,104.O4

i.1.0i.04 Eelanja Gaii dan Tuniangan DPBD 12,484,11,4,244.O4 72,439,447 ,784.4{ 1,2,374,417,242.0d



5.1.01.04.01 Belanja Uang Repre5enta5i DPRD 561,540,000.0c 561,540,000.00 100.0c 561,435,000.00
5.1.O1.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 84,560,000,0c 84,560,000.00 100.0c 70,287,000.00
5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 91.000,000.0c 91,000,000.00 100.00 75,171,960.00
5.1.01 04.04 Belanja Uang Paket DPRD 48,132,000,0a 48,132,000.00 100.00 48,121,500.0C

5,1.01.04.05 Belanja Tuniangan Jabatan DPRD 814,233,000.0t 814,233,000,00 100.0c 813,776,250,00
ftqoTt 1r)nn

5,1,01.04,07 Eelanja Tunjangan Alat Keiengkapan iainn!,a DPRD 84,216,AAO.At 84,216,000.00 100.o0 0.00
5.1.O1.04.04 Belanja Tu.rjanga.r Komu.rikasi lstensif pimpinan dan Aneeoi 1,a90,ooo,mo.oc 1.490,ooo, 100_tr 1.a90,ooo.ooo 01

s.1.01.04.09 Belania Tuniangan Reses DPRD 472,500,000.00 472,500,000.0c 100.0c 472,500,000.0c

5.1.01.04.10 Selania Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPI 201,122,104.O4 207,122,102.OC 99.99 287,768,643.0C

5.1.01,04.12 Belania Tuniangan Keseiahteraan Pimpinan dan Anegota DP 3,616,948,023,00 3,616,562,967.0C 99.98 3,577,351,464-At

5.1.01.04.13 Belania Tunianaan Traosportasi DPRD 4,319,090,991.00 4,319,090,991,0r 100.0c 4,340,100,000.0c

5.1.01.04.'14 Belania Uans Jasa Peneabdian DPRD 55,000.000,00 10,519,598.0C L9.12 240,660,000.0c

5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 18O.538,957.00 t7),452,683.4( 95.52 146.927,305.OC

5.1.01.05.01 Selanja Gaji Pokok KDH/WKDH 55,001,885,00 54,632,332.0C 99.32 46,800,000.0c

5.1.01.05.02 Selanja Tuniangan Keluarga KDH/WKDH 7,913,451.00 7.644.OOO.OC 96.59 6,552,000.0c

5.1.01.05,03 Selania Tuniangan Jabatan KDH/WKDH 1o1,144,370.OO 98,303,583.0C 96.61 84,240,000.01

5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 8,396,954.00 8,11 1,040.0C 96.59 6,952,320.0C

5.1.01.05.05 Selanja Tuniansan PPh/Tuniansan Khusus KDH/WKDH 291,203.00 291,203.0C 100.0r 229,305.0C

5.1.01.05.06 3elania Pembulatan Gaii KDH,/WKDH 1,159.00 1,040.0C 89.73 BBO.OC

5.1.01.05.07 3elania luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 6,617,299.O4 2,931,468.0C 44,1C 1,778,400.0C

5.1.01.05.08 3elanja Iuran laminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 135,659.00 13 1,040.0C 96.59 93,600.0c

5.1.01.05.09 Belania Iuran.laminan Kematian KDH/WKDH 406,971.OO 406,971.OC 100.0c 280,800.0c

5.1.01.06 lelania Penerimaan Lainnva Pimpinan DPRD serta KDH/WKi 488,704,000.0( 484,704,000.0c 99.18 452,688,000_O0

5.1,01.06,01 3elanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 88,704,000.00 88,704,000.00 100.0c 86,688,000.00

5.1.01.06.02 lelanja Dana Opera:ional KDHIWKDH 400.000,000.00 396,000,000.0c 99.0C 366,000,000.o0

5.1.01.88 Belania Pesawai BOS 0,00 0.0c 0.00 4,330,327,300.00

5.1.01.88.88 3elania Peeawai BOS 0.00 0.0c o.0c 4,330,327,300.OC

5.1.0i.39 Seiaaia Peeawai BOS| 3,724,349,700.04

5.1.01.89.01 lelania Pegawai BOSP-BOS 0.00 3,672,519,100-OL 0.0c 0.00

5.1.01.89.02 lelanla Pegawai BosP-BOP PAUD 0.00 52,370,000.00 0.00 99,520,O00.0C

5.1.01.99 lelania Pesawai BLUD 40,000,000.00 24,000,000.00 60.00 18,500,000.o0

5.1_01.99.99 Belania Pesawai BLUD 40,000,000.00 24,000,000.0c 60.00 18,500,000.00

5.1.42 lelania Barans dan Jasa 323,223,600,606.00 287 ,502,163,484.06 88.94 279,829,148,446.22

5.1.02.01 Belanja BaranB 93,433.082,265,00 77,a20,A9A,359.76 83,29 76,610,665.367,60

5.1.02.01.01 lelania BaranR Pakai Habis 92,516,817,265.00 77,006,456,255.1e 83.23 74,646,298,767.6C

5.1.02.01.04 lelanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria (apitalisas q16,265,000.00 8L4,442,144.OC 88,88 1,924,366,600.00

5.1.02.02 lelania Jasa 81,820,676,248.44 70,998,904,727.40 46.17 56,660,585,601. ?0

5.1.0?.02.01 Jeianja Jasa Kantor 64,068,674,148.0C 57,737,634,429.40 90.11 39,77 3,405,997.20

5.1.02.02.02 lelanja luran Jaminan/Asuransi r,265,227,200.OO 498,088,800.00 39.36 265,291,200.00

5.1.02.02,03 Sewa Tanah 300,ooo,o00.oo o.oo o.o0 280,OOO,OOO.OC

5.1.02.02.04 lelania Sewa Peralatan dan Mesin 3,246,358,500.00 3,166,354,500.0C 97.53 3,444,590,000.00

5.1.02.02.05 lelania Sewa Gedung dan Bangunan 2,710,390,000.00 2,395,530,000.0C 88.38 2,258,863,203.00

! 1.02.02 08 ,lelanja Jasa (on.([ltansi Koqstrr!k-.i 4,522,526.4D0.00 ?,855,874,3q8 00 61 .!4 5,754,',!61,41r1 0C

5.1,02.02.09 3elania Jasa Konsultansi Non Konstruksi 2,099,000,000.00 1,699,000,000.00 80.94 2,958,750,000.00

5.7.42.42.71 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 340,000,000.00 100,000,000.00 29.41" 200,000,000.00

5.1.02.02.12 3elanja Kursusf Pelatihan, Sosialisasi, Bimblngan Teknis sert. 3,256,500,000,00 2,534,415,000.00 77.82 1,661,523.800.00

5.L.42.A2.74 Belania Jasa lnsentif bagi Pegawai Non ASN atas PemunAuta 12,000,000.00 12,000,000.0c 100.00 64,000.000.00

5.1.02.03 lelania Pemeliharaan 21,669,769,326.00 20,134,833,42s.5O 92.91, 16,129,752,903.00

5.1.02.03.02 lelanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 926.350,000.00 1,250,414,963.00 134,98 1,284,842,480.00

5.1.02.03.03 3elanja Pemeliharaan Gedung dan Bangur 19,494,419,326.00 17.638,662,754.s0 90.48 1 3,9 73,435,759.00

5.1.02.0J.04 Belania Pemeiiha.aan lalan, Jaringan, dan liigasi 1,249,u00,00tr.c10 1,245,755.708.0n 99.14 ta /7,4t4,b64.U1-)

5.1.02.04 3elania Perialanan Dinas 72,360,876,761.4O 67,380,969,374.4O 84.82 76,695,552,263.O4

5.1.02.04.01 lelania Perialanan Dinas Dalam Neeeri 72364,416,767.O( 61,._380,969,374.00 84.82 76,695,552,253.00

5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau lasa untuk Diberikan kepada Pihak Kr 13,425,363,000.0C 11,250,444,353.00 83.79 8,274,234,445.4O

5.1.02.05.01 Belania Uanp vans Diberikan kepada Pihak Ketiea/Pihak Lain 485,500,000.00 355,500,000.00 13.22 491,500,000.00

5.1.02.05.02 3elania.Jasa vans Diberikan kepada Pihak Ketiea/Pihak Lain, 12,939,863,000.0( 10,894.944,353.0C 84.19 7,182,734,485.44

5.1.02.88 3elania Baranq dan Jasa BOS 0.00 0.00 0.00 12,804,075,375.00

5.1.02.88.88 Belania Barang dar Jasa BOS o.oo o.oo 0.00 12,444,475,375.4O

5.1.02.89 3elania Barang dan iasa BOSP 21,485,858,000.00 12,607,367,924.OO 58,67 188,000,000,00

5.1.02.89.01 Barans dan lasa BOSP-BOs 19,363,504,000.00 1,2,427,OA4,924.OC 64.1] 188,000,000.0c

5.1.02.89.02 3elania Barans dan Jasa BOSP-BOP PAUD 2,122,354,OOO.OO 180,283,000.0c 8.49 o.00

5.1.02.90 3elania Barane dan iasa BOK Puskesmas 0.00 14,863,100,122.0C 0.00 13,979,288,655.00

s.1.02,90.01 Selania Barans dan Jasa BOK Puskesmas 0.00 14,863,100,122.00 0.00 13,979,288,656.00

5tnlqq 3elania Barans dan Jasa BLUD 19,O27,975,OOO.OO 18,445,649,199.00 96.93 18,446,953,795.4?

5.1.02.99.99 Belania Barang dan Jasa BLUD 1-o,027,975,000.00 18,445,649,199.00 96.93 18,486,953,795.42

5.1.03.01 3elania Bunga Utans Piniaman kepada Pemerintah Pusat 12,5 1 3,28 1.2 15.04 70,417,627,645.00 83.73 0.00

.03.o1.02 Selania Bunga Utang Piniaman kepada Petrrerinlah Pusat at. 1,2,573,287,215.Ot 1,0,477,627,645.O4 83.73 0.oo

.03.02 3elania Bunga Utang Piniaman kepada Pemerintah Daerah L 0.0r 0.00 0.00 12,513,281,215.00

.03.02.01 3elania Bunga Utang Piniaman kepada pemerifitah Daerah-J 0.00 0.00 0.00 12,513,281,215.00

.05 3elania Hibah 12,057,870,000.0t) 13,316,161,700.00 110.43 58,172,40S,971.00

.05.05 3elania Hibah keDada Badan, Lembaga, Organisasi KemasVal 4.730.000.000.00 3,810,000,000.00 80.54 49,069,147,872.AO

5,1.0s.0s.01 3elania Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirl 2,830,000,000,o0 1,910,000,000.00 67.49 3,404,54A,A12.OO

5.1.05.05.02 tselania Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela 850,000,000.o0 850,000,000.0c 100.00 44,464,599,000.00

5.1.05.05.03 Belania Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba.5ukarela 1,050,o00,000.00 1,050,000,000.0c 100.00 1,200,000,000.00

5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 5,837,825,000.00 8,110,161,700.00 138.92 7,999,146,09S.00



5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas 5,837,82s,000.00 8,110,161,700.0O 138.92 7,999,146,099.00
5.1.05.07 3elanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1,490,045.000.0t 1,396,000,000.0c 93.68 1,029,115,00O.00
5.1.05.07.O1 Selania Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1,490,045,O00.0( 1,396,000,0O0.00 93.58 1,029,115,0OO.O0
5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 0.0c 0.00 0.00 7s,000,000.00
5.1.O5.08.O3 Selania Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan o.ot o.oo 0.00 75,000,000.00
5.1.06 -aelanii Bantu3n Sosia! 4 0n < nnn nnn 

^. q ?94 nnn ono n. 71.9'J. I (O< n nn nnn A^
5.1.06.01 lelanja Bantuan Sosial kepada lndiyidu 995,000,000.0c 945,000,oo0,oi1 94.91 705,000.000,00
5.1.06.01.01 lelanja Bantuan 56ial Uang yang direncanakan keoada ,ndi

Selania Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

995,OOO,OOO.OC 945,OOO)OOO,O0 94.97 705r?00,000,09
5.1.06.03 550.000,000.0t 100,000,000.00 18.18 o.o0
5.1.06.03.01 lelanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelr 550,000,000.0c 100,000,000.00 18.18 0.0c
5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non pemerintahan 5,360,000,000.0c 43qs,000,800.00

4,335,0O0,000.o0

80.87 2,890,000,000.0(
5.1.06.04.01 Belanja Bantuan Sqsial Uang yang direncanakan kepada Len 5,360,Ooo,oo0.oc 80,8 2,890,000,00O.0C

JUMLAH BETANJA OPERASI 794.2?O,764,490.AA 777,503.3?7.644-Oe 90.33 694072,A9\2aL22

t.2 BELANJA MODAT 169,807,061,78t.00 130,405039.599.70 76,79 143,132,411820.00
5.2.01 Belanja Modal Tanah 1,900,000,000.0( 1,662,500,O00.00 87.5C 365,000,000.00
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 1,900,000,000.0c 1,662,500,000.0c 87.50 365,O00.000.0{
5.2.01.O1.01 Belanja Modal Tanah Persil 1,900,000,000.0c 1,662,500,000,00 87.50 365,000,000.0c
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31,290,659,386.OC 27,O18,47A,O97.O1 86.34 28,245.063,296.OC
t,2.o2.a7 Belanja Modal AIat Besar 1,844,096,352,00 1,839,523,494.0t 99.75 122,7s0.000.0c
s.2,02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 1,844,096,352.00 1,839,523,494.0C
5.Z.OZ.OZ Delafird Modat Atat Angkutan 3.3.16,110,000.00 3,338.257,000.0c 99.76 6,745,240,71A.AA
5.2,02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 3,346,110,000.o0 3,338,257,000.00 99.76 5,757,450,000.00
5.2.42.02.A2 lelanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0.ot 0.00 0.00 4,995,600.00
5.2.02.02.03 lelanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor 0.0c 0.00 0.0( 982,795,1 10.0(
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengket dan Alat Ukur 9,000,oo0.0c 0.o0 0.00 155,500,O00.0{
5.2.02.O3.03 Belania Modal Alat Ukur 9,000,000,0c 0.00 0.00 155,500,000.0(
5.2.02,04 lelania Modal Alat Pertanian 0.0c 0.00 0.0( 291,500,000.0a

tseiarija ivloriai Aiat Fengolahan o.oc ZYi,fUU,UUU,UL
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah TanEqa 5,409,32C,933.O0 4,581,,170,725.Oa 84.1a 3,3 1s,959,780.0a
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 138,OOO,OO0.O0 92,A77,192.At 67.29 428,491,200.0C
;.2,42.O5.O2 Belania Modal Alat Rumah TanAsa 5,271,320,913.OO 4,488,839.533.0C 85.1 2,887,468.580.00
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan pemancar 4,557,742,654.A0 4,459,689,110.OC 97.84 383,214,077.OO
5.2.02.06.01 Belan.ia Modal Alat Studio 4,557,742,654.00 4,459,689, L10.00 9].84 373,t74,A71.OO
5.2.02.06.O2 Belania Modal Alat Komunikasi o.o0 o,oc o.oc 6,0O0,000.ot
5.2.O2.06.O3 Belanja Modal Peralatan Pemancar 0.00 0.00 0.00 3,500,000.0(
5.2.02.07 Belanja Modal Aiat Kedokteran dan Kesehatan 11,255,489,698.00 8,798,21A,646.OO 78.16 14,388,126,42A.Oa
5.2.O2.O7.O1 Belanja Modai Alat Kedokteran 4,508,211,587.00 3,933,121,832.00 87.24 7,706,524,428.O{
5.?.O2.O7.O2 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 6,747,278,1,1,1,.OO 4,865,148,814.0C 12.L 6,682,201,992.t'{
5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 1,769,501,750.00 1.660.561.850.0C 93,84 596,971,900.OC
5.?.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 1,267,485,000.00 1,163,809.600.0C 91,82 s33,49s,500.0c
5.2_02.08.03 Belanja Modal AIat Peraga Praktek Sekolah 0.00 0.oc o.0c 63,476,400.00
5.2.02.08.04 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 502,016,750.00 496,752,250.OC 98.95 o,00
s?or'10 Be!anja !\lodal Kompller 2.176 642..q9q OA 985,6,16 000.0c 36.01 ) )06 n70 60q nn
s.2.02.10,0i Belanja Modal Komputer Unit 7,724,178,AAO.{n 697,954,000,00 40.48 1,948,35 1,691.00
5.2.O2.7A.O2 3elanja Modal Peralatan Komputer 1,012,464,999.0t 287,682,000.o0 28,41, 257,71"8,918.OO
5.2.02.15 lelania Modal Alat Keselamaian Keria slel 0.00 0.00 19,405,500.0r
5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR o.ool 0.0( 0.tr 19,40s,s0o.0a
5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 0,001 0.0t 0.0(
5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahrasa 0.00 0,o( 0.oc 1,664,300.0C

2.O2.89 Belan.ia Modal Peralatan dan Mesin BOSP 240,960,000.00 L,247,464,266.Ot 515,21 0.0c
;.2,02.89.01 Belanla Modal Peralatan cian Mesin BOSp-BO5 o.o0 1,714,91J,266.0C 0.0[
5.2.02.89.02 Belanja Modal Peraiatan dan Mesin BOSP BOp pAUD 240,960,000.00 I 26,551,000.0c 11,01
5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Meijn BLUD 121,795,000.00 

I 113,305,000.00 93.02
5.2.O2.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 12 1,795.000.00 

| 113,305,000,00 93.02 18,000,000.0t
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 63,969,2 52,198.00 I 60,194,794,487.OO 94.09 36,21,4,1,13,965.AL
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 53,428,966,902.00 

| 50,857,856,844.00 95.18 35,154,O17,941.O(
5.2.03.01.O1 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 52,378.966,902.00 I 50.124.256.844.00 95.69 35,154,072,941.0C
5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1,050,000,000.00 I 733,600,O00.00 69.86 0.0c
5.2.03.0,1 Belania Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 10.540,2S5,296.00 | 9,336,937.643.O( 88.58 980,069,624.0C
s.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 10,540,285,296.00 

I 9,336,937,643.O( 88.s8 980,069,624.0C
5.2.03.99 Belanja Modal cedung dan Bangunan BLUD 0.oo o.0c o.0c 79,9]1,,400.AA
5.2.03.99.99 Belanja Modal cedung dan Bangunan BLUD 0.00 0.0c 0.oc 79,911,4AO_O'
5.2.O4 Eelanja Modal Jalan,.laringan, dan lrigasi 72,647,1,50,2A2.OO 39,649,050,911.7C 54.57 77,O54,228,809.DA
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 64,797,237,938.OO 32,70S,042,438.00 

I 50.87 | 70,803,51
5.2.04.01.01 Belania Modal ialan 61,189,115,308.0C 31,O10,813,819.0O 

I s0.b8 
I 69,446,274,482.Ot

r-iai rd rv'uudi rLrr'!dLdr i i,63'1,?73,522.{}Cl 51.6c I

5.2.44.02 lelanja Modal Bangunan Air 5,055,009,064.0c 3J1t)os,473,7Al 73.2! 4,474,420,895.Ot
5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air lrigasi s68,688,264,0C 273,764,263.OO1 48.13 I
5.2.O4.A2.A4 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/pantai dan pene 849,500,000.00 297,950,052.O0 

| 3s.07l 379,233,091.0C
5.2.04.02,06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 450,OOO,O00.OO 448,880,000.0o1 99.751 629,727,27A.OO
).2.44.O2.O7 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 3,186,820,800.00 2,6S0,514,158.70 

I 84.11 997,582,166.00
2.04.03 Belanja Modal lnstalasi 3,294,903,200.O0 3,239,900,000.00 I e8.33 | 988,320,000.o0

;.2.04.03.01 Belanja Modal lnstalasi Air Bersih/Air Baku 497,973,400.0A 496,00o,0ry.O01 ee.61l 988,320,000.00
5.2.04.03,02 Belanja Modal lnstalasi Air Kotor 1,331,000,000.o0

-1,27&9O0,000.00 i e6.08 | 0.00
,-2.04.03.10 Belanja Modal lnstalasj Lain 1,46s.989,800.0O 

I 1,46spOO,0OO-- OOT ee.e3 i 0.o[5.2,04.99 
| Belanja Modal lalan, laringan, dan lriBasi BLUD s4l "*l ooor 791,970,000.0r

l rf 7(n nnn 
^.

1,664,300.0t

o.ua

0.0(

2.463.878.368.0r



5.2.04.99.99 Belania Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi BLt.tD 0.0c 0,00 o.o( 791,970,000.00

i.2.05 Belania Modal Aset Tetap Lainnva 0,o0 1,.880.276,210.0C o.ot 954,O09,750.0[

5.2.O5.O1 Belania Modal Bahan Perpustakaan 0.oo o.oc o.oa 954,009,750.0C

5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 0.00 0.0c o.oc 924,009,750.0C

5.2.0s.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mi 0.00 0.0c 0.0c 30,000.000,0c

5.?,05.39 a^l-^i. trr^;.1 0.04 0.0c

5.2.05.89.01 Selanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Bo5 0.00 7,453,144,?1.0.OC 0,0c 0,0c

5.2.45.49.O2 3elania Modal Asel Tetap I ainnya BosP-BOP PAUD o.oo 26t532,AOO.OC o.tr o.oo

5.2.06 lelania Modal Aset tainnya 0,0( 0.0c 0.0( 300,000,000.0c

5.2.O6"O1 Belania Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berv 0.0( 0.0c 0.0c 300,000.000.00

5.2.06.01.01 3elania Modal Aset Tidak Berwujud 0.00 0.0c 0,0c 300,000,000.ot

IUMLAH BELANJA MODAL 169,807,061,786,00 130,405,039,699.7C 76.79 14?,132,415,azo.OA

s.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 6,277,1Oa,404.O0 5,786,500,108.0C 92.18 6,222,552,190.O4

5.3.01 Belania Tidak Terduga 6,2113OA,4OO.AA 5,786,500,108.0C 92.18 5.2 22,55 2,390. OC

3elania Tidak Terduga 6,217,308,400.O4 5,786,50C,108.0C 92.18 6,222,552,390.OC

5.3.01.01.01 Selania Tidak Terduga 6,277,308,400-O{ 5,786,500,108.0i: 92.18 6,272,552,390.OC

IUMTAH BELANJA TIDAK TERDUGA 6,277,?OA,400.0( 5786,5O0,108.0C 92.!8 6,227,552,?98"&

BETANJATRANSFER 207,950,424,276.OO 157,960,547,237 .32 77.48 19?,774,925,4!1,O4

5.4,01. Selania Basi Hasil 1,157,636,300.00 o.0c 0,0c 0.00

5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabul 1,157,636,300.00 0.0c 0.0c 0.0c

5.4,01,01,03 Belania Basi Hasil Paiak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 1,157,636,300.00 o.oc 0.0c 0.00

5.4.02 Belania Bantuan Keuansan 206,792,787,976.4t L6L,960,581,237.32 78.32 193,714,9)5,413.OA

5.4.02.02 3elania Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupatenf(ota 206,792,787 ,976.Ot 161,960,587,237.32 78.32 193,774,925,413.Ot

5.4.02.02.01 Selania Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/ 1 35,552,830,000.0( 104,644,5.19,808.0C 77.19 137,211,973,000.0C

5.4.47.O2.42 Beiania Bantuan KeuanAan Khusus kepada pemeriatah Kabu 71,,239,957 ,976.4{ 57,31,6,037 ,429.32 80.45 56.562,952,413.00

IUMTAH BELANJA TRANSFER 207,950,424,276.4( !.61,960,587,237.32 17.84 793,774,925,4t1.O4

IUMLAH BELANJA 1,17&26s,s58,952.00 1,011655,464689.08 86.19 LA{l,202,784,835.22

suRpLUs/DEFtStT 19,115,258,788.0( 31879,015,328.85 187.68 29,847,661,196.80

PEMBIAYAAN DAERAH (19,116,268,788.00 (3O,533,s23,7 47.77) 759,72 126,1,30,t20,432,9A1

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN ?,716,940,764.OO 3,776,290,540.23 99.98 (3,2S7,510,880.981

6.1.01 ;isa Lebih PerhitunEan Anggaran Tahun Sebelumnya 3,'t16,940,764.Ot 3,716,290,s80.23 99.98 ( 3.297,5 10,880.981

6.1.01.07 ;isa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target (inerja d 3,716,940,764.04 3,716,294,584.23 99.98 i3,297,510,880.98 l

6.1.01.07.01 tisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian larget Kinerja 3,11,6,940,764.O{ 3,716,290,580.2 3 99.98 3,297,510,880.9B1

IUMiAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3,7!6,940,764.4C 3,716,290,59O.23 99.98 (3,297,510,88O.981

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 22,833,209,552.O( 34,249,414,328,O4 150.00 22,833,2O9,552.OO

6.2.O3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang latuh Tempo 22,833,209,552.0( 34,249,A1,4,32a.OC 150.0C 2),433,209,55).AA

6.2.03.03 Pembavaran Piniaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) 22,833,209,552.O( 34,249,874,328.04 150.0C 22,833,209,552.0C

6.2.0.-r.0,? 09 pemba!ara! Pin!aman dar! Lembaga (euangao Bank {! (Bi-S ?? 813 ?Oq 5\? nf ,?4,?49,814, 28.0C 150 0r 22,83-1 ?0q,552 0!:

IUMTAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 22,A?3,2A9,552.OO 34,249,&14324,44 1.50.0c 22,433,249,552.OO

PEMBIAYAAN NETIO {19,116,268,788.00 13O,s33,523,7 47 .77) 159.72 (26,130,720,432.981

SISA TEBIH PEMBIAYMN ANGGARAN o.o( 5,345,492,581.08 0.00 3,TX6,944,783.42

Kab. Halmahera Barat,9 Maret 2026

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASEi DAERAH

Sonya Mail, 5P. M.Si

NlP. 197505192002122004



PEMERINTAH K.EBUPATEN ITALMAIIERA BARAT

JAITOLO

PTR.'AITJIAIT KIIITRJA TAHUII 20/25

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekti{ transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

: JAMES UAIYG, S.Pd. MM

: Bupati Halmahera Barat

be4'anji akan mewu-iudkan target kine4a yang seharusnva sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

r^iI^l^u du(rl(J . C2 Januari 2025

RApA'l.

G, S.Pd., MM



PEMTRII{TATI KABUPATEN I{ALMAIIERA BARAT

JAILOLO

LAMPIRAIT PERJANJIAN KINER.TA TAHUN 20126
PEMERINTAII KABUPATEN HALMAIIERA BARAT

No. Misi Sasaran Strateqis lndikator Kineria Target
Misi

I
Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan kesetaraan

serta nilai-nilai Iuhur agama, Pancasila dan kearifan lokal
1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat,

terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa
memandano oender

lndeks Pembangunan
Manusia

68,54

z Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan
belajar masyarakat

1.

2.

Rata-rata Lama
Sekolah (tahun)
Harapan Lama
Sekolah (tahun)

8,83

14,i6

Misi
2

Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi
keterbukaan dan daya saing wilayah;

3 Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan
linokunoan binaan yano berkualitas secara merata

lndeks Pembangunan
lnfrastruktur

7'2,54

Misi
5

Membangun kcmandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor
unggulan pertanian, perkebunan, petemakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta

sumber daya alam strateqis lainnva
A- Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan

kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif
yang memperluas kesempatan kerja layak

Pertumbuhan nilai
tambah sektor

pariwisata (persen)
,t t,,6I^h v"^i',^^^^i . JUt r rior r t\ur rJgt tvar r

Wisatawan
Mancanegara

2. Jumlah Kunjungan
Wisatawan Nusaniara

3. Lama tinggal
Wisatawan
Mancanegara

4. Lama tinggal
Wisatawan Nusantara

:,UUU

I

3.5

q Menurunnya Tingkat kemiskinan Tingkat Kemiskinan
(oersen)

777

Misi
4

Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang
memberikan rasa aman dan adil basi masyarakat

6 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel Opini BPK terhadap
LKPD

WTP

-7 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah NilaiSAK|P B

.iailoio, 02 J

G, S.Pd., MM

2V25

E)ADA'T1ul llvl r 2



BELANJA DATRAH

UI{SUR PEI{GAWASAIT URUSAIT
PEMTRINTA}IIPENGAWASAN INTERNAL DAN

,WASAIII DEilGAfr TU.'I'AIE ?ERTEfrTU

Rp. Rp 3.817.36s.,40

Jailolo, A2 JarusarL 2025

BARAT,

s.Pd., Mlt{

llla Prl'.rG,P A IVT / I{N{AT A'NA llr AlVN.T:.AI'AN

DINAS PARIWISATA PEIVIUDA DAN OLAH RAGA
1

^tl6^l?
fETi' I It

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

1

$AAAEA

1

o

3 PENATAAIT ORGAIYISASI RP. 9.OOO.OOO



I]EKTHRINTAH K,&Fi.JPATHH HALMAHERA BARAY

INSFEKT{}RAT I}AERAE{
] l. Ir engabfi * _Y:" "l,?_Tf 

$r:ak cn*r a K**. j ail*:l si

r r!1,; \1r/4:J ::Ltvt* Fai : (Sq22i 7)?ifr74
Email : !tspektcr;rth.tll:lartB!.eh*a.crlr*

rL - !---! nt-I--I--- lIa--^-rt"(tvillst rYIat$lru u tilt'et

'hHR€+t? &.lE.* E Ef -FF-E 1$ JE ?e Fc?etBq:ifYdi*irn{.ft I ^& n .dB-{&tH 3 Er5i.+5..frt &}tlIL.& V I' *t I

LstF*K.&F{ KISER-3& E}$S?&S*I PEf€EkJffi YeFg
!{aRETE}A?nF'nJ Fg&T.F*"AEfFB,r F A F & T*b4s 

-{iJ&q*-B 
:-rlaA'Ja;

TAg*EiH AHG*etRAH 2#tE

Kami telah mereviu Laporan Kinerja trnstansi Pemerintah

Kabupate.n Halmahera Barat untuk Tahun Anggaran 2$25 $e$u'ai

Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja" Substansi informasi yang dimuat

dalarn Laporan Kinerja menjadi tanggung Pemerintah Kabupaten

Halmahera Barat.

Reviu bertujuen untuk memberikan keyakinan terbatas laporan

kinerja telah disqiilean seeara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidek terdapat kondisi atau hal-hal

yaftg menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi

yang di .iikan di dalam laporan kinerja ini.

Jailol*, 13 April 2A26

Inspektur,

i*9s12 2 ,Jt]1
&.4..,-i,,
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MENTERI HAK A6ASI K?ANIJSIA

TTEPUBLIK INDSNESIA

ffi$e#e&4 ffiffiruffiF*effiffi&eN
,{Ai} U trA"T gruIK *T,q i}HD UI.' HA K ASASI If ANU SIA

NI)MOR. lvlHA'O1 HA 0? {)1 01 Tahun 1fi24

Piler'ka,r IePa'l;]

KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Yang telah .

f\,lericiapatkan Prer:ikal KaiJUPatenJ Kola Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023

Jak;.:r!tt. '10 Desember 2024

Ll*rlerr H;k At:tsr &lanusia Republik l*de*esia
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